Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD /I /2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

H.

WALI KOTA BEKASI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 aya
(5), Pasal 37 ayat (2], Pasal 39 ayat (5), Pasal 41 ayat
(3}, Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (7), Pasal 61 ayat
(2), Pasal 64 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), Pasal 66 ayat
(3], Pasal 67, Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal
106 ayat (1), Pasal 135 ayat (6), Pasal 137 ayat [2),
Pasal 147 ayat (2), Pasal 155 ayat (4), Pasal 162 ayat
(2), Pasal 176 ayat (2), Pasal 181 ayat (3), Pasal 182
ayat (2), Pasal 216 ayat (5), Pasal 235 ayat (2], Pasal
250 ayat (2), Pasal 259 ayat (2), Pasal 260 ayat (2),
Pasal 271 ayat (2}, Pasal 272 ayat (2), Pasal 280 ayat
(2), Pasal 284 ayat (2), Pasal 285 ayat (2), Pasal 297
avat (2), Pasal 298 ayat (2}, Pasal 299 ayat (3), Pasal
300 ayat (2), Pasal 301 ayat (2), Pasal 302 ayat (2),
Pasal 308 ayat (4) dan Pasal 322 ayat (4) Peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kota Bekasi, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota
Bekasi;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka
Standar Operasional Prosedur tersebut perlu
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yvang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Talhun 2003 tentang
Kevangan Negara [Lembaran HMNegara Republik
Indeonesia Tabhun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nepara Repubhk Indonesia Nomor 4.3535];

Undane-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNepara [Lernbaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik [ndoenesia Nomor 4355];

Undang-Undang MNomer 23 Tahun 20i4 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587T)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2022 tentang
Hubunpan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nemor 4, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor €757);

Undang-Undanpg Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Femerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601] sebagaimana telah diubeh dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipte
Kerja [Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahen [Lembaran WNegara
Republilke Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelelagn Barang Milik Negara/Deerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533] sebagammana telah diubah denpan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tehun 2020 tentang
FPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tehun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesta
Tahun 2020 Nomor 142, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peratiiran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan  Barang Milik  Negara/Dacrah  Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas [Lembaran MNepara
Eepublik  Indgnesia  Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
flomor 5610} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturen Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Ferubahan atss Peraluran Pemerintal Nomor B4
Tahun 2014 centang Penjualan Barang  Milik
Megarn/Daerah Berupa Kendaraan Percrangan Dinas
(Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 2022
Nomor 1227, Tembahan Lembaran Negara Republile
Indonesia Momor 6797);



10,

11.

12,

12,

14,

13,

16.

17.

13,

19,

Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahun 20109 tentang
Pengelolann Keumngan Daerah {Lembaran WNegara
Eepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lermnbaran MNegara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasicnal Prosedur di
Linglkvngan Pemerintall Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negare. Kepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
704);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Dsaerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubabh dengan Pereturan
Blenterl Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Wenteri Dalam  Negen
Nomor &80 Tabun 2015 tentang Pembentulian Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2019 Nomaor 157

Peraturan Menteri Dalam HNegeri Nomer 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
20160 tentang Penggelongan dan Kodefikasi Barang
Milike Daerah (Benta Negara Republik [ndonesia Tahun
2016 Nomar 20283

Peraturan Mrenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20158 tentang Peniled Barang Milikk Daersh [Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntuten Gant Eerugian Daerah Terhadap Pegawal
Negeri Bulkan Bendehara atau Pejabat Lain [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahan
20121 tenteng Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Dacrah
(Berita Nepara Eepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1076);

Peraturan Daerah Kota Belasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang  Urusan  Pemerintahan  yang  Menjadi
Kewrnangan Daerah Kota Brkaxi [Lembaran Daerah
Kota Belkaai Tahun 201& Nomor & Seri Ej;

Peraturan Daerah Kota Bekaszsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunen Perengkat Daereh
Kota Bekesi (Lemberan Daersh Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 7 Senn D) sebagaimana telabh beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketipa atas Peraturan Daerah Kota Belasi Nomor O7F
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranpgkat Daerah Kota Bekasi (Lembaratt Daerah
Kota Bekasi Tahun 2021 MNomaor 4 Seri D),



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

EELIMA

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Baranpg Milik Dacrah Kota Bekasi
{Lembaran Daerah Kota Belkasi Tahun 2018 Nomor 16
Sern Ej;

21. Peraturan Dagrah Kota Bekas) Nomeor 05 Tahun 2021
tentang Penyediaan dan Penverahan Prassrana,
Sarana dan Utilites Umum {Lembaran Deerah Kota
Belkasi Tahun 2021 Nomor 5 Seri Ej;

22, Peraturan Wali Knlka Belaxl MNomor 23 Tahun 2021
tentang Sistemn dan Prosedur Pengelolaan Barang
Milik Daerah Kota Bekas: [Berita Dasrah Kota Bekasi
Tahun 2021 Nomor 33 Seri K,

23. Peraturan Wali Kota Bekasi Mpomor 74 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknia Penyediaan dan Penyerahan

Prasarana, Sarena, dan Utilitaa Umum [Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor T4 Seri EJ.

Berila Acara Hasil Rapat Momot
022/ BA.33T2/BPEAD Aset taneggal 16 Seplember 2022
perihal Pembahssan Standar COperasional  Frosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kote Bekasi.

MEMUTUISKAN

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Dagrah Kota Belasi.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 1 sampal
dengan Lampiran L Keputusan ini.

Standar Oprrasional Prosedur sebagaimana dimalcsuad
Diktum KESATU, merupakan pedoman dalam pengelolaan
Barang Milik Dasrah Kota Bekasl.

Hebagal tindalk lanjut sebagaimana dimaksud pada
Diktum  KEDUA, Perangkat Daerah agar segera
menetapkan  Standar Operasional  Prosedur (SOF)
Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah
masing-masing yvang ditetapkan denpan Kepulusan Kepala
Peranglat Daerah.

Padsa saat Keputusan Wali Kota ini rmlal berlaku:

1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.300-
BPEAD/VIN /2019  tentanp  Standar  Operasional
Frosedur Pengamanan Barang Milik Daerah  Hots
Bekasi;

2, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032 Hep. 301 -
BFEAD/VIIL /2019 entang Standar  Operasional
Frosedur Pemindahtanganan Barang Milikk Daerah Kota
Bekasi;



KEENAM

Tembusan Yth. @

- Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.302-

BPKAD/VIII/2019  tentang Standar Operasional
Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota
Bekasi;

- Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.303-

BFKAD/VIII/2019  tentang Standar Operasional
Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada

Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang Kota
Bekasi;

. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.304-

BPRAD/VII/2019  tentang Standar Operasional
Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pada
Pengguna Barang dan/atau KPA Kota Bekasi;

. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032 /Kep.305-

BPEAD/VIII/2019 tentang Standar  Operasional
Prosedur Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Kota Bekasi;

- Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 32/Kep.306-

BPKAD/VIII/2019 tentang Standar Operasional
Prosedur Penatausahaan BMD Kota Bekasi

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta akan diadakan perubahan
apabila dipandang perlu,

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Maret 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

TRI ADRIRNTO TJAHYONO

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi:
2. Pl Inspektur Kota Bekasi.



LAMPIRAN |

KEPUTUSAM WALI KOTA BEEASI

NCOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/IN/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) OLEH WALI KOTA



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Momar S0P 032/Kep.108-BPKAD/I/2023

Tan;_gat Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALl KOTA BEKASI

Marma 50p PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BEMD)

OLEH WALI KOTA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolasn Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Millk Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negerl Momor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Millk Daerah;

3. Peraturan Deerah Kota Bekasi Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Dasrah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1, Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai M5 Office
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan [ Perlengkapan

1, S0P Inventarisasl Barang Milik Daerah (BMD);
2. 50P Sensus Barang Milik Caerah (BMD).

1. Eomputer
Z. Printer
3. ATK

Ferlngatan

lika penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah (3MD) cleh ‘Wall Kota

tidak dilakukan pada BMD vyang dikelola oleh Pengelola Barang maka
dikhawatirkan terjadi palanggaran datam pengelolaan BMD.

Pencatatan dan Pendataan

ﬁl.'iera:a Barang Millk Daerah Pemerintah Kota Bekasi,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [SOP)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) OLEH WALl KOTA

PELAKSANA MUTU BAKL

MO URAIAN PROSEDUR WALl PENGELOLA PEHAITEAUEAII 'EA: PENGGLUNA PERSYARATAN/

KOTA BARANG AAN | BaRANG KELENGKAPAN WAKT QUTERIT
BARANG

1 | Perangkat Daerah melaporkan BMD Data Laporan Penerimaan 1 Jam Surat Permohanan
vang diterimanya kepada Pengelola { ] BmD
Barang disertal permohonan
penetapan status penggunaannya.

2. | Memerintahkan Pengelola Barang Surat Permohonan 1lam Disposisi
untuk meneliti permahonan L.
penetapan status penggunaan BMD
yang dimechonkan oleh Pengguna
Barang,

3. | Memenntahkan Pembantu Pengelola Disposisi 1jam Disposisi
Barang untuk meneliti permohonan !
penstapan status penggunaan BMD
yang dimohonkan oleh Pengguna
Barang.

4. | Melaksanakan penelitian atas * Dispasisi 3 hari 1. Laporan Penerimaan BMD
permohonan  Pengguna  Barang, 2. Surat Permohonan
meliputi permbahasan dan peninjauan 3. Berita Acara Hasil Aapat/ Berita
lapangan {jika diperukan}, Acara Peninjavan Lokasi

5. | Mengajukan kepada Wali Kota untuk 1. Laporan Penerimaan BMD 10 menit | Draft Keputusan Wali Kota/
ditetapkan status penggunaannya. r 2. Surat Permohonan Draft Surat Penolakan

3. Berita Acara Hasil Rapat/
Berita Acara Peninjauan
Lokasi

B. | Menetapkan status penggunasn BMD v Crraft Keputusan Wali Kota/ 2 hari Keputusan Wall Kota tentang

kepada Perangkat Daerah, D Draft Surat Penolakan penetapan status penggunaan
BMD/Surat Penolakan Penetapan
Status Penggunaan

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TRIADH

ol

TO TIAHYOND




LAMPIRAN I
KEPLITUSAN WALI KOTA BEKAS

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/I/2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKAS!

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) OLEH PENGELOLA BARANG



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAM ASET DAERAH

| Nomor S0P 032/Kep, 108-BPEKAD/NI/2023
Tanggal Pembuatan -
Tanggal Revisi
Tanggal Pergesshan 10 Maret 2023
Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI
| Mama 50F PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
OLEH PENGELOLA BARANG

Dasar Hubkum

Kualifikasl Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelalaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tzhun 2014 tentang
Pengelalaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelalaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomaor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Wall Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS Office
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah

Eoterkallsn

Peralatan / Perlengkapan

1. S0P Inventansasi Barang Milik Daerah {EI':'IE',[.
2. 50P Sensus Barang Milik Daerah (BMD]).

FErInEa'tan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

“Pencatatan dan Pendataan

Jika penetapan status penggunasn Barang Milik Daerah (BMD]) oleh Pengelola
Barang tidak dilakukan pada BMD yang dikelola oleh Pengguna Barang maka
dikhawatirkan terjadi pelanggaran dalam pengelolaan BMD.

Meraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi.




LAMPIRAN 111
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep. 108-BPKAD/IN/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/II 2023

TENTAMNG STANDAR OPERASIDNAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH (BEMD)



Momor SOP 032/%ep.108-BPKAD/I/ 2023
Tanggal Pembuatan
By PEMERINTAH KOTA BEKASI _Tanggal Revisl .
s ™2 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tanggal Pengesanan | 10 Maret 2023
| DsarianiOleh’ | WALINOTABENASE
Mama SOP PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Diasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 27 Tahun 2014 Ientang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturon Pemerintah Republik Indoresia Momor 28 Tabun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pangelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal 03;
2. Menguasai M5 DFfice;
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. S0P Inventarisasi Barang Milik Daerah {3MD); 1. Komputer;

1. S0P Sensus Barang Milik Daerah (BMD); 2. Printer;

3. S0P Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (EMD) oleh Wali Kota; | 3. ATK.

4. S0P Penetapan Status Penggunaan Barang Millk Daerah (BMD) oleh Pengelola
Barang.

Peﬂnptan

Pencatatan dan Pendataan

lika penggunaan sementara Barang Milik Dasrah (BMD) pada Pengguna Barang
oleh Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMD tidak dilakukan
maka dikhawatirkan terjadi pelanggaran dalam pengelolaan BMD.

Meraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR { S0P )
PERGGUINAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAM [BMD)

PELAKSATIA MUTL EAKL
No, URALAN PROSELUR WALl |PENGELOLA PEIABAT WAK KET
PENATAUSAHAAN PERSYARATAM / KELENGEAPAN ouTPUT )
KOTA HARAMNG T
BARANG
1. | Memerintahkan  Pslabat  Penatausahasan Surat Permobonan Penggunsan Sernentara 15 s prosisi
Barang untuk melakukan penelitian atas BRID; menit
permohonan peEngEunaan sementara Barang | i Data EMD yang akan digunakan sementara;
Milik Daerah (BMD) yang diajukan oleh Pengguna Barang yang akan menggunakan
Panaguna Barang dari Pengguna Barang yang serentara BMD;
akan mengpunakan sermentzra BWMD berikut Penjelasan terta pectimbangat pengguthaan
kelengkapan serta kesesuaian dokumen yang sementara BWID;
dipersyaratkan. Fotokopl  Keputusan  Penetapan  Status
Penggunaan BaD;
Fotekoplt surat permohohan  penggubaan
sementara BMD dari Pengguna Barang yang
akan menggunakan sementara BMD kepada
Pengguna Barang,
2. |a. Melakukan penelifan  permohonan Surat Permohanan Fenggunasn Sementara | 1 har | Laporan Hasll Penelltian
pergpunsan sementara BMD  yang BN D;

. Meminta

diajukan gleh  Penpguna Bargmg  dari
Pengguna Barang yang alan
menggunakan sementara BMD berupa
kelengkapan ferta kesesualan dokumen
yang dipersyaratkan;

b. Meminta keterangan FPengguona Barang

yang mengajuban permohonan
pEnggunaan sementara BEMD  apakila
hasil penelitlan belum mencukupi:

konfirrmasi  dan  klarifikasi
PengEuna Barang yang akan
menggunakan sermentara BMD apabila
hasil penelitian kelum menculupi,

Data EMD yang akan digunakan sementara;
Fenggunz Barang yang akan menggunzkan
sgmentara BMD;

Penlelasan serta pertimbangan penggunaan
terneditara BMO;
Fotokopi  Keputusan
Penggunaan BMLY,
Fotokopt surat  permohonan  penggunaan
sermentara BMD darl Pengzina Barang yabg
akan menggunakan sementara EMD kepada
Fengguna farang;

keterangan, fasil konfirmasi dan  karifikas
darl Penpguna Barang dan Pengguna Barang
yhg akan mengguhakan sementara BRAD.

Fernetapan  Status




Barang Milik Dagsrah,

Penggunaan Sementara Barang Milik
Daerah sudah ditandatangani,

PELAKSAMNA RMUTL BAKLU
URAIAN PROSEDUR waL  |penGEtoLa|  PEIABAT WAK KET.
PEMATAUSAHAAN PERSYARATAM / KELENGEAPAMN QUTPUT :
KOTA BARANG Tu
BARAMNG
. Mengajukan permohonan  penggunaan Laporan Hasil Penalitian. 1 hari |- Permohonan Penggunaan Sementara =
sementara BMD dan Laporan Hasil @ BMD;
Penelitian  permohonan  penggunaan - Draft Surat Persetujuan Wali Kota
sementara BMD; hal Penggunaan Sementars Barang
. Membuat Draft Surat Persetujuan Wali Milik Daerah {BMD)/Surat Penolakan
Kota hal Penggunaan Sementara Barang Fenggunaan Sementara Barang Milik
Milik Daerah  (BMD)Surat  Penolakan Daerah (BMD).
Penggunaan Sementara Barang Milik
Daerah (BMD).
hMenandatangani Draft Surat Persetujuan = Permohonan Penggunaan Sementara BMD; 15 Penerbitan Surat Persetujuan Wali
Wali Kota hal Penggunaan Sementara Barang - Draft Surat Persetujuan Wali Kota hal | menit | Kota hal Pengpunaan Sementara
Milik Daerah/Surat Penolakan Penggunaan @ Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah/ Barang  Milik  Daerah  sudah
Sementara Barang Milik Daerah. Surat  Penolakan Penggunaan Sementara ditandatangani/Surat Penolakan

Pit. WALl KOTA BEKASI,

f

TRI ADHI O TIAHYONO




LAMPIRAN V

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/IIN/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERPANJANGAN WAKTU PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH (BMD)



| Nomor50P [ 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 i
Tanggal Pembuatan
PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Revisi . o

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023
Disahkan Oleh i WaALI KOTA BEKASI
Mama 30F PERPAMJANGAN WAKTU PENGGUMNAAN SEMENTARA BARANG

| MILIK DAERAH [BMD)
Dasar Hukum - ' N | kualifikasi Pelaksana - - ]

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan &tas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tshun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 19 Tahun 0I5 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Pendidikan Minimal D3;
i. Menguasai M5 Office;
3, Memahami tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3, Peraiuran Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
4, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengeiofaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.
Ketarkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. 50P inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD]; 1. Komputer;
2. 50P Sensus Barang Millk Daerzh (BMD); Z. Printer;
3. SOP Penetapan Status Penggunaan Barang Millk Daerah {BMD) olebh Wall Kata; | 3. ATE,

4. 50P Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Dasrah (BMD) aleh Pengelola
Barang.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

lika perpanjangan waktu penggunaan sementara Barang Milik Daerah (BMD) yang
masih digunakan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD tidak
dilakuian maka dikhawatirkan terjadi pelanggaran dalam pengelolaan BMD,

Meraca Barang Milik Dasrah Pemerintah Kota Bekasi.




STANDAR OPERASICNAL PROSECUR | SOP )
PERPANJANGAN WAKTU PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH {BMD)

dlajukan oleh Pengguna Barang dari Pengguna .

Barang Sernentara berupa kelengkapan serta |

kesesuaian dokyumen yang dipersyaratkan;
b. Meminta keterangan Pengguna Barang yarg

mengajukan permehbonan perpanjangan wakty !
penggunaan sementara BMD  apabila  hasil -

penelitlan belum mencukupl;

¢ Meminta konflirmasl dan kiarlflkasi Pengguna
Barang yang akan memperpanfang pehggunaan

sementara BMD apabila has!| penelitlan belurm

MERCLUKL pi,

Cata BMD yang 2kan dipsrpanjang wakiy penggunaan
sementaranya;

Pengpuna Barang yang akan memperpanjang  waktu
pPengpd naan sementara BAAD;

Penjelasan serta pertimbangan perpanjargan pEREEUNAAN
sementara BMD:;

Fotokopl Keputusan Penetapan Status Pengpunaan BhD;
Fotokopi  surat  permohonan  perpanjangan waktu
penggunazn sementara BME dari Pengguna Barang yang
akan mempergana)ng wakiy pengEunaan semeantara BAMD
kepada Pengpuna Barang;

Keterangan, hasil kenfirmas! dan klariflkas| darl Pengguna
Barang dan Pengguna Barang yang akan memperpanjang
penggunaan sementara BMD.

PELAKSANA I MUTU BAKL!
PEJABAT I
No. URAIAN PROSEDUR ;M;rli Fiit:iféﬂ PENATAUSAHAAN | PERSYARATAN / KELENGKAPAN “:ﬁ“ QUTPUT KET.
BARANG | _ R P
1. | Memerintehkan #Pejabat  Penatausahaan  Barang i - Surat Permohenan Perpanjangan Waktu Penggunaan 15 Disposisi

untuk melakukan  penelitian  atas  permohonan ! i sementara BMDy memnit
peepanjangan waktll penggunaan sementara Barang i | [. Crata BAD yang akan dipsrpanjang waktu penggunaan
Milik Operah {BWD] yang digjulan olah Pengguna . soiBntaranya;
Barang dari  Penggunz Barang yang  akan . . - Pergguna Barang yang akan memperpanjang  waktu
merperpanjang wakiu penggunaan sementara BMD . penggunaan sementars BMO;
berfkut kelengkapan serta kesesualan dokumen yang : ! - Panjelazan serta pertimbangan perpanjangan penggunaan
dipersyaratkan. i i zermentars BMDO;

i % - Fotohopi KeputUsan Penetapan Statls Perggunaan BMD;

I v - Fotohopi  suret  permohonan  perpamjangan waktu

: : PEnFEUNEan sementara BMD dari Pengruna Barang yang

akan memperpanjang wakku pengeunaan sementara BhD
I keada Pengfuna Barang.
1
__2_.'- ;. Hr'._'n'lelakukan penelitizn permohonan perpanjangan ! - Surat Perenchonan Perpanjarsan Wakin Penpggunaan | 1 karl | Laporan Hasil
wakiu penggunaan  sementara EMD  yang ' Sementara BMWD; Penelitian




PELAKSANA MUTU BAKL
PEIABAT
URAIAN PROSEDUR WALl |PENGELOLA WAK
KOTA | BARANG W;:::::W PERSYARATAN / KELENGKAPAN Tu OUTPUT
a. Membuat Draft Surat Persetujuan Laporan Hasil Penelitian, 1 hari |- Permohonan  Perpanjangan  Wakiu
Wali Kota hal Perpanjangan Wakiu Penggunaan Sementara BMD;

Penggunasn Sementara Barang Milik
Daerah/Surat Penolakan Perpanjangan
Wakiu Penggunaan Sementara Barang
Milik Daerah;

b, Mengajukan permohonan perpanjangan
wakiu penggunaan sementara BMD dan
Laporan Hasil Penelitian  permohonan
perpanjangan  waktu  penggunaan
sementara BMD,

- Draft Surat Persetujuan 'Wall Kota
hal Perpanjangan Wakiu Penggunagn
Sementara Barang MWililk Daerah/
Surat Penolakan Perpanjangan Wakiu
Penggunaan Sementara Barang Milik
Daerah.

Menandatangani  Surat  Persetujuan  Wali
Kota hal Perpanjangan Waktu Penggunaan
Sementara Barang Milik  Daerah/Surat
Penolakan Perpanjangan Waktu Penggunaan
Sementara Barang Milik Daerah.

- Permohonan Perpanjangan Wakiu Penggunaan

Sementara BMD:

- Draft Surat Persetujuan Wali Eota hal

Perpanjangan Waktu Penggunaan Sementara
Penolakan
Perpanjangan Wakiu Penggunaan Sementara

Barang Milik  Daerah/Surat

Barang Milik Daerah.

15
menit

Penerbitan Surat Persetujuan Wali Kota
hal Perpanjangan Wakbu Penggunaan
Sementara  Barang Millk Daerah
sudah ditsndatanganiSural Penolakan
Perpanjangan Wakiu  Penggunaan
Sementara Barang Milik Daerah sudah
ditandatangani.

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TRI ADHEAMTO TIAHYONG




LAMPIRAMN WA

KEPUITLISAN WALl KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/I11/2023

TENTANG STANDAR DPERASIONAL PROSEDLUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERPANJANGAN SEWA PEMANFAATAN LAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELDLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor S0P 032/Kep.108-BPKAD/II/2023
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023
Disahkan Oleh WALI KOTA BEKAS
Nama S0P PERPANIANGAN SEWA PEMANFAATAN LAHAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM

Dasar Hukum

5

Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Megeri Nomor 8 Tahun
2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirlan Rumah
Ibadat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kota Bekasi Nomaor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerahy;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, 5arana dan Utilitas Umiam;

Peraturan Wall Kota Bekasl Momor 16 Tabun 2006 tentang Tata Cara
Pemberian lzin Pendirfian Rumah |badat di Kota Bekasi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wall Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pemberian lzin Pendirian Rumah |badat di Eota Bekasi;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirlan
Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Monformal dan Pendidikan
Anak Usia Din;

Euallﬁiilil Fe{.uks-unil

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai M5 Dffice
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah




10.FPeraturans Wali Kota Bekasi Momor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyediaan dan Penyeraban Prasarana, Sarana dan Utilites  Kawasan
Perumahan, Perdagangan dan Industri ¥epada Pemerintah Daerzh;

11 Peraturan Wali Eota Bekasl Noeor 32 Tehun 2021 tentang Sisterm dan
Prosedur Pengelalaah Barang Millk daerah Kota Bekasl.

Keterkaitan

Peralatan f Ferlenghapan

SOF Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan Pengelalaan
Keuangan dan Asgt Daerah Kota Bekasi.

1. Kopmpater
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Fencatatan dan Pendatzan

Apabita pengeloaan BMD tidak sesuai dengan S0P maka dikhawatirkan terjadi
pelanggaran dalam pengelolaan BMD.

Sistern Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah [SIMDa BMD)}

[ ——




STANDAR OPERASICNAL PROSEDUR (SCP)
PERPANJANGAN SEWA PEMANFAATAN LAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS URMUM

o

PELAKSANA MUTU GAKU KET.
Na. URAIAN FROSEDUR PENGELOLA HARANG/PEJABAT | BAGIAM
WALI KOTA PENATAUSAHAAN ASET KS PERSYARATAN f KELENG KAPAN WAKTU CUTPUT
1. | Menerma surat 1. Datadanfatau bentuk kelembagaan @lon penyewa 10 menkt Dlsposisi
permohonan - Foitckopl skte pendirlandsurat pengangkatan pengurus/surat pengesahan

pErpatjangan sewa
lahan PSU Urum dan
memerintahkan
Pengelola Barang
untuk menaliti surat
pPEMMZhonan
PErpanjangan sews
lahan PaL Umum.

()

H

kepengurusanylzinnya

- Susunan pengurusfanggoea dan fotokopl KFP pengl e

- Fatokopi MPAP

- Fatokopl STOP

- Fatokepi surat keterangan domisli usaha

- Fotokopl rekenlng karan 3 fhga) bulan terakhir

1. Dokumen pend ukung

- Perjanjiah Sewa Pemanfaatan Lahan PSU Umum sebelumnya

- Buktl heyar retribosd sews lahan PSU Umum 5 {lima) tahen sebelurnya

= Surat Izln Iendirlkan Bangunan

- Hasll Evaluasi Perjanjlan Sewa Pemanfaatan Lakan PSLE Umnum sehelumnya

- Berita fcara Serah Terima B5U UmumSurat Rernyataan Penguasaan Aset
(SPPASertikat

- Daftar persetujuandukungan werga perumahan (jumlah wanga 60 orang
untuk sarana ibadah dan 90 orang untuk non sarana lbadak) vang barlsi:
2. Mama, alamat, tanda tangan dan fetokopl KTP warga domisili Kota Bekasi
b. dilengkapi tanda tangan BT, RW, burah dan Camat
¢ dllegaligr unsur wilayah

« Daftar jarmaah [untuk sarana ibadah) sebanyak %] orang
@. Mama, elemmat, tanda tangan dan foatokapd KTP Jamaah
b. dilengkapitanda tangan RT, AW dan Ketua Pengurus Sarana {badah

= durat Pengantar Lurah diketahui Carmat

- Rekpmendasi  danfatau  rekomendasi  teknisfsurat | perkimbanganljin
lalnnya terkait jenks perentukan

- Pemyaizan kesedizan calgn penyews untuk menjEga dsn memelinara
BMD serta mengtkuti ketentuan dan peraturan vang berlaku selama jangka
waktu perfenjtan

= Drata BMID yvang diajukan untuk disews termasuk alamatyIokasi BD

- Foto atau gambar BMD [pambear atau site plor laban vang akan dlsewa)

- ambar rencana bangunan dan rencana Liaya

- Luas lahan yang dlsewa




PELAKSAMNA MUTU BAKU KET
URAIAN PROSEDUR ’
PENGELOLA BARANG/PEIABAT
WALl KOTA PENATALSAHAAN ASET BAGIAN K5 | PERSYARATAN f KELENGKAPAN | WAKTU QUTPUT
Melakukan penelitian atas surat Disposisi 2hari | Draft Keputusan Wali Kota
permohonan pearpanjangan sewa tentang Rekomendasi
lahan P5U Umum dan melakukan Perpanjangan  Pemanfaatan
pembahasan serta peninjauan lokasi Lahan P5U Umum
bersama Perangkat Daerah terkait.
Menandatangani Keputusan Wali Kota r Draft Keputusan Wali Kota tentang | 2 hari | Keputusan Wali Kota tentang
tentang Rekomendasi Perpanjangan Rekomendasi Perpanjangan Rekomendasi  Perpanjangan
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Pemanfaatan Lahan PSU Umum Pemanfaatan Lahan  PSU
Limum

Membuat Perjanjian Sewa v Keputusan Wall EKota tentamg | 3 hari | Draft Perjanjian Sewa
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Rekomendasi Perpanjangan Perpanjangan  Pemanfaatan

berdasarkan Keputusan Wali Kota
tentang Rekomendasi Perpanjangan
Pemanfaatan Lahan PSU Umum

Pemanfaatan Lahan P5U Umum

Lahan PSLU Umum

Menandatangani Perjanjian Sewa
Perpanjangan Pemanfaatan Lahan PSLU
Umium

Draft Perjanjian Sewa
Perpanjangan Pemanfaatan Lahan
PSU Umum

15 Perjanjian Sewa Perpanjangan

menit | Pemanfaatan Lahan  PSU
Umum yang ditandatangani
para pihak

Plt. WALl KOTA BEKASI,

/

IANTO TIAHYONO

TRI




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/II/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKAS!

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN



Nomar SOP 032/Kep.108-BPRAD/IIN/2023 e
PEMERINTAH mTA. BEKASI Tangal Pembuatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023
| Dizahkan Oleh WALI KOTA BEKASI = i}
Mama S0P PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH
PIHAK LAIN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturen
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negen Mamor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Sekasi Nomaor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasl,

1, Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai M5 office
3. Memahami tata cara Pengeiclaan Barang milik Daaerah

Keterkaitan

Peralatan / Periengkapan

1, 50P Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kots Bekasi.

2. S0P Sensus Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Dasrah Kota Bakasi.

1. Eomputer
2. Printer
3. ATK

Feringatan

Pancatatan dan Pendatann

1, Apabila pengelolaan BMD tidak sesuai dengan S0P maka dikhawatirkan
terjadi pelanggaran dalam pengelolaan BMD.

2. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan ofeh pihak lain
dilaksanakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi PO,

Sistem Informasi Manajermen Daerah Barang Milik Dasrah (SIMDA BMD)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [SOF)
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

PELAKSANA MUTU BAKL
NO URAIAN PROSEDUR WAL KOTA PEMNGELOLA PENAFTE.;.Eﬂ-I:MN FENGGUNA | FERSYARATAN/ WAKTU cuTPUT KET
BARAMNG BARANG KELENGKAPAN
N N o TR barang |
1 | Melaporkan BMD  yang diterimanya dari 1. Laporan BMD 15 Dispasisi
pengeguna barang kepada pengelola barang - [: 2. Permohonan menit
disertai permchonan pengegunaan  barang Penggunaan
milik daerah wntuk dioperasikan oleh pihak BML untuk
lain diajukan secara tertulis kepada Wali Kota. divparasikan
aleh plhak latn
2 | Memerintahkan pembanty perngeloda barang 1. Laporan BhAD 1 hari | Disposisi
mefgkukan penelitian  &tas  permohonan 2. Data BMI
penggunian barang milik das@h penggunzan ¥
frarang milik daerah untuk dioperasian ckeh
pihak lain terhadap kelengkapan dan
kesesuaian dokumen yang dipersyaratan.
3 | Welakukan  pemeriksaan apabila  ada 1. Laporan BhiD 1 hari | Laporan hasi

persyaratan yang kurang lenghap, pengelola
barang dapat meminta keterangan atau data

tambzhan kepada pengeunaan BMD yang
dioperasikan oieh pihak lain dan meminta
konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain
yang akan mengoperasikan BMD, mencard
inforrnasi dari sumber lainnya dan melakukan
pergecekan lapangan dergan
mempertmbangkan  analisls  bBlaya dan
manfaathya.

2. Data BMD

penelitian
dan
pertimbhangan
anzllsts blaya
ek
manfaatnya




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR waLikora | PENGELOWA | ;E;;ﬁ:mm PENGGUNA | PERSYARATAN/ | . . | ©UTPUT |
BARANG BARANG KELENGKAPAN
BARANG
4 | Berdasarkan hasil penelitian pengelola barang 1 Hasil 1hari | Draft SK Surat
mengajukan usulan persetujuan’ menetapkan pemeriksaan Pengelolaan
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Barang atas
pihak fain kepada Wali Kota. Usulan
Persetujuan/
Penolakan
Penggunaan
BMD
5 | Menyetujui atau  menolak permohonan Laparan hasil 1 hari | Kepwal Wali
persetujuan penggunaan barang milik daerah L penelitian dan Kota tentang
untuk dioperasikan oleh pihak lain, pertimbangan Persetujuan
analisis biaya dan PEnggunaan
manfaatnya BME atau
Surat
Penalakan
& | Membuat perjanjian yang ditandatangani oleh 1. Kepwal Wali 1 hari | Perjanjian
pengguna barang dengan pihak lain. y Kota tentang Penggunaan
| | Persetujuan
Pengpunaan
Barang untuk
dioperasikan
Fifiak Lain
2, Draft
Perjanjian

Pit. WALl KOTA BEKASI,

TRI AL TO TIAHYOMO




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/III/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KDTA BEKAS

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

MNomor S0P 032/Kep.108-BFKAD/MIS2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI e

Mama S0P PELAKSAMAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA
BARANG

Dasar Hulkum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Millk Megara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah;Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Dasrah;

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomaor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

i, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor @ Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasal M5 Dffice
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang milik Daerah

e o —

Peralatan / Perlengkapan

S0P Peretapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi,

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Apzhila Pemanfaatan BMD tidzk sesuai dengan SOP maka dikhawatirkan
terjadi pelanggaran dalam pengelolaan BMD.

Pencatatan dan Pendataan — - - =

Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah {SIMDA BMD)




STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR | SOF |
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA FENGELCGLA BARANG

- PELAKSANA MUTU BAKU ]
MO, URAIAN PROSEDUR WALl PENGELOLA [PENILAI /TIM| BAGIAN KET
KOTA EARANG PENAKSIR XS PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
1, | & Menerima bekas 1. Keengkspan barkas Jhar | BA hasil
pengajuan  pertnobenan 1} Surat Permohonan pehelitian
sewa dari calon penyewa | a. Data calon penyews;
barang millk daerah pada - Fovolopi KTR;
pengelola barang - Forokopi NPWE; i
. Melalukan pemeriksaan = Fotolkopi 5IUP; dan .
atas kelayakan ~ Diata lainnya. i
pEMohonan sewa b. Latar belakang permochonan; i
¢. Jangks waktu penyewaan, zermasuk |
' patlodesitas sews; dan !
d. Feruntukan Sewa. |
_ 2. Dokumen Pandukung
i 1} Daka Barang ik Dasrah yang diajukan untuk :
' dllakukan sewa !
a. Foto atau gambar Barang Millk Daerah, berupa : ;
- Gambar lokasi danfatau site plan @nah
dan/atau bangunan yang 2kan disewakan:
dan
- Fote bangunan dan bagian bangunan yang
akan disews,
¥

b. alamat ahjek yang akan disewakan; dan/atau
¢ Perkiraan luas tenah danfatas bangunan vang
akan disewakan




PELAESANA MUTU BAKU
MO, URAIAN PROSEDUR PENGELOLA [PENILAL/TIM KET
WaLl KOTA BARANG PENAKSIR BAGIAN K5 PERSYARATAN/KELENGKAPAN WAKTU ouUTPUT
2. | Menetapkan penilal publik atau Berita acara 3 hari | Keputusan
tim penilai @ penetapan penilai
public atau tim
penilal
3. Melakukan penilaian terhadap Keputusan penetapan penilaian 14 hari | Laporan penilaian
barang milik daerah berupa publik besaran sewa
Sebagian tanah dan/fatau
bangunan atau selain tanah
dan/fatau bangunan yang akan
disewakan
4, | Mengajukan usulan permohonan 1. Usulan sewa dan dokumen 10 Niota dinas usulan
sewa barang milik daerah kepada - pendukung menit | persetujuan dan
Wali Kota untuk mendapat 2, Data barang milik daerah yang dokumen
peErsetujuan diusulkan kelengkapan
3. Usulan jangka waktu sewa
4. Usulan niai sewa berdaarkan
formulasi tarif/besaran sewa
5. Surat pernyataan dari calon
penyews
3. | & Menyetujui atau tidak usulan 1. Hasil kanjlan dan berita acara 1 hari | Surat persetujuan
persetujuan sewa pemeriksaan sewa barang
b. Menandatangani surat 2. Draft surat ditandatangani
persetujuan sewa BMD persetujuan/penclakan sewa
B. | Membuat surat perjanfian sewa 1. Surat persetujuan sewa 1 hari | Perfanjian sewa
menyewa BMD  berdasarkan 2. Keputusan besaran sewa
surat persetujuan sewa BMD dan @
keputusan Wall Kota atas
besaran sewa BMD
Plt. WALI A BEEASI,
TRI ADH TIAHYOND




LAMPIRAN 1X

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/1I1/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEWA PEMANFAATAN LAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor S0P 032/Kep. 108-BPRAD//2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALl KOTA BEKASI

Nama S0P SEWA PEMANFAATAN LAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Millk Megara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
MNomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Bersama Menterl Agama dan Menteri Dalam Negerl Nomor 9 Tahun
2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Walkil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Eerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
Ibadat;

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Dacrah;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kota Bekasi Nomaor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kaota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

§. Peraturan ‘Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemberian lzin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasli Nomor 107 Tahun 2019 tentang
Perubzhan Atas Peraturan Wall Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pemberian lzin Pendirian Rumah Ibadat di Kola Bekasi;

1. Pendidikan Minimal D3;
<. Menguasal M5 Dffice;
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah.




9, Peraturan Wali Kota Bekasi Noror §9 Tehun 2017 tentang Pecoman Pendirian
Satuan Pendidikan Jenjang 5ekolah, Pendidikan Monformal dan Pendidikan
anak Usia Lrini;

10.Feraturan Wali Kota Bekasi Momor 44 Tahun 2018 tentang Teta Cara
Penyedizan dan Penyerahan FPrasarana, Sareng dan  Utilitas Kawasan
Perumaban, Perdagangat dan [ndustr] Kepada Pemerintah Daerah;

1. Peraturan Wall Kota Bekasl Memor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Frosadur Pengelolaan Barang i lik Dasrah Kota Bekasl.

—_———— e — — ——, e

Keteraitan

Peralatan / Pordengkapan

1. S0P Inventarisasi Barang Milik Dzerah (BWDH;

2. S0P Sensus Barang Milik Dasrah (BMD);

3. 5OF Penetzpan 51atus Pengeunazn Barang hdilik Daerah (BRAD) ofsh Wali Kota:

4. S0P Penatapan 5tatus Penggunaan Barang Milik Daerah (BdD]) oleh Pengelola
Barang.

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

lika sewa pemanfaatan lahan Prasarana, Sarend dan Lilitas :_F'SLI:I Umum
tidak dilakukan pada PEU Umum yeng dimanfaatkan oleh pihak lain maka
dikhawatirkan terjadi pelanggaran dalem pengelolaan BMD.

Meraca EIaraﬁg Milil Daerah Pemerintah Kota Bekasi.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [SOP)
SEWA PEMANFAATAN LAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

PELAKSAMA hjl!_TU_E_ﬂiHU KET.
Na. URAIAN PROSEDUR PENGELDLA BARANG/FEIABAT | BAGIAN
WALI KOTA PENATAUSAHAAN ASET WS PERSYARATAN f KELENGKAPAN WAKTU OUTPELUT
1. | Menerima surat 1. Data dan/fatau bentuk kelembagaan @lon pemyewa 10 menit Drisposisi

permohonan sews
[ahan PSU Umumw dan
memerintahkan
Peneelala Barang
wntuk meneliti surat
permohonzn sewa
lahan F5U Umnum.,

]

- Fowolkopi akta pendlrian/surat peagangkatan pengucls/surat pengecahan
kepenpurusanflainnya
- SUSUREN pERUIUS/anggata dan fatokapi KTP pengu s
- Fatokopi RAWF
- Fotokopl SIUP
- Fatokopi surat keterangan domisili usaha
- Fokokapl rekening karan 3 ftiga) bulan terakhir
1. Dokumen pendukung
- Berita Acara Serah Terlma PSU UmumfSurat Pernyataan Penguasaan Aset
(SPPANSertifilar
« Daftar persetujosnfdukungan warga perumahan [jumiah warga 60 oang
untyk sarana ibadah dan 80 orang untuk non sarana |badah) vang berisi:
nama dan alamat warga
tanda tangan wargse
ferbokopi KTP warga domisili Kaota Bekasi
ditengkapl tanda tangan RT, AW, Eurzh dan Camat
. difegalisir uncur wilayeh
- DaMar [amaah [bntuk sarmna ibadah} sebanyak 80 orang
a. nama dan alamat jamagh
b, tanda tangan [amazh
¢, fotekopt KTP Jameah
d. dilengkagpi tanda tangan RT, AW dan Ketua Pengurus Sarand thadah
- Surat Pengantar Lurah dietabul Camat
- Rekamendasi danfatau rekomendasi  teknisfsurat  pertimbanganf)in
lainnya terkait jenls peruntukan
- Pernyatzan kesediaan Czlon penyewsa untuk menjoga dan mcenclhars
BMD serta menglkut] kebeatuan dan peraturan yang berlzky selama jangka
wakty perjanjian
= frata BMD yang dlajukan untuk disewa termasuk atamat/flokasi BhD
- Fotg atew gambar B3AD [gambar ateu 5ite plen lahan yang akan disewea)
- Gambar rencana bangunan dan repcana biaya
- Perkiraan huas [ahan yang akan disewsa

pEn g




PELAKSANMNA MUTU BAKL
Mo LURAIAN PROSEDUR
PENGELOLA BARANG/PEIABAT
WALI KOTA PENATAUSAHAAN ASET BAGIAN KS | PERSYARATAM / KELENGEAPAN WAKTU QUTPUT

2. | Melakukan penelitian atas surat 1 Dispasisi 2 harl | Draft Keputusan Wali Kota
permahonan sewa lahan PSU Umum - tentang Rekomendasi
dan melakukan pembahasan serta Pemanfaatan Lahan  P5U
peninjauan lokasi bersama Perangkat Limum
Daerah terkait.

3. | Menandatangani Keputusan Wali Kota v Draft Keputusan Wali Kota tentang | 2 harl | Keputusan Wali Kota tentang
tentang Rekomendasi Pemanfaatan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Rekomendasi  Pemanfaatan
Lahan PSU Umum P5U Umum Lahan PSU Umum

4. | Membuat Perjanjian Sewa ¥ Keputusan Wali Kota tentang | 3 har | Draft Perjanjian Sewa
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pemanfaatan Lahan  PSU
berdasarkan Keputusan Wali Kota PSU Umum Urmum
tentang Rekomendasi Pemanfaatan
Lahan PSU Umum

5. | Menandatangani Perjanjian Sewa Draft Perjanjian Sewa Pemanfaatan 15 Perjanjian Sewa Pemanfaatan
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Lahan PSU Umum menit | Lahan PSU  Umum  yang

ditandatangani para pihak

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TRI A

IANTO TIAHYONO




PELAKSANA

MUTL BAKL

KET.
Na, URAIAN PROSEDUR -
PENGELOLA BARANG/PEIABAT
WALI KOTA PENATAUSAHAAN ASET BAGIAN KS | PERSYARATAN / KELENGKAPAN | WAKTU ouTPUT

2. | Melakukan penelitian atas surat 3 Disposisi 2hari | Draft Keputusan Wall Kota
permohonan sewa lahan PSU Umum ! tentang Rekomendasi
dan melakukan pembahasan serta Pemanfaatan Lahan  PSU
peninjauan lokasi bersama Perangkat Umium
Daerah terkait.

3. | Menandatangani Keputusan Wali Kota ¥ Draft Keputusan Wali Kota tentang | 2 harl | Keputusan Wali Kota tentang
tentang Rekomendasi Pemanfaatan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Rekomendasi  Pemanfaatan
Lahan PSU Umum P5U Umum Lahan P5SU Umum

4. | Membuat Perjanjian Sewa r Keputusan Wali Kota tentang| 3hari | Draft Perjanjian Sewa
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Pemanfaatan Lahan PSU
berdasarkan Keputusan Wali Kota PSU Umum Umum
tentang Rekomendasi Pemanfaatan
Lahan PSU Umum

5. | Menandatangani Perjanjian Sewa Draft Perjanjian Sewa Pemanfaatan 15 Perjanjian Sewa Pemanfaatan
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Lahan PSU Umum menit | Lahan PSU  Umum  yang

ditandatangani para pihak

Pit. WALl KOTA BEKASI, ¢+

[

Fy

&l?‘ml ADHIANTO TIAHYONO




LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR ; 032/Kep.108-BPKAD/IN/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAK KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBEBASAN RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA IBADAH



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomar SOP 032/Kep.108-BPKAD/II/2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 -

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKAS!

MNama S0P PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH

UNTUK SARANA IBADAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- S

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Megara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Momor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millk Megara/Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalem Negeri Nomor 9
Tahwun 2006 dan Momor B Tahun 2006 tentang Pecoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalsm Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadat;

Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permokiman di
Caerakh;

Peraturan Menterl Dalam Megerl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengeloiaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kota Bekasl Namor 9 Tahun 2012 tentang Retribus] Daerak;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolzan
Barang Mifik Daerah;

Peraturan Dagrah Kota Bekasi Normor 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

Peraturan Wall Kota Bekasi Momor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemberian [zin Pendirian Bumah badat di Kota Bekasi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wall Kota Bekasl Nomar 16 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pemberian lzin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekast;

L. Pendidikan Minimal SMA
2. Menguasal M5 office
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah




9, Peratusan Wali Kota Bekasl Nomor 44 Tahunm 2012 tentang Tata Cars
Penyedizan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utltas Kawasan
Ferumzhan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Dasrak;

10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tatn Cara
Fembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Dmersh untuk Sarana
Ibadah di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Paraturan wWail
Kota Bekasi Momor 1044 Tahon 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Bekasi Nemer 47 Takun 2013 tentang Tata Cera Permbebasan
Retribusi Pemanfaaten Kekaysan Deeraht untuk Sarana badsh di Kota
Bekasl;

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Momgr 33 Tahun 2021 tentang Sistem oan
Prosedur Pangelniaan Barang Millk daerab Kota Bekasi.

Keterkartan

Paralatan f Pertengkapan

| SOP Peneta pan Status Penggunazn BMD pads Badan Pengeiclaan ¥euangan
dan Aset Daerah Kota Bekasi,

1. Kamputer

: 2, Printer

3, ATK

Perdngatan

Pencatatan dan Pendzataan

1. Apahila pengelolaan BMD tidak sesuai dengan SOP maka dikhawatirkan
tarfadi pelanggaran dalarm pengelolzan BRI,

2. Apabila 90 (zembilan puiuh)] hart sejak surat permohonan diterima dan
persyaratan lenghkap namun befurn ada tindak lanjuk, maka permohonan
dianggap di setujul.

Slstern nformas Manajermen Caerah Barang Wilik Daerah {5IMDA BRI D)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [SOP)
PEMEEBASAN RETRIBUSI FEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA IBADAH

PELAKSAMNA

MUTU BAKU

No. URAIAN PROSEDUR - - o= - ——- | KET
PENGELCLA | TIM FEMBEEASAN WAK y
L L o WAL KOTA| 0 ARANG | RETRIBUSI PERSYARATAN / KELENGRAPAN TU OUTPUT
1. | a.Menerima surat permohanan 1. Surat Permohonan i [Hsposlsl
pembebasan retribusi 2. Surat Pengangkatan/Pengesaban Pengurus rreamlt
h.Memeriksa berkas surat permehonan Larana lhadah
pembekasan retribusi serana ibadah " 3. Salinan Keputusan Wali Kota Bakasi tantang
. Memerinkahkan Tim Pembebasan . Rekomendasi Pemanfaatan Lahan
untuk melakukan tinjay iokasl 4. Surat Keterangan Lurah diketahui Camat
yang rmenerangkan peruntukan murni
) satans ibadah
i 5. Surat permyataan tanggung jawab mutlak
yang ditandatangani ofeh katua pengurus
sarana ibardah dan saksi dan tokoh/pern uka
agama yang meryatakan pemanfaatan
Iahan dipergunzlan mutni untek sarana
ibadah
2. | Melakukan veriflkasi suvat permohoran - Disposisi 10 1. Tinjeu Lokasi [B4)
tan persyaratan pembebssan retrlbusi : menit | 2. lLaperan
difanjutlan peninjauan tokasi serta 5
rmielaporkan kapada Yali Kota ’
3. | Memberkan persetujuan atau menalak i 1. Usulan Permohonan 10 Dispasisi
pembebatan retribugi untuk sarans 2. Hasil Tinjauw Lokasi (B&) e nit
Ibaelah [Persetujuan disampatkan ke
pemehen dan Baglan Kerja Sama Setda)

_E.m _ﬂ;};asun_ﬁé_pﬁthga iirﬁi'n".ia tenlﬁlﬂé o ¥ Disposisi 10 Draft Keputusan Wal| Kota tentang
keputusan Wali Kota tentang menit | Keputusan Wali Kota tentang
Pembebasan Retribusi Femanfaatan Pembebasan fAetribwsi
kekayaan Daersh untuk 3arana badah Pemanfaatan Kelayaan Daerah

untuk Sarana |badah




PELAKSANA MUTU BAKU KET
M. URAIAN PROSEDUR
PENGELOLA | TIM PEMBEBASAN WaK
WALI KOTA BARANG RETRIBUSI PERSYARATAN / KELENGKAPAN Tu OUTPUT
5. | Menetapkan Keputusan Wali Kota Draft Surat Keputusan 10 | Keputusan Wali Kota tentang
tentang Keputusan Wali Kota tentang menit | Pembebasan Retribusi
Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Kekayaan Daerah untuk 5arana Ibadah untuk Sarana Ibadah
6. | Menyampaikan kepada Wajib Retribusi + Keputusan Wall Kota tentang Pembebasan 10 Keputusan Wali Kota tentang
Eeputusan Wali Kota tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk menit | Pembebasan Retribusi
Pembebasan Retribusi Pemanfaatan | | Sarana [badah Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah untuk Sarana |badah

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TRI ADH

N4

TO TIAHYONO




LAMPIRAMN XI

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/III/2023

TENTAMNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor S0P 032/Kep.108-BPKAD/III/2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI It

Mama S0P PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA
BARANG

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 27 Tabhun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Millk Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraluran Pemerintabh Momor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menterl Dalam Megerl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Deerah Koto Bekasi Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4, Peraturan Wall Kota Bekas! Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekas),

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasal M5 Office
3. Mermahami tata cara Pengelolaan Barang milik Daerah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. 50P Inventarizasi Barang Milik Daerah (BMD); 1. Kemputer

1. 50P Sensus Barang Milik Daerah (BMD]; 2. Printer

3. S0P Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah {BMD) oleh Wali Kota; | 3. ATK

a4

. S0P Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pengelola
Barang.

?"Hringatan

Pencatatan dan Pendatasn

lika pinjam pakal Barang Millk Daerah (BMD) yang dilakuksn oleh pihak lain atas
BMD yang tercatat pada Pengelola Barang tidak dilakukan maka dikhawatirkan
terjadi pelanggaran dalam pengelolaan BMD,

Sistern Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Dazrah {SIMDA BMD)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

PELAKSANA MUTU BAKU
Mo, URAIAN PROSEDUR PENGELOLA Persyaratan/ KET
WALI KOTA BARANG BAGIAN K5 Kalngkagan WaKTL QUTPUT
1. | Menerima usulan pinjam pakai dari calon 1, Surat Usulan 30 menit | 1. Surat Usulan
peminjam pakai dan meneruskan ke Wali —D 2. Dokumen pendukung 2. Dokumen pendukung
Kota untuk di disposisi I
2. | Memerintahkan Pengelola Barang untuk 1. Surat Usulan 10 menit | Disposisi
meneliti usulan Pinjam Pakal BMD 2. Dokumen pendukung
3. | Meneliti dan menelaah usulan pinjam pakai ¥ 1. Surat Usulan 3 hari 1. Berita Acara Hasil
BMD dan melaporkannya kepada Wali Kota 2. Dokumen pendukung Pemeriksaan
3. Disposisi 2. Draft surat persetujuan
pinjam pakai
4. | a. Memberikan persetujuan/ penolakan 1 1. Surat Usulan 60 menit | Surat persetujuan pinjam
usulan pinjam pakai 2. Disposisi pakai
b, Menerbitkan surat persetujuan pinjam 3. Hasil Pemeriksaan
pakal 4, Draft Surat
Persetujuan pinjam
Pakai
5. | Mempersiapkan perjanjian pinjam pakai Surat persetujuan pinjam 1hari | Draft perfanjian  pinjam
l pakal pakai
6. | Menandatangani perjanjlan pinjam pakai Y Draf perjanjian Pinjam 30 menit | Perjanjian  Pinjam  Pakai
BMD Pakai BMD BrAD
7. | Melaksanakan serah terima pinjam pakai - 1. Perjanjian Pinjam 30 menit | 1. Perjanjian Pinjam Pakai
kepada peminjam pakai Pakai BMD BMD
| | 2. Draf BAST Pinjam 2. BAST pinjam pakai BMD
Pakai BMD

Pit. WALI KOTA BEKASI,




LAMPIRAM

KEPUTUSAN WALl KOTA BEKASI

NOMOR  :032/Kep.108-BPKAD/II/2023

TENTANG :STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BMD MELALUI
MEKANISME KERJASAMA PEMANFAATAN PADA PENGGUNA BARANG



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Nomar S0P 032/Kep.108-BPKAD/II/2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023 -

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

Nama S0P PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BMD MELALUI
MEKANISME  KERJASAMA PEMANFAATAN PADA PENGGUNA
BARANG

Dasar Hukum

Kualifikas] Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Dserah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2B Tahun 2020 tenlang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah:

2. Peraturan Maenter Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Millk Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengeloiaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wall Kota Bekasi Momor 33 Tahun 2021 tentang Sistemn dan
Prosedur Pengelalaan Barang Willk Daorah Kota Bekasi,

1. Pendidikan Minimal D3
2, Menguasal M5 office
3. Memahami aturan tentang Pemanfaatan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

S0P Pemanfaatan BMD Melalui Mekanisme Kerjasama Pemanfaatan pada
Pengguna Barang

Kamputer, Printer, ATE

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujul permohonan perpanjangan
jangka waklu K5P, objek K5P beserta sarana berikut fasilitasnya diserahkan
kepada Pengelola Barang pada saat berakhirnya perjanjian yang dilakukan
dengan Berita Acara Serah Terima antara Mitra dan Pengelola Barang.

2. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan SOP maka dikhawatirkan terjadi
penyalahgunaan dalam pengelolaan BMD

SIMDA BMD




STANDAR OPERASIOMNAL PROSEDUR { S0P )

PERPAMNIANGAN JANGKA WAXTU PEMANFAATAN BMD MELALUI MEKANISME KERIASAMA PEMANFAATAN

L . PADA PENGGUNA RARANG
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraien Presedur Wall Pengelola | Panpsuna Pentiai/Phak Mitra Persyaratan, ! Ket
Kota Barang Barang lain yang Tim k5P KSF Kelengkapan i Waktu Qutpart
. herkompeten i
1 | Mengajukan permahonan 1. Proposal perpanlangar; | 2 harl 1. Fermphanan Paling lzambat
perpanjangan I 2, Data dan kondisi ohjek I perpanjangan 3 tahun
pemanfaatan Kerjasama KSF; : 2. Dsposls| sebelum
Pemanfaatan [KSP) 3. Bukti panyetaran ; jangka waktl
kepada Wali Kota hontribusitetapdan KSP berakhir
pembagian keuntungan
dalam 5 {lirma) tahun
terakhir.
? | Merernintzhlan 1. Permmihgnan I menit Mota Disposisi
penelitian permohonan ¥ pErpanjangan
dan mengevaluasi 2. Dlsposlsl
kelayskan perpanjangan
KSP :
3 | Welaksanakan penelitian 1. PFermohonan ‘1minggy | 1. Berita Acars
administrasi atas perpanjangan i Hazil
permohonan oy 2. DNsposisi Fenelltlan
perpanjangan jangha Administrasi
wiaktu K5F yang diajukan
: mitra K5P
: |
4, L 4. Memetujui atau ¥ 1. Surat permohanan iljarn 1. Bispasisi
E menolak usulan persetuluan I 2. Keputusan
|, Ceranangan e e
B. Memberttuk Tim KSF 3. Ovaft Keputusan wall
Kota tentang Tim ESP |




Palaksana Mutu Baku
M, Uralan Frosedur Wali Pengelgla | Fangguna Pﬂlnllm‘m'hak Mitra Persyaratanf Ket
Kota Rarang Barang ain yang Tim KSP K5F Kelengkapan Wakitu Chrtput
berkempeten
5 | Menugaskan Penflai atau Draft Keputusan ‘Wali | 1 minggu | Kepwtusam Pengelola
pinak yang berkompeten Ko tentang Barang Lentang
untuk melakukan analisis Penetapan Penilai atau P‘:'F""-‘T-?W:r?"'i"al
kelayakan  perpanjangan olhale I3in yang atau pikgk lain yang
pelaksanaan K&P parkompetan
6 | Malakukan analisis o Keputusen  Wali  Eota | 2 bulan 1. Hasil Analis
kelayakan perpanjangan tentang FPenetapan kelayakan
KSP dan penilgian untuk Penilai atau pgihak lain pErpanjarigan
mengetahui  nilai  BMDO yang berkompaten KSP;
yang menjadi obisk KSP, Z. Anallg kalayakan
besaran kontribusi tetap bisnfs atas
dan persentase proposal
pembagian Keuntungan RErpanjangan
KsP. KSP. L
7 | a. Mempersiapkan 1. Hasil Analis kelayakan | 2 minggu | 1. Draft T
perjanjian perpanjangan KSP; patpanangan
perpanjangan KSF; 4. Analls kelayakan bisnis perjanjian K5P;
b. Menghitung besaran atac proposal 2. Bmsaran
kontribusl tetap  dan perpanjangan KSP. kontribusi tetap
persentase pembaglan || dan persentase
keuntungan KSF pembagian
bardasarkan danfatau keuntungan KSP,

dengan
mempertimbangkan
hasil penilaian.
C. Menyampaikan
hasilnya
Pengelola Barang

kepada

3. Llaporan hasil

penelitian




Pelaksana Mutu Baku
Mo. Uralan Prosedur Wali Pengelola | Pengguna Pty Pinak Wit Persyaratan/ e
lain yang Tim KSP KSP Walitu Dutput
Kota Barang Barang berkompeten Kelengkapan
8 | Menyetujui atau menolak 1. BA hasil rapat 14 hari Draft Surat
usulan perjanjian @ 2. Draft Surat Persetujuan KSP
pETpanjangan jangka Persetujuan KSP fpenciakan
waktu KSP /penolakan
9 | Menerbitkan Surat Draft Surat Persetujuan | 1 hari 1. Draft Surat
Persetujuan Perpanjangan jangka Persetujuan KSP /
Perpanjangan jangka 4 waktu KSP penolakan
waktu KSP 4. Surat
Persetujuan
Perpanjangan
jangka waktu KSP
10 | Menyusun perjanjian Surat Persetujuan 3 hari Draft perjanjian
perpanjangan jangka L J Perpanjangan jangka perpanjangan
waktu K5P sekalipus hal- waktu KSP jangka waktu KSP
hal teknis
11 | Menandatangani Draft perjanjian 30 menit | perjanjian
perjanjian perpanjangan perpanjangan jangka perpanjangan
jangka waktu ESP C] waktu K5p jangka wakiu KSP
bersama Mitra KSP

Pit. WALl KOTA BEKASI,

TRI AD

TG TIAHYOND




LAMPIRAN XV

KEPLITUSAN WALl KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-8PKAD/ /2023

TENTANG 5TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIE DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENDER PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor S0P 032/Kep. 108-BPKAD/IN/2023

__'_!'iﬂﬂi! Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Dleh WALl KOTA BEKASI -

Nama S0P TENDER PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Diasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pangerlur_lam Barang Milik
Megara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor
27 Tahun 2014 tentang Pengeloiaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 19 Tahun 2016 tentang Pedaoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem don Prosedur
Pengelolaan Barang Millk daerah Kota Bekasl.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai M5 office
3. Memahami tata cara Pengelolaan Barang milik Daerah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1, SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD); 1, Komputer

2. S0P Sensus Barang Milik Daerah (BMD): 2, Printer

3. S0P Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah [BMD) oleh Wali Kota; | 3, ATK

4, SOP Penstapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pengelola
Barang.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

lika tender pemanfaatan BMD tidak dilakukan maka dikhawatirkan terjadi
pelanggaran dalam pengelolaan BMD.

Meraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [ 50P )
TEMDER PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

No. URAIAN PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKY EET
PENGELOLA AARANG/ PERSYARATAN f
PENGEUNA BARANG PANITIA PEMILIHAN KELENGKAPAN WAKTU DLUTPUT
1. | a Menstapkan rencara umurn pemillban, persyaratan peserta 1. Rencana umum| 3hard | 1. Rencana  umum
calon mitea dan prosedur kerda panltha pemillhen; pelaksanaan tender pelaksanaan
b. Menstapkan rencana  pelaksanaan pemlilhan yaity | I 2. Oraft keputusan tender
kemampuan kewanagan, speslfikast teknis dan rancangan panitia pemilihan . Keputusan
parjan]lan; 3. Drafy keputusan Hren pahitia pamillihan
€. Menetapkan panitia pemilihan; pendukung 3, Keputusan  tim
d. Menetapkan tim pendukung danfatau melakukan tugas dan pandukung i
kewanangan lain dalam kedudukannya selaku pengelola i
barang/pengguna harang
&. Menyedigkan bisya untuk persiapan dan  pelaksanzan !
pemlliban mitra yang diblayal dan AFED yah@ mellpiti |
honorarivum  penitia pemiliban mitra, biaya penggandzan
dokumen dan  blaya [alnnya vane diperlukan unfuk
mendukung pelalcanaan mitra. B .

2. | Menyusun rencana jadwat proses pemilihan mitra dan 1. Rencana umunm | I hari | Draft rencana
menyampaikannya kepada pengelola hamng/pengguna karang ¥ pelaksanaan jadwal  pemilihan -
urtuk mendapatkan penstapam; tender mitra

I Keputusan  panitia i
; pemilihan [
H 4. Kepltusan tim
: pendukung

2. | Menstapkan jadwal proses pemilihan mitre bardasarkan usuian . Craft rencara jadwall 1hari | Aencana jadwal
davl panitla pemilllan; ; pemilihan mitra permilihan




URAIAN PROSEDUR

hengumumkan pelaksanaan pemilihan
mitra di media massa nasional dan di
website Pemerintah Daerah masing-
masing (paling sedlkit 2 kaii)

Mengambil dokurmen pemiliban secas
langiung danfatau  menguntdub dari
webslie sesual wakin dan tempat yang
ditentukan dalam pengumuman:
hanerma dokumen penawaran;
Membust daftar peserta calon myitra
yarng mekakukan memasukkan dokumen
penawaran;

Melaksanakan pembukaan
pendwaran secara terbuka
Membuat dan menandatangant berita
acara permblkaan dokdmean penawaran
Bersama peserta tender

htembrat daftar peserta calan mitra
yang malakukan pengambilan

dokumen

dokumen;

rMenandatangani berita acanra
pembukaan  dokumen  penawaran
{sebagai saksi)

KET

PELAKSANA KLITL BAKL
PENGELOLA BARANG/
PENGGUNA BARANG PANITIA PEMILHAN | PERSYARATANM f KELENGKAPAN WAKTU DUTPUT
R ) B | 1. Draft dokumen pEfniIihan I 14hari | & Dokumen pemilthan
2. Draft pengumuman pemiliha 2. Pengumuman pemilihan
YENE sekurang-kurangny 3. Dofarmen pemilihan
mermuUat 4, Baftar hadic yeng sudah
d. Mama dan alamat pengpun terisi
can pengelola barang; 5 Format pembukaan
b. ldentitas BiD ohjek dokuman penawaran
pemanfaatan; & BA pembukaan
¢. Bentuk pemanfaatan; penawaran yang suadah
d. Peruntukan pemanfaatan; ditandatangani
&, ladwal dan ok 7. Dafiar hadir yang sudah
pengambilan dukumer:I terisi
pemilihan; 8% BA Fembukaan
f. Dolumen pemifihan penawardn yang suedah
3. Daftar hadir ditandatangani
d. Format pembukaan dokumen 9. Draft BA kualiflkas],
pEndwaran 10, Draft undangan  cntuk
5. Fotrmat BA pre friblaka ar mmenglkut] tepder  pagl
pefawaran; yang d[nyatakan lulus;
6. Draft BA kualifikasi; 1i. Draft BA evaluasi
7. Draft undangan untu sdministrasi dan teknis.
rmengilkuni tender bagk yanj 12. B4 hasil tender;
dinyatakan lulus; 13. Usulan PEMENGng
8. Draft BA evaluasi administras] tender
dan teknis. 14. Keputusan hasil
8. Braft BA hasil tender; pemenang tencer

10.Berkta acara hasll tenger
11.Dekumen permiliban




URAIAN PROSEDUR - ) PELAKSANA MUTL BAKU KET
PENGELOLA BARANGS PANITIA FEMILIHAN PERSTARATAN i
PENGGUMNA BARANG KELENGKAPAN WAKTL! OUTPUT
iielzksanakan penelitizn  koalifikai 12 Berita acara hash tender 15, Dokurnen asli
peserta calon mitra  yang telah }J 13.00kumen pemlllhan 1 16, Laporan  pertanggung-
mengajukan  dokumen  penswaran e 14 Draft  keputusan  hasil JERTELETY pelaksanzan
secara lengkap, benar dan tepat wakdtu : pemenang tender tender
untuk memperoleh  mitra  yang | 15.Dokumert aski
memenuhi kuzlifikasi dan persyaratan 16.Draft laporan pertanggung-
untuk mengikut tender pemanfaatan; - ¥ jawaban pelaksanaan
Membuat dan menandatangani hasil « tender

penelltlan kualiflkas!;

Melakukan pemanggllan peserta calon
ritrg yang dinyatakan lulus kyalifikash
urk mengikuti tender melalui sueat
tertulis danfatau surat elektonik (e-
mailk

. Melakukan evaluasi admiristrasi dan
teknis terhadap penawaran  yang
masuk,

Membuat dan menandatangani bBerta
ataka hasll vender Bersama calen mitra

selaky pemenang tender
Membuat usulan pemenang  tender

sebagal calon mitra pemanfaatan
segara tertulic kepada penpelola
barang/pengguna barang berdasarkan i 3

berita acara hail tender;




M.

LURAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU
PENGELOLA BARANG/
PANITIA PEMILIHAN FERSYARATAN /
FENGGUMNA BARANG KELENGKAPAN WAKTL QUTFUT

KET

Menyatakan tender gagal apabila tidak
terdapat peserta calon mitra yang ulus
kualifikasi  ditemukan bkt findikas|
tarjadi  persaingan  tidak  sehat,
dokumen pemithan tidak  sesuaf
dengan Peraturan hMenteri Datam Mgeri
Marmor 18 ahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Deerah atau
calon paserta mengud urkan dirl;
bdelakukan tender ulang akibat tender
dinyatakan gagal dan peserta calon
mitra yamg mengikatl tender kurang
dan 3;

hMengusulkan perubahan  spesifikasi
teknis danfatau perubahan  materi
pErfjanjian kepada pengelola
harang/pengsuna baran, seielah
mendapathan  persetujuan dari Wali
Kota /pengelola barang

henatapkan pemensng tender sabagal
mitra pemantaatan berdasarkan usulan
panitia pemilikan;

hMenyelesalkan  perselislhan  antara
peserta calon mitra dengan panftla
pemilikan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat;

4

]




PELAKSANA MUTL BAKL KET
URAIAN PROSEDUR .
PENGELOLA BARANG,/PEIABAT
WALI KOTA PENATALISAHAAN ASET BAGIAN K5 | PERSYARATAN / KELENGKAPAN | WAKTU ouTpPuT
Melakukan penelitian atas surat Disposisi 2hari | Draft Keputusan Wall Kota
permohonan perpanfangan sewa tentang Rekomendas)
lahan PSU Umum dan melakukan Perpanjangan  Pemanfaatan
pembahasan serta peninjauan lokasi Lahan PSU Umum
bersama Perangkat Daerah terkait.
Menandatangani Keputusan Wall Kota 4 Draft Keputusan Wali Kota tentang | 2 hari | Keputusan Wali Kota tentang
tentang Rekomendasi Perpanjangan Rekomendasi Perpanjangan Rekomendasi  Perpanjangan
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Pemanfaatan Lahan PSU Umum Pemanfaatan  Lahan  PSU
Umum
Membuat Perjanjian Sewa L i Keputusan Wali Kota tentang | 3 hari | Draft Parjanjian Sewa
Pemanfaatan Lahan PSU Umum Rekomendasi Perpanjangan Ferpanjangan  Pemanfaatan
berdasarkan Keputusan Wali Kota Pemanfaatan Lahan PSU Umum Lahan PSU Umum
tentang Rekomendasi Perpanjangan
Pemanfaatan Lahan PSU Umum
Menandatangani Perjanjian Sewa X Draft Perjanjian Sewa 15 Perfanjian Sewa Perpanjangan
Perpanjangan Pemanfaatan Lahan PSLU [ | Perpanjangan Pemanfaatan Lahan | menit | Pemanfaatan Llahan  PSU

Umum

PSLU Umum

Umum yang ditandatangani
para pihak

Pit. WALl KOTA BEKASI,

TRI ADHI

O TIAHYONOD




LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NCMOR : 032/Kep.108-BPKAD/I/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI MEKANISME KERJA SAMA PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR (KSPI) PADA PENGELOLA BARANG



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Nomor SOP 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 e . N |
| Tanggal Pembuatan
|_Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023
| Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI il
| Nama S0P FEMANFAATAN BARANG MILK DAERAH MELALLN MEEANISME EKERIA

SANMA PENYEDIAAM INFRASTRUKTUR [KSPI) PADA PENGELDLA BARANG

— e ——

Dasar Hukum

| Kualifikasi Pelaksana

Megara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Dasrah;

3, Peraturan Daerah Kota Bekasl Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang | 1.  Pendidikan Minimal D3
Millk Negara/Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan (2. Menguasai MS office
Pemarintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 3. Memahami Aturan tentang Pemanfaatan BMD
Pamaerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik |

F!anEa'r_an

Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan
S0P Tender Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPXAD 1. Komputer
2. Printer
| 3. ATH
| Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak :ﬂia‘rr.ul:an sesual dengan S0P maka dikhowatirkan ter]adi
penyalahgunaan dalam pengelolaan BMD

Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P )
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUN MEKANISRE KERJA SAMA PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR (K5PI) PADA PENGELDLA BARANG

— ——

kepada Wali Kota

Pelaksana " Mutu Baku
Penanggung
MNa. Uraian Prosedur , " Pengelola lawab . Tim Panitla | cCalon Persyaratan/ et
Wali Kota B:E:ng Proyek Kerja Penilai K5P1 Lelang . Mitra Ii'.ele?'lglr,apan Waktu Cutput
. Sama [PIPK} i KSPI
1. | hMengajukan usulan 1. Proposal Pra Kelayakan Study; 1 hari | 1.Froposal
pemanfaatan Ketjasama I ; & 5Urat  Perhwataan  Kesediaan 2. Dispasisi
Pembangunan Infrastruoktur ren|ad! PIPK;
[K5P) kepads Wall Kota 3. 5urat  kelayakan  penyediaan
infrastruktur darl Kamenterlan
' danfatau Dinas Teknis sesuai
| ketentuan peraturan
' perundang-undangan;
4, Rencana geruntukkan K5PL;
5, langha waktu K5P; :
6. Estimasi besavan pembaglan 5 ;
R i kelebihan keuntungan. N T ; :
2. | Mengajukan usulan | ¥ 1. Proposal 1 hari { 1 Surat Usulan : ||
pemanfaatan KSP| kepada | 2. Disposisi . Dispasls! ! _
W¥ali Kota : L —e i
3. | Memerintahkan Pengelola ¥ 1. Surat Usulan 15 menit} 1.5urat Usulan !
Baramg umtuk melakukan 2. Disposisi 2. Mepoclsl
ponclitian dan pambahasan
usulan KSPi .
3, | Melaksanakan  peneitlan ¥ 1. Surat Usufan 1 hari | 1.BA hasll Rapat
at minlstrasl dan 2. Disposisi 3. Disposlisi
membahas permohonan
KSPl bersama PD terkait L
dan memyampaikannya i 1 l




mengetahui nllai waiar atas

harmang milik  daerah

bersangkutan

Penetapan Pen|lai

pengganaan atas
BifD yang akan
dilakukan KSP|;
Analis kelayzkan
bisnis atas
proposal K3F

.. Pelaksana _ el putuBaky ?
! Penanggung
Uraign Prosedur . Pengeicla Yawab Proyek Panitia| Calon Persyaratan Ket
wali Hma; Barang | Kerja Sama Penlial | Tim KsP! Lelang | Mitra K5P Kelengkapan Waktu Output
: [PIPK) . ] e e
a. Menystujul atau 1.BA tasil rapat 1han | 1. Dispnsisi
menglak ysylan KSP E 2, Disposisi 2. Keputusan Wall
b. Membentuk Tim K3PI ! 3.Draft Keputusan Wali Kota Kota tentang
. Menuogaskan Penilai : tentang Tim KSFI Tim K5PI
untuk mengetahui nifai ' 4.0raft Keputusan Wali Kota 3, Keputwsan nali
wajar ates barang milik i tentang Penetapan Penilai Kata tentang
daerah bersangkutan . Penetapan
| Penilal
helakukan penilaian untuk Keputusan Wali Kota tentang | 21 hard [ 1. Analls




——m—ea

Pelaksana iutu Baku
: Penanggung

Ma, Uraian Prosedur . -PengelolaJawah P . | Tim Panitla | Calen Persyaratan)

Wali Kata. Bafang '. uer]as.:nr:k Penilai | \epr | Lalang [Mitra KsPI He:::gkapan Waktu Qutput
: |PIPK)

7. | a. Melakukan kajian atas : 1. Draft kajian atas BMD yang | T2 hari | 1. Draft kajian atas
BMC  yang diusulkan diusulkan menjadi objek K5PI; BhiD yang
menjacdi objek K3PI 2. Draft kajlan  stas  besarEn dlusilkan

. Melakukan kajian atas penetiraan dar| K5PI menjadl  ohjek

Besaran  penerlmaan : berdasarkan danfatac “SPI;
darl ¥5P berdasarkan + mempertimbangkan hasil . Draft kajlam atas
danfatan penilaian berupa infrastruktur | tbesaran
memperimbangkan  hasil dan fasilitasnyz yane dibanpun PENSriMaan
penilalan bBerupa ; Mitra K3Pl dan permbagian atas ] dari KSP|
infrastruktur din kelebihan keuntungar. terdasarkan
fasilitasnya Yang : danfatau
dibargun Mitra K5FI ! mem perimbang
dan pembagian  atas , an hasil
kelebihan keuntungan. *' ] pesifaian

: 1 berupa

{ ! Infrastrukctur

dan fasilitasnya
yeng dibangun
Mitra KSPl dan
pembagian atas
kelebihan
keuntungan.




Pelaksana MMutu Baku
Penanggung
No.|  Uraian Prosedur Wali | Pengelola | 13W3P o et
iy Bafng Proyek | Penilai E:'I PL::H“ Mitra x:‘“““““" Waktu Output
Kerja Sama ng KSPI enghapan
{PIPK)
8. | a. Menetapkan besaran . Draft Keputusan 3 hari . Bepwal lentang
bagian  pemerintah Wall Kota tentang Penetapan besaran
dalam pembagkan Penetapan bagian pemerintah
kelebihan keuntungan besaran  bagian dalam  pembagian
b. Menerbitkan pemerintah kelebihan
Keputusan KSPI dalam pembagian kewhtungan
€. Menyerahkan objek kelebihan . Reputise
KSPI kepada PIPK keuntungan Pelakssnaan KSP
{bukan  pengalihan . Draft  Keputusan £ BAGE
kepemilikan) Pelaksanaan K5P
9. | a. Melaksanakan L 4 . Dokumen 21 hari . Penetapan mitra Paling
pemilihan mitra KSPI pengadaan {Pemilihan KSPI lambat 2
b. Menetapkan  Mitra . Usulan Penetapan Mitra . Perjanjian tahun
KSPI dan mitra KSP1 KSP1) Pemanfaatan setelah
melaporkannya . Draft Perjanjian relalui K5PI Keputusan
kepada Wali Kota K5Pi
. Menandatangani
peErjanjian ESPI
bersama Mitra K5PI
10. | Melaksanakan serah Draft Berita Acara 1 hari Berita Acara Serah
terima  objek  KSPI ¥ Serah Terima ohjek Terima objek KSPI
kepada Mitra Kerjasama KSPI

dan melaporkanmnya
kepada Wali Kota

Pit. WALl KOTA BEKASI, /

TRI ADMANTO TIAHYOND




LAMPIRAN XV

KEPUTUSAM WALl KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPKAD/I1I/2023

TEMNTANG STANDAR OPERASIOMNAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI)
SECARA SEPIHAK OLEH WALI KOTA



| Nemar SOP 032/Kep.108-BPKAD/IN/2023
PEMERINTAH KOTA BEKASI | Tanggal Pembuatan
| Tanggal Revisi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023
DAERAH Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI
Mama S0P PENGAKHIRAN PERJANIIAN KERIA SAMA PENYEDIAAN
! INFRASTRUKTUR (KSPI) SECARA SEPIHAK OLEH WALI KOTA
Dasar Hukum o o Kuallfikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang | 1. Pendidikan Minimal D3
Mililk Negara/Daerah scbagaimana telah diubah dengan Pematuran 2. Menguasai MS office
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan | 3. Memahami aturan tentang kerja sama
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penpgelolaan Barang Milik | 4. Memahamiaturan tentang BMD
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelalaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan I
Barang Milik Daarah;

4. Peraturan Wall Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasl, |

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang | 1, Komputer

4. Printer

3, ATE
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila pengeloaan BMD tidsk sesual dengan SOP maka dikhawatirkan terjadi | Sistem Irformasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)
pelanggaran dalam pengelolaan BMD




STANDAR OPERASIOMAL PROSEDUR | SOP )
PENGAKHIRAN PERJIANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI}
SECARA SEPIHAK OLEH WALI KOTA

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Wali | Pengelola | Pengguna | Mitra Persyaratan/ Wkt Output Ket.
Kota Barang Barang ESPI Kelengkapan
1 Melaksanakan evaluasi Dokumen pelaksanaan KSPI 7 hari 1. Laporan Hasll Evaluasi KSPI
pelaksanaan ESPI dan [ | 2. Pertimbangan pengakhiran
melaporkannya  kepada Wali Perfanjian karena Mitra
kEota melalui Pengelola Barang tidak memenuhi kewajiban
2 Melaksanakan penelitian atas 1. Laporan Hasil Evaluasi KSPI ¥ hari 1. Laparan Hasil Evaluasi KSPI
evaluasi OFD, meliputi 2. Pertimbangan pengakhiran 2, Pertimbangan pengakhiran
pembahasan dan peninjauan ¥y Perfanjian karena Mitra tidak Perjanjian karena Mitra
lapangan (jika diperlukan) dan memenubi kewajiban tidak memenuhi kewajiban
melaporkannya  kepada  Wali
Kota
3 ja. Menerbitkan teguran pertama 1. Laporan Hasil Evaluasi KSPI | 1 hari 1. Surat Teguran |
b. Menerbitkan Surat Teguran Il Pertimbangan pengakhiran 2. Surat Teguran ||
apabila 30 hari sejak Surat Perjanjian karena Mitra 3. Surat Teguran |l
teguran | Mitra  tidak I‘—'—_——F tidak memenuhi kewajiban 4. Surat Pengakhiran KSP
mengindahkan 3. Surat Teguran |
£. Menerbitkan Surat Teguran ' 4, Draft Surat Teguran Il
I, apabila 30 hari sejak Surat 5. Surat Teguran |
teguran I Mitra  tidak 6. Surat Teguran Ii
mengindahkan 7. Draft Surat Teguran I
{d. Mengakhiri ESPI, apabila 30
hari sejak Surat teguran [l
Mitra tidak mengindahkan
4 | Menyerahkan  objek  KSPI Surat Pengakhiran KSPI 1 hari BAST Paling lambat
kepada Wali Kota . 30 hari setelah
surat
| pengakhiran
KSPI

Pit. WALl KOTA BEKASI,

TIAHYONO




LAMPIRAN XiX

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 032/Kep.108-BPEAD/NI/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI)
KARENA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU K5PI



= —— = ——

| Namar S0P | D32/Kep 108-BPKAD/II/2023 -
PEMERINTAH KOTA BEKASI | Tanggal Pembuatan
! Tanggal Revisi
DAERAH Disahkan Dleh WALI KOTA BEKAS
| Mama SOP PENGAKHIRAN PERIAMILAN KERIA SAMA PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR [KSP1) KARENA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU
K5PH
Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pameriptah Nomaor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang | 1. Pendidikan Minimal D3
Milik MNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan |2, Menguasai MS office

2,

3.

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemarintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolasn Barang Wil

Megara/Doerah;

Peraturan Menter] Dalam Megerl Nomar 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kota Bekas! Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Barang Miltk Daerah;

4, Peraturan Wall Kota Sekasi Nomar 33 Tahun 2021 tentang Sktem dan

Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi,
Keterkaitan Peralstan / Perlengkapan
S0P Pelaksanaan K3Pl Atas BMD pada Pengelola Barang somputer, Printer dan ATE
SOP Pelaksanaan KSPI Alas BMD pada Pengguna Barang 5
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila pengeloaan BMD tidak sesuai dengan SOP maka dikhawatirkan SIMDA BMD

terjadi petanggaran dalam pengelolaan BMD;

Penanggung lawab Proyek Kerja Sama (PIPK) adalah Wali Kota atau
AUMD sebagal penyediz atau penyelenggars infrastruktur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR [ 50F )

FEMNGAKHIRAN PERIANIIAN KERIA SAMA PENYEDLAAN IMFRASTRUKTUR [KSPI)

KARENA BERAKHIRNYA IANGKA WAKTL! K5SPI

Pelaksana Rutu Baku Ket.
Ma. Uraian Prosedur PIPK Mitra KSPI Auditor Persyaratan/ Wakty Output
g Independen/ APIP Kelengkapan .
1 | Melaporkan akan Laporan KSPI akan berakhir | 1 jam Disposisi 2 tabun
mengakhiri  KSPl  kepada ! Dokuman palaksanaan KSP| seleum Jangka
Wali Kota waktu K5P1
berakhir
2 hMengalukan permoehonan Laporen Hasil Evaluasi 1 jamn Surat Perintah Audit
audly  kepada auditor ¥ Laporan 5P akan bemakhir
independent atau aparat Ookumen pelaksanaan K5P
pENEawasan Intam CHsproaghsl
pemerintah
3 | Melaksanakan audit r Surat Ferintah Audit 14 hari | Laporan Hasilt Auvdit
pelaksanaan KSR dan
memnyampaikannya kepada
PIPK
a Wenrampaikan hasil audit L J Laperan Hasil Audit 1 harl Tanda Terima Laporan
kepada Mitra KSR Hasil audit
5 a. Menindaklfanjuti hasil ¥ Laporan Hasil Audlt 14 har | Tindak Lanjux Hasil
audit sampai dengan Audit
selesai
b. Menyerahkan BMD 1. Draft BAST 15 hari |1, BAST ohjek K&Pl dan

chjek ¥SPI dan
infrastruktur  hasil  KSPI
datam keadaan baik dan
layak kepada PIPK

2. Laparat Hasil Audit BAST

infrastruldtur hasil
HsP

2. Tndali lanjut hasil
airdit




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur PIPK Mitra KSPI Auditor Persyaratan/ Nk Output
Independen/ APIP Kelenghapan 3
Melaporkan  berakhirnya 1. Surat pemberitabuan hasil 1 hari Surat pengakhiran
jangka waktu KSPI dan hasil 1 berakhirnya K5PI KSPI
Audit RJ 2. Hasil Audit
Menyerahkan objek KSPI Surat pengakhiran KSPl 1 hari BAST
dan hasil KSPI kepada Wali ¥
= -

Plt. WALl KOTA BEKASI,

1

TRI AOHANTO TIAHYONG




LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WAL KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/1I/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN PENSERTIFIKATAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

HNomaor S0P e

Tanggal Perbuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALl HOTA BEKASI

MNama S0P PENDAFTARAN PENSERTIFIKATAN ASET TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTA BEKASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Millk MNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubshan Atas Peraturan
Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah;

2. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4, Peraturan Wali Kota Bekasi Momor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minima! D3
2. Menguasal M5 office
3. Mernahamiaturan teéntang aset daerah

Keterkaitan - Peralatan [ Perlengkapan
S0P Pencatatan dan Pelaporan pada Organisasi Perangkat Daerah Yang Memiliki = 1. Koemputer

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Unit Kerja Lainnya Yang sejenis pada | 2. Printer

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kota Bekasi 3. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika pendaftaran pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Bekasi tidak
dilakukan maka pengamanan secara hukum akan lemah dan berpotensi mudah
diklaim oleh masyarakat

Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi (KIB A




ETANDAR OPERASIONAL PROSEDUR { S0P )
PENDAFTARAN PEMSERTIFIKATAN ASET TANAH MILK PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pelakzana Mty Balot
. Pejabat Kantor ket
wle. Uraian Proscdur F;‘;?::;:Ia Penatausabaan {| Camat Lurah Pertanahan ::E::'::;:: Waldu Output
Harang Kota Bekasi
1 | Memerintahkan Palabat 1. Dokumen Kegiatan | 10 menlt | Disposis

Penatausahaan Barang untuk | I Pansert/fikatan
melaksanakan pensertiflkatan  aset 2. Lembar Disposis!
pemerintah

2 | Menginventarisir data aset tanah milik 'L Data aset belum 20 menit | Disposisi
Pemerintab Kota Bekasi bersertifikat

1 | sienerhitkan Sporadik, Surat Data aset belum 2 hari Sparadik, Surat
Keterangan Tldak Sapgketa dan Surat bersertifkat Keterangan
Ketavangan Kelurahian &tas Aset Tangh Tidak Sengheta
yang dimohankan dan Surat
Keterangan
Kelurahan

4 | Mengetahul dan menyampaikan data- Data aset belum lhari | Surat Pengantar
data yang dibutuhkn kepada Pejabat x bergertifikal
Penatavsahaan Barang untuk aset
tanah yang dimohonkan




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Kantor Ket
Mt veomstyr P;:g::a Penatausahaan | Camat | Lurah Pertanahan :::EE‘::: Waktu Cutput
Barang Kota Bekasi
a. Mengumpulkan dan 1. Bukti kepemilikan 12 fam | 1. 5K wali Kota
memverifikasi berkas vang I\_lj 2. 5PH lentang
akan diajukan dalam surat 1. Keterangan Tidak Pembentukan
permaohonan  pensertifikatan Senghketa Tim
aset milik Pemerintah Kota 4. Sporadik 2. Berkas
Bekasi 5. Surat Keterangan persyaratan
b. Membuat surat permohonan Kelurahan 3. Surat
pensertifikatan aset tanah 6. SK Penetapan Lokasi Permohonan
7. Surat Pernyataan Aset
T B. Peta Bidang
9. BAST Aset dan
Pemerintah Kahupaten
Bekasi
10. KIB A
11. Data lain yang
dibutuhkan.
Menandatangani Surat T Daftar bidang tanah yang 15 menit | Permohonan
Permohonan Pensertifikatan Aset dimohonkan Pensertifikatan
Tanah Asel
Menyampaikan berkas 2 1. Permohonan 30 menit | Tanda Terima
permohonan pensertifikatan Pensertifikatan Aset Berkas

kepada Kantor Pertanahan Kota
Bekasi

Dokumen Bidang tanah
yang dimohonkan

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TRI AD

»

TIAHYONO




LAMPIRAN XXI

KEPUTUSAN WAL KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I11/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor S0P xxl

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALl KOTA BEKASI

Nama S0P PEMJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Dasar Hukum

Eualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Dzerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintabh Momor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menterl Dalam Megerl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasl Nemor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wall Eota Bekasi Nomaor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolzan Barang Millk Dasrah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasal M5 office
3. Memahami aturan tentang pengelolaan BMD

Keterkaltan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penghapusan Barang Milik Daerah  Karena Pemindahtanganan Barang Milik | 1. Komputer
Daerah Pada Pengelola Barang 2. Printer

3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Hasil Penjuatan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang masuk pada Rekening
Kas Umum Dagrah

Data Penjualan Barang Milik Dagrah




STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR { SOP |
PENJUALAN BARANG WILIK DAERAH (BMD)

Pelaksana Mt Baku
i Paabix Kantor Pelayanan
Mo, Urzian Prosedur Wall Hota | DFRD PEB:EE::IE pgn;tjmhnn Tim Penjualan | Kskayaan H‘E:BIE dan Lm:: Walttu Qutput Ket
ArIE Lelang
1 | Membuat parencansan 1. Data BMD 7 hari | Usulan penjualan BMD
penjualan } | 2. Pertimbangan
penjualan
3, Pertimbangan aspek
teknis, ekongmis,
yuridis
2 | Menyampalkan usulan * Lisulan penjualan BRAG 1} Disposisi
penjulan BMO kepada rrenik
Wali Kota
3 | Membentuk Tim untuk - 1. Usulan penjualan BMD | 1 har | Keputasan Wali Kota
melkukan  penelitian 2. Draf Keputusan Wali tentang Pembentulan Tim
administrative dan fsik Kotataentang
Pembentukan tim
4 | Melakokan  penelitian ¥ 1. Data BWMD 2 hari | Berita Acara Hasil
administrasl  dan  fislk 2. Pertimbangan perelitian administrasi dan
dan menyampaikan penjualan figlk
hasilnyg kepada Wali 3. Pertimbhangan aspek
Kota teknis, ekanomis,

yoridis

Keputusan Wali Kota
tentzng Pembentukan
Tim Penjualan




Pelaksana Murtu Bahu
Mo, Uraran Frosedur Pejabat Flm Kantor Pelayanan Kekayazn
Walikota | DPRED PEBLF:L?E Fenaat:zs::aan Fenjualan HEgar;dan Lelar'u_l;;.I :::::;t::: Waktu Output
5 | Menugaskan  Pengelola Berita Acara Hagll panelitlan | 3 jarn | Mots Disposisi
Barang untuk melakikan administrasi dan fisik
penilaian
B | Mengajukan permohanan ¥ Mota Disposisi 3 hari | Penetapan Penilai
pertllatan kepada KFEML I |
7 | Melakukan penllalan dan ) Fenetapan Fenilal 21 harl | Hasil penilaian
melaparkannya  kepada
Pangalola Barang )
g | Melaporkanmya  kepada ¥ Hagl| penilalan 1 hari [1. Hasil penilaian
wali Kota dan 2. Usulan persetujuan
mengajukan  persetujuan penjualan dan
penjualan dan penetapan penetapan Milai
nilai lirnit penjualan BRD _ limit penjualan
8 |a Menmyetujui atau Hasil penilaian 1 hari | 1.Keputusan Wali Kota
menalak  penjualan Lsulan persety|uan tentang Persetujuan
BRAL penfualat dan penetapan Panjuzalan
k. Menerbitkan Nilai limit penjualan 2. 5urat  Pereohonan
Keputusan Wall Kota ¥ Draft Keputusan Walki Persatufuan
tentang  Parsalujuan Kota tentang Persetujuan Penjualan

Pen|ualan dan
Penetapan Mllal Limit
Penjuzlan

Fenjualan
Draft Surat Permohonan
Persetujuan Penjualan




melalul  surat  kabar
barian

Pelaksana Muty Baku
- Hanbar Pelanyarian
o, [ Prosed Het.
raian Prosedur wall Kata OPREx Pongiloks PNE:::H“ TIm Kekayaan Negara dan Persyaratanf Wakty Omput
Earang Barang Penjualan Lelng Kelengkapan
10 & Memyetujui atau L. Surat Permohonan 1 hari Surat persetujuan Untuk yang
menolak  penjualan 2 Parsetujuan Penjualan DPRD rrgmariiekan
BMD 2, Dwaft Surat persetujuany Rersetojuzn
b. [DMenerhbitkan penclakan CFRO
Persetujuan
penjualan BMD
11 Menetapkan BMOD  yang Surat persetujuan DPRD 1 harl Keputusan Wali
akan dijual ¥ kota tentang
Persetujuan
penlualan BMD
melzalui lelang
12 - Melaksanakan Input + 1. Surat permmohonan penetapan 1 harl Penetapan jadwal -
Permohaonan [glang jadwal lelang lglang pada KEKRL
melalul web site KPERL Z. Lurat pernyataan imit lelang
https:/fwww. lalang 3. Hurat pemyataan penguasaan
200 d. Surak tugas pejabat penjual
5. Surat saboran hasil lelang
&. Keputusan wWali Kota tentang
penjualan melalul lelang BMD
7. Keputusan Wali Kgta tentang
panitia penghapuszan Aset
8., Foto objek vang dijual
Bb. Mengumumkan Penatapan jadwal lelang KPEML 5 harl FEngurrtUman
pelaksanaan lelang lelang




Palaksana Mdutu Baku
. Tirn Kabikar Pel
Mo, Uraian Prosedur Wali Kota OPRO Pangelola Fen:tej::;nun Panjualan I{e»l::f:n ;;v;:;';m Parsyaratan Walktu Dutput Ket.
Barang Barang Lelang Kelergka pan
13 a. Mengumumkan 4. Surat permohanan Shari | Pengumuman Lelang aleh
pelaksaraan lelang penetapan [adwal [elang wehske pajakat KFKHL
melalui Weksite KPEML b. Sucat pechwyataan limit Risalah lelang melalui website
i, Melaksanakan piosas Ielang bttps iy
Ielang BhAD €. Surat pernyataan lalanp po.id
penguasaan
d. Sorat tugas pejabar penjual
g, Surat setoran hasil iefang
. Keputusan Wali Kota
tentang penjualan melalui
lalang BpAD
g. Keputusan Wali Kota
tentang panltla
penghapusan Asot
h. Fota obisk yang dijual
. Penetapan |adwal lelang
FPKMNL
j- Pengumuman karan
k. Pengumuman website
£. Meryetarkan hasil Hizalah lelang ljam [ Bukii pembayaran | Bendahara
lelang ke Pemesintah KPRMNL
Kota Bekasl melalul menyetgrkan
transfer bank ke hasil malalui
rekening Kas Daerah transfar hank
ke kas daerah
14 |2, Membwat Berlta Acara X Risalah lzlang 1ld hari [a BA Penyeraban Keabutuhan
Penyerahan BMD BrD kepada wiakbu
b. Menvarahkan BMD pemenang lelang | menvesualkan
kepada pemenang ¥ . BMD diserahkan | dengan
lelang fpernbell BMD ke pemanang banvaknya
4 lelang Jurnlah BMD
yang dianghut




Pelaksana Mutu Baku
Mo, Uratan Prosedur Wkl Kot Pejabat Kantor Pelayanan
- e | e |t | vomtegman |l e | oupu | e
Baranjz Penjuslan Lelang il

15 | Mengajukan  usulan Berita Acara Serah Terima Barang | 1 harl Draft Kepulusan

penghapusan  BMD Wall Kota tentang

Eppada Wali Kota Pemghapusan BMD
16 | Menetapkan A Draft Keputusan Wali Kota 1hari | Keputusan Wali

Penghapusan BMD tentang Penghapusan BMD Kota tentang

Penghapusan BMD

Pit. WALl KOTA BEKASI,

TRI ADH

TIAHYONO




LAMPIRAN XXl
KEPUTUSARN WAL KOTA BEKAS]

NOMOR 032/Kep. 108-BPKAD/IIIf2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKAS!

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA
DAN MANTAN PEJABAT NEGARA



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor 50P XX
Tanggal Pembustan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023 —
| Disahkan Oleh WALl KOTA BEKASI
Mama S0OF PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEIABAT
NEGARA DAN MANTAN PEJABAT NEGARA

Dasar Hukurm

Kualifikasl Pellkslnq__

1. Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik MNegara/Dacrah sebagaimana telsh diubah dengan Peraturan

Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubshan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelofaan Barang Milik

Megara/Daerah;

Peraturan Menter| Dalam MNegeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Dasrah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4, Peraturan Wali Kota Bekasi Momor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai M5 office
3. Memahami aturan tentang pengelolaan BMD

Eeterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

Wali KEota dan Wakil Wali Kota serta mantan Pejabat Negara yaitu mantan
Wall KEota dan mantan Wakil Wall Kota.

7. Pejabat Negara dapat membefl kendaraan dinas perorangan tanpa lelang
setelah 10 tahun sejak pembelian yang pertama.

3. Apabila pengelolaan BMD tidak sesual dengan SOP maka dikhawatirkan

terjadi pelanggaran dalam pengelolaan BMD

1. SOP Pajualan Barang Milik Daerah Melalui Lelang pada Kantor Pelayanan 1. Komputer
Kekayaan Negara dan Lelang pada BPEAD Kota Bekasi 2. Printer
2. S0P Penghapusan Pada BPKAD Kota Bekasi 3. ATK
Peringatan o Pencatatan dan Pendatazn
1. Kendaraan diras perorangan dinas dapat dijual kepada Pejabat Negara yaitu | Data KiB B




STANDAR OPERASIONAI PROSEDUR [SOP |
PEMIUALAN KENDARAAN PERORAMGAN DINAS KEPADA PEIABAT NEGARA
DAN MANTAN PEJABAT NESARA

Pelaksana Moty Baku
Pejabat
. Pajabat Tim Megaraf
Mo. Uraian Prosedur ::I p;ﬁﬂ:‘ﬂ p,,..,,;?::;,m P;:::::a Perjuakin | Pandal :ﬂ:i:::: Persyaratan/Kelengkapan Waktu Cutput Ket.
Nagara
1 | Menga[ukan 1. Foto copy 5K Pengangkatan bagi Shari | Permohonan | 1 Rejabat
perrmohonan penjualan pejabat Negara dan Sutat penjualan Negara [tahun
kendaraagn dlnas | Pemberhentian bagi mantan aMD terakhlr
perorangan kepada Pejabat Negara pericde
Pangelola Barang (untuk 2. Salinan Kartu |dentitas; jabatan};
Pejabat Magara] dan 3. Surat Parnyataan belum pernah 3 Mantan
kepada Wali  Kota membeli atau membell kendaraan Pejabat
funtuk Mantan Pejabat perorangan dinas tanpa lelang Megara [paling
epara) selama jangka waktu selama 10 lama 1 tahun
tahun sejak pembelian par@ma sejak masa
sebagal Pejakat Negara, barakhlrnya
4. Surat Peryataan belum pernah jabatan)

membel] kendarsan perorangan
dinas tanpa melalui lelang pada
saat yang barsangkutan menjad|
Fejabat Negara bagi mantan
Fejabat Megara;

5. surat Permyataan yang
menyatakan tidak sedang atau
tidak pernah dituntut tindak
pidana dengan ancaman hukuman
penjara paling singkat 5 tahun.




Pelaksana Mutu Baku
Ho. Uraian Prasadur pengelala Pejabat Pangguna Tim Pejabat Haig;aﬂ.f
Wali Kota Penatausahaan Barang | Fenlualan | Peallal | Mantan Pejabac Forsyaratan/Kelengkapan | Waktu Output
El-a:ang Barang Negara i
2 |a. Mempersiapkan 1, Usulan Panjualan BmD 2 harl | 1.0ata
permohanan penjualan 2. Data administrasi BAD adminlstrast
br. Mengajukan uelilan 3. Penjelasan/ BE:
penjuaian kepada Wall Kota pertimbangan 2.Penjelasa né
penjualan tanpa melalul pen'llmhangan
penjualan
lelang tanpa melalug
lelang
3. Usulan
pebjualan BMD
3 | Membentuk Tin Perjualan h 4 Draft 5K Tim 1hari | 3K Tim
4 | a. Malzkukan penalitian Sk Tira 1 hari | Berita Acara
kelayakan alasan dan + Hasil Fenelitian
pertimbangan
perimnahonan penfuatan

barang milik daerah

. Mualakukan penalitian fisil,

dengan cara mencocokkan
fistk kendarean perorangan
dinas wang akan dijual

dengan data
administrative

- Menyampalkan hasll
penalitian  kepada  Wall
Kot melalui  Pengelgla

Barang




Felaksana I Mutu Baku
No., Uralan Prosedur Pengelola Pefabat Penaguna Tim Polabat Negara/ Kel.
Wali Kota Barang Penatausshean Bararmg Pemjualan | Pénili  |Mantan Pejabat FersyzratanfKelengbzpan Waktu nput
Barang Megara
5 | Menugaskan penilai Draf Kepwal Penunjukkan 30 menit | Kepwal
untuk inalakukan 2 Panilal Penunjulkkan
penilaian Penllal
6 | Melakukan  penilaian ¥ ¥epwal Penunjukkan Penilai 5 hari Laporan Penilaian
kendarzan  pergrangan
dinas
? | Menetapkan nilai limit ¥ Laparan Penilaian 1 hari Kepvral tentang
kendarzan perorangan Penetapan Midai
dinas
& | Menga)ehan ¥ Laporan Fenilaian A0 menit | Qisposisi
permohonan
persetujuan knpada
Wali Kota
9 |a Menyetujui ataw * &, Disposisi I0menit | Kepwal
mannolak penjualan b. Draft Kepwal Persgtujuan Persetujuan/

b. Menerbltkan

persetujuan dan
menetapkan
kendaraan
perorangan dinas

yang akan dijual

Surat Penolakan




Pelaksana . Mutu Baku
Pejabat Pe Pejabat Negara/ Ket,
e Hraion Peopudhir walikata | TR0 | p s ausahaan | g | o T Penilai  |Mantan Pejabat|  Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Barang Rarang € | Penjuatan Megars
10 | Melakukan  penjualan Kepwal Persetujuan 1 hari Dokumen
kepada Pejabat 3 penjualan
Megara/Mantan Pejabat \l/
Megara
11 | Mempersiapkan Kepwal Persetujuan 1 hari Perjanjian
perjanjian penjualan penjualan
kendaraan perorangan v kendaraan
dinas antara Pengelola
Barang dan Pejabat
MWegara/mantan Pejabat
Megara
12 | Melakukan pembayaran 1. Kepwal Persetujuan 1 hari Bukti
ke Kas Umurm daerah Z. Perjanjian penjualan pembayaran
kendaraan ke Kas daerah
13 | Serah Terima Barang Bukti pembayaran 30 menit BAST
kepada Pejabat ¥
Megara/mantan Pejabat
Megara
14 | Mengajukan usulan BAST 30 menit Surat Usulan
penghapusan i} Penghapusan
Plt. WALl KOTA BEKASI,
|
TRI ADHIANTD TIAHYONO




LAMPIAAN XXl

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIOMNAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG DENGAN NILAI LIMIT
BONGKARAN DI BAWAH Rp.30.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Momor S0P xxm

Tanﬁal Pembuatan

| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesshan | 10 Maret 2023
Disahkan Qleh WALl KOTA BEKASI
Mama SOP PENJUALAN BONGKARAN BANGLINAN/GEDUNG DENGAN NILAI

LIMIT BONGKARAN DI BAWAH Rp.30.000.000,00

Dazar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik WNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ataz Peraturan
Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Megara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4, Peraturan Wali Kota Bekasi Momor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai M5 office
3. Memahami tatz cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan Peralatan [ Perlengkapan
S0P Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang pada Badan 1. Komputer
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 2. Printer

3. ATK

Perln;alin

Pencatatan dan Pendataan

Hasll Penjualan Bongkaran Bangunan/Gedung Dengan Nilal Umit Bongkaran Di
Bawah Rp30.000.000,00 masuk pada Rekening Kas Umum Dagrah

Data hasil Penjualan Bongkaran Bangunan/Gedung




STANDAR QPERASIGNAL PROSEDUR [ 50F )

FENJLALAN BONGKARAN BANGLUNAN/GEDUNG DENGAN NILAL
LIMIT BONGEARAN [N EAVWAH Rp,30.000.000,00

Palaksana Mutu Baku
Pejabat Ket.
No. Uraian Prosedur Pengelala Penatausahasn Penggina DPKPP Ll Persyaratan Waktu Output
Barang EMD Barang Penghapusan fKalangkapan

1. |a. Meneriona usulan penghapusan - Swrat Usulan KIB 1lhari | Digpadsi

barang[Bangunan/gedung) | | - XIB
B, Mermearintahkan kepada Pejabat

Penatausahaan BMD untuk

melakukan prages penghapuzan

2. | Meminia penilaian scrap bongkaran Disposisi 1hari | Surak

gedungfbanpgunan kepada yang - Parmehanan
menangan| pembangunan gedung v serapf
sedaku anpgota Tim penghapusan atau bonkaran
menunjuk Tem Penblal Publik untuk bangunan/
melakukan penilaian uniuk banguran gedung
tidak sederhanafibiusus _

2. |a Melakukan Penalitian bangkaran - Surat Sharl |- Hasll 8. Linfuk bonghkergn ki ngunan/gedung
gedong/bangunan (dapat dibanty ¥ Permohonan prnilaian yang tidak terjual/tidok rmenarik
oleh penllal publikldan pemberian penitaian scrap/ minat pembeli Filakukan penilaian
tands bangunan/gedung yang akan scrapfbongkaran bongkaran ulang 2leh PO yarg mempunyai
dihapus Bangurnan, Bangunan kewenangan dalarn pernbangunan

|b. Menyiapkan hasil penilzian gedung f padung gedung untuk manentekan nilal
horgkaran Bangunan/gedung - Hasil penlialan - Surat st
kepada pejabat penatawsahzan BRD scrapfbongkaran Pengantar |B. Dengen burdasarka nilai limig hagl
banguman, Ba Haxsll hasil perhtungan ulang. Tim
gedung Penilalan panghapusan melakakan penjualan
ulang.

4. | Melaksanakan Koordinasi kepada ¥ - Surat Pengantar 1hari | BA Rapat

Fengguna Barang terkait rencana - BA Hasll
Fembongkaran Parilaian




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola Peintist Pengguna TimM Persyaratan
Penatausahaan DPKPP Waktu Output Ket,
Barang BMD Barang Penghapusan JEelengkapan
5. |a. Melaksanakan penjualan - Surat Pengantar | 5hari |- Surat Penawaran
langsung kepada calon pembeli. - Hasil Penilaian dari pembeli
b. Membuat BA penjualan = Surat - Risalah Penjualan
Bongkaran Gedung/Bangunan Permohonan
sebagai risalah penjualan . Lelang
6. | Melakukan Penandatanganan BA = Risalah 1 hari |- BApenjualan Pembeali
penjualan Bongkaran L 4 Penjualan Bongkaran menyetorkan hasil
Gedung/Bangunan bersama Gedung/ penjualan BMD ke
Pembeli dengan saksi dari dinas ‘I Bangunan rekening Kas
| terkait dan unsur Pengguna Barang Urmium Daerah.
7. | Menyaksikan Proses ], - BA Penjualan Ghari |- Dokumentasi
pembongkaran yang dilakukan cleh Bongkaran Bangunan/
pembeli dengan dihadiri unsur gedung/ gedung yang
dinas terkait bangunan sudah dibongkar
- Bukti setoran
ke Kas Daerah
8. | Membuat Draft Keputusan - BA penjualan 2 hari | 5K Penghapusan
Penghapusan yang paling sedikit y - Surat usulan
memiuat: penghapusan
- Data barang milik daerah yvang - Dokumentasi
akan dihapuskan bangunan,
- Nilai perolehan dan/atau nilai gedung yang
buku barang milik daerah yang sudah
dihapuskan dibongkar
9. | Melakukan penatausahaan BMD SK Penghapusan 1 hari | Data BMD yang
dalam Aplikasi BMD sudah terkoreksi

Plit. WAL KOTA BEKASI,

TRIADH

{

TO TIAHYOND




LAMPIRAN XXIV

KEPUTUSAN WAL! KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep. 108-BPKAD/I1/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELDLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG DENGAN NILAI LIMIT
BONGKARAN DI ATAS Rp.30.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor S0P KXV
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi o
Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023
Disahkan Cleh WALl KOTA BEKASI
Mama S0P PEMJUALAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG DENGAN MILAI
LIMIT BONGKARAN Ol ATAS Rp.30.000,000,00

Dacar Hubkum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Megara/Daerah sebagaimana telsh diubah dengan Persturan
Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubshan Atas Peraturan
Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
MegarafDaerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelofaan
Barang Milik Daerah;

4, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi,

1, Pendidikan Minimal 03
2. Menguasal MS affice
3, Memahami tata cara pengelfolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang pada Badan 1. Komputer
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekas 2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Hasil Penjualan Bongkaran Bangunan/Gedung Dengan Nilai Limit i_!_ﬂ.':;‘lgkar&rt oi
Atas Rp.30.000.000,00 masuk pada Rekening Kas Umum Daerah

Data Penjualan Bongkaran Bmuunaﬁfﬁeﬁﬁ@




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR { S0F )

PEMNJUALAN BONGKARAN BANGUNANSSEDUNG DENGAN NiLAI

UMIT BONGKARAN DI ATAS Rp. 20.000.000,00

Pelaksana hutu Balu
D yang Wempunypel
How Urakan Prosedur I Pejabat Kewenangan delarm Tia
' ;J;f:n“l' Panatausshaan P:';"::"“ PembanguAan HPKNL Fanghapusan EE:EETH Waktu Duityput Kot
B BMD & | gedung/penia publk Mgkapamn
1. [a. Memmnta uselan penghapusan Surat Usulan KIB lharl | Dispaosksi
harang[Bangunan/gedung) | : - K
b, Memerntahkan kepada Pejabat
Penatausahaan BMD untuk
medabukan proses penghapusan
2. | Meminta penllalan scrap bengkaran Disposisi 1hari | Surat Permohonan
gedung/bangunan kepada yang penllalan
menangani pembanpunan pedung ¥y werapfhongkaran
selaku anggota Tim penghapusan b3 nguaan/gedung
atau menunjuk Tim Penilai Publik
untuk melakukan penllakan untuk
bangunan tidak sederhana/khusus _

3. |a. Melakukan Penelitian bangkaran « Surat Permohonan Sharl [ Hasifpenllalan
gedung/bangunanddapal diban b penitalan serd Bl ngha g
dieh penilai publikian pembedan ¥ scrapfhongkaran hangunan/pedung
tanda bangunanfgodung yang akan E"* "'flli"-""‘-’"f';'rﬂ_e'ﬂ”“ﬂ
dihapus - Hadl peniliaan

k. Menyiapkan hasil penilaian i:::i::nflﬂgledai:g
banpgkaran Bangunan/gedung
kepada pelabat penatausahaan
B O
4. | Melaksanakan Koordinasl kepada 4 - Hasil penllalan 1 hari Draft Surat
Pengelola Barang terkait rencana sevapbongkaran Permohonan
Pembongkaran banguman/zedung Lelang
¥
:1




Pelaksana MILtU Bk
PD yang Mempunyai
ha. Uraian Prosedor Pejahat Kewanangan dalom T ) ]
Fengelola Fenatausahazn Pangguna Pambangunan HPKML Panghapusan Parsyaratan Waktu Outaut ret
Barang B Rarang sedung/penilal JKelengkapan
publik
5. | Mengsjukan Permohonan elang wabk ~ Surat L hari Jurat
penilaian Songha ran banguna nfgedung Pengantar Fermohonan
dlatas Fp. 30 880 004,00 kepada kantar - EBh Hzsl balang
pelayanan keksyaan negerg dan belang Fenilaian
Bekasi KPENL sederbana fKhusus
£ | Melpkgntakan Pelelangan l Surat 1 hafi Risalah beda g
Permahsnan
lelang
¥, |a. melEkikan penilalan ulang untuk - Swrat 3 had -E& Hasll Jika Penzauna
menemtekzan nlEl mlt bBagl Fengentar Fenilaelan baranp
bongkaran bangunan § gedung yang L - Drafy G Hasil ulang crielakukan
tidak terjuatftidak menarik minta Penilaran ulang r Lzylin permlgnahan
pembeli - BA Aapat Femusnahan | dalam hal
k. Melakukan penjualan ulang dengan Feanjualan penjualan
berdasar nifEi limat hasil perhitungan lalang ulang, tukar
ulang menukar atau
hihah tldak
dapat
dilakukan
8. | Mclakukar Pembongkaran dengan . J - Bafenjualan 9 harj BA Bengkaran
Pembeli disaksikan oleh unsur Dinas borgkarany’ Bangunan
terkait gedung gedung
Banganan
-+ - Bukt =etoran
| 5 ke kas Daerah

bt =




Pelaksana Mutu Baku
PD yang Mempunyai
Ne. Uraian Prasedur Pengelola P“:ﬁ:::“" Pengguna | Kewenangan dalam TIM Persyaratan — it
Barang ey Barang Pembangunan KPKNL | Penghapusan | /Kelengkapan g "
gedung/penilal publik
9. | Membuat drafl keputusan Surat Usulan 1hari | 5K Penghapusan
penghapusan Bangunan/gedung Penghapusan Bangunan/
yvang paling sedikit memuat ; - Disposisi Untuk pedung
a. Nama Objek bangunan/gedung mizlaksanakan
b. Milai Perolehan pada Neraca Penghapusan
BMD BA Penjualan

€. Keterangan Bangunan{luasan,
alamat, objek bangunan,asal
usul bangunan)

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TRI AD

{

O TIAHYONG




LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAM WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/IN/2023
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELDLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKAS)

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Mamor S0P XXV

]

Tangal Revisi |

| Tanggal Fezguahan I 10 Maret 2023

Disahkan Oleh | WALl KOTA BEKASI

Mama S0P |. PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

Diazar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pamarﬁ'rtah Momaor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerzh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 2B Tahun 2020 tentang Perubahan Atas. Peraturan
Pemerintah MNomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daarah;

E 3

1. Pendidikan Minimal D3
2, Menguasai M5 office
3. Memahamitata cara pengelofaan Barang Milik Dasrah

4, Peraturan Wall Kota Bekas| Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi, o
HE‘LEFH:EHII‘I .  Peralatan / Perlengkapan
1 sﬂP Fencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan 1. Eomputer
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 2, FPrinter
f2 SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada Badan 3. ATK

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah Kota Bekasi

Peringatan
| Jikz Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang tidak dilakukan,
| maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca BMD

| Pencatatan dan Pendataan

| Data Pemusnahan Barang Milik Daerah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PENGGUNA BARANG

Pelaksana Mutu Baku
Pengelala
Uraian Prosedur Walli | Barang/Pejabat Tim Pengguna Persyaratan/ Output Ket
Kota Penatausahaan | Penghapusan | Barang Kelengkapan ey i
Barang
Mengajukan permobonan pemusnahan 1. Surat Permohonan Pemusnahan 1 jami Disposisl
BMD kepada Wali Kota disertai alasan 2. Suratl Pernyataan Tanggung lawab Mutlak dari
pemusnahan JI Pengguna Barang yvang menyatakan BMD tidak
dapat digunakan, tidak dapat dipindahitangankan
atau alas an lan sesual ketentuan
3. Data BMD yang akan dimusnahkan
4, Foto BMD yang diusulkan untuk dimusnahkan
a. Melakukan penelitian  kelayakan 1. Surat Permohonan Pemusnahan 1har | 1. Berits Acara
Pemusnahan BRAD I 2. Surat Pernyataan Tanggung lawab Mutlak dari Fenelitian
b. Melakukan pertimbangan dan alasan Pengguna Barang yang menyatakan BMD tidak 2. Draft Surat
pemusnahan dapat digunakan, tidak dapat dipindahtangankan Persetujuan
& Memverifikasi data administrasi atau akasan lain sesual ketentuan Pemusnahan BMD
d. Melakukan cek finik di lokasi 3. Data BMD yang akan dimusnahkan
8, Mengajukan persetujuan kepada 4. Foto BAMD yang diusulkan untuk dimusnahkan
‘Wall Kota
2. Menyetujui [ tidak  menyetujui I 1. Berita Acara Penelitian 2 jam | Surat persstujuan
pemusnahan 2, Draft surat Persatujuan Pemusnahan BMO Permusnahan BMD
b. Menetapkan persetujuan
pemusnahan BMD l
a. Melaksanakan pemusnabpn BMD Surat persetujuan permusnahan BMWD 1 hari | 1. BA Pemusnahan
2. Laporan pelaksanpsan
pemusnahan
Mengusulkan penghapusan pada Meraca 1. BA Pemusnahan Kaputusan Wall Kota
2, Laporan pelaksanaan pemusnahan tentang Penghapusan
Melaksanakan proses penghapusan Eepubusan Wall Kota tentang Penghapusan 2jam | Penghapusan pada
Nersca
Pit. WALl KOTA BEKASI,
TRI ADH O TIAHYONO




LAMPIRAN XXV

KEPUITUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep. 108-BPRAD/11/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG



Mamaor S0P XXV

EETE

PEMERINTAH KOTA BEKAS ' Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Tongal pengesahan | 10 Maret 2023
Disahkan Oleh WALl KOTA BEKAS| D
Nama SOP PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang
Milik Megara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MIilik
Megara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengalolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelofaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2031 tentang Sistemn dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1, Pendidikan Minimal B3
2. Menguasai M5 office
3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dasrah Kota Bekasi

2. S0P Penghapusan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

_Peringatan -
Jika Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang tidak dilakukan,
| maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca BMD

_| Pencatatan dan Pendataan

Data Pemusnahan Barang Milik Daerah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR { SCP )
PEMLUENAHAN BARANG MIUE DAERAH (BMDO) PADA PENGELOLA BARANG

_ Felaksana #utu Eaku
. Pelabat Ket,
No. Uratan Prosedut Wali Kota Pg:f::::a Papnatausahaan Peng:an;usan Egﬁ::;a:::: Waliu Culput
Barang o
1 | mengajukan permahonan 1. Surat Permohonan Pemysnahan ljam | Surat
petmtsnaban BMD kepada Wali 1. Surat Pernyataan Tanggung Permahonan,
tota disertai alasan i l Jawab Mutlak dari Pengguna berkas
permisnaban Bareng yang menyatakan BiD persyaratan
tida k dapat dlgunakan, tidak
dapat dipindahiangarkan atau
alas an lain sesusl katentwan
3. Data BMD yang akan
dimusnahkan
4. Foto BWD yang diusulkan untuk
dirntisnahkan
2 | Memerintahkan Pejabat v Surat permohonan, berkas 1lJam | Disposisi
Penatausahaan BMD  untuk persyaratan
rrla kou penelitian
kelayakan pernusnahan BWD
3 | Melakukan penelitian 1. Surat Permohanan Pemusnahan 1 harl | Berita Acara
kelayakan 2. Surat Pernyataan Tanggurg Penelitian

Pemusrabian B

a. Pertimbangan dan alasan
RS han

b, Data acdminlstrasi

&, Lk Asik d lokasi

Jawab Mutlak darl Pengguna
Barang yang menyatakan Bk D
tidak dapat digunakan, tidak
dapat dipindahtangankan ataw
alasan [aln sesual ketentuan

3. Data BMD yang akan
dimusnahkan

4, Foto BMD yang diusulkan untuk
dimustiahkan




Pelaksana Mutw Baku
Pejabat Ket.
. ian P d
No Uraian Prosedur Wall Kots Pengelola — i Tim Persyaratan/ Wakty n ;
Barang Barang Penghapusan Kelengkapan
4 | Mengajukan persetujuan Berita Acara Penelitian 1jam | Surat Permohonan
kepada Wali Kota Persetujuan
5 |a Menyetujuiftidak 1. Berita Acara 2jam | 1. Surat Persetujuan
menyetujui permusnahan ¥ Penelitian Wali Kota/Surat
b. Menetapkan persetujuan 2. Surat Permohonan Penolakan
pemusnahan BMD Persetujuan
6 | a. Melaksanakan pemusnahan 1. Swurat Persetujuan 1hari | 1. BA Pemusnahan
BrD T Wali Kota 2. Keputusan Wal
b. Mengusulkan penghapusan 2. BA Pemusnahan Kota tentang
pada Neraca penghapusan pada
Meraca
7 | Melaksanakan proses Keputusan Wali Kata 2jam | Penghapusan pada
penghapusan tentang penghapusan Neraca
Pada Meraca

Flt. WALl KOTA BEKASI,

THI A

TO TIAHYOMNG




LAMPIRAN XXV

KEPLITUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/1II/2023

TEMTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

(5

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG



Namor SOP XXV
PEMERINTAH KOTA BEKASI . I::g:: :EEL"I:”“““
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023 )

 Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

Nama SOP PENGHAPUSAN BARANG MILK DAERAH  KARENA
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILK DAERAH PADA
| PENGELOLA BARANG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomaor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik | 1. Pendidikan Minimal D3
Megara/Dagrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor | 2. Menguasai M5 office
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun | 3. Memaham| Aturan tentang Pemanfaatan BMD
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengetolaan Barang Milik Dasrah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

4. Poraturan Wall Kotz Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistern dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang pada Badan 1. Komputer
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, 2. Printer
3. ATE
Peringatarn Pencatatan dan Pendataan
Jika Penghapusan Barang Millk Daerah Karena Pemindahtanganan Barang Milik Data Penghapusan Barang Milik Daerah

Daerah Pada Pengelola Barang tidak dilakukan, maka mengakibatkan ketidaksesuaian
Meraca BMD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( 50P)
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Wali | Pengelola Pejubat Pengguna Persyaratan/
Kota Barang Penatausstmun Barang Kelengkapan Wty Dt
Barang

Mengajukan permaohonan 1. Usulan Penghapusan 1jam | Disposis]
penghapusan kepada Wali Kota 'I | 2, Risalah Lelang dan BAST (dalam hal penjualan

ditakukan melalui mekanisme lelang);

3. Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam hal

pemindahtanganan  dilakukan dalam bentuk

penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan

penyertaan modal pemerintah daerah

4, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah

Perjanjian  Hibah Daerah dalam  hal

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

hibah,
remerintahkan Pejabat v Disposisi 2 jam | Disposisi
Penatausahaan BrAD untuk
melakukan penelitian data BMD
pada neraca l
Melakukan penelitian data BMD Drﬁfﬁéi‘ltaﬁ:ara Hasil Rapat 1 jam | BA Hasll Rapat
pada neraca
a. Menyetujui / tidak menyetujul 1. BA Hasil Rapat 1jam | Keputusan

penghapusan . 2. Draft Keputusan Wali Kota Penghapusan BMD
b, Menerbitkan Eeputusan -t
Penghapusan BMD
Melaksanakan penatausahaan BMD Keputusan Wall Kota 1 hari | Kartu Inventaris
Barang

Melaporkan  Perubahan  Daftar - Laporan Semesteran Tahunan OPD 1jam | Laporan
Barang Milik Daerah kepada Wali ] | Ssemesteran/Tahunan
Kota Kota Bekasi

Pit. WAL KDTA BEKASI,
/

TRI ADH O TIAHYONG




LAMPIRAN XXVill
EEPUTUSARN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDLIR PENGELDLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA MELAKSANAKAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP



Momaor SOP K¥WIm

PEMERINTAH KOTA BEKASI Tanggal Pembuatan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Tanggal Revisi

Tanﬁal Fengu:han 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WaLl KOTA BEKAS

Mama S0P PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA MELAKSANAKAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/JATAU
ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPLINYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang | 1. Pendidikan Minimal D3
Milik Negara/Dasrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan |2. Menguasai MS office
Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan [3. Memahami Aturan tentang Pemanfaatan BMD
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
MWegara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelalaan
Barang Milik Dasrah;

4, Peraturan Wali Kota Bekasi Momor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola 1. Komputer
Barang 2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

lika Penghapusan Barang Millk Daerah Karena Melaksanakan Ketentuan | Data Penghapusan Barang Milik Daerah
Peraturan Perundang-Undangan DanfAtau Adanya Putusan Pengadilan Yang
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tidak dilakukan, maka
mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca BMD




PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA MELAKSANAKAN KETENTUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Ket.
Na. Uraian Prosedur Le
sy Wali Kota F;:::Inll natausahaan Effﬂ':h:i Waktu Output
8 Barang P
1. | Mengajukan permohonan penghapusan 1. Usulan Penghapusan 1 jam Mota Disposisi
kepada Wali Kota I l 2. Salinan  Peraturan  Perundang-
undangan Dan/Atau Adanya Putusan
Pengadilan
3. Data Barang vang akan dimohonkan
2. | Memernintahkan Pejabat Penatusahaan L d Mata Disposisi 2 jam Mota Disposisi
BMD untuk melakukan penelitian data
BMD pada neraca
3. | Melakukan Pembahasan dan penelitian ¥ 1. Nota Disposisi 1 jam BA Hasil Rapat
data BMD pada neraca 2. Draft Berita Acara Hasil Rapat
4, | 8 Menyetujui J tidak menyetujui + 1. BA Hasil Rapat 3 jam Keputusan Wali Kota
penghapusan 2. Draft Keputusan Wali Kota tentang tentang Penghapusan BMD
b. Menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD
Penghapusan BMD
5. | Melaksanakan penatausahaan BMD ¥ Keputusan Wali Kota tentang | 1 har Kartu Inventaris Barang
Penghapusan BMD
6. | Melaporkan Perubahan Daftar Barang Laparan Semesteran/ Tahunan OPD 1 jam Laporan Semesteran Kota
Milik Daerah kepada Wali Kota Bekasi
Plt. WALl KDOTA BEKASI,

Fy

TRI ADRIANTO TIAHYOMNO




LAMPIRAN XXX

KEPLITUSAN WALI KOTA BEKASH

MOMOR 032/Kep. 108-BPEAD/I1I/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKAS

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA SEBAB LAIN
PADA PENGELOLA BARANG



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KELANGAN DAN ASET DAERAH

Nomar S0P R A

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALl EDTA BEEASI

Mama S0P PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA SEBAB LAIN
PADA PENGELOLA BARANG

| Dasar Hukum L

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Megara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Faratur:.n‘
Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik f
Megara/Oaerah;

Z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman |
Pengelolaan Barang Milik Daerah; |

3. Peraturan Daerah Kota Bekas| Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan |
Barang Millk Daerah;

4, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelalaan Barang Mtk Dacrah Kota Bekasl.

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasal M5 office
3. Memahami Aturan tentang Penghapusan BMD

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
S0P Penetapan Pengguna Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang pada 1. Eomputer
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasl, 2. Printer

3. ATK

S e s ey

Peringatan

Pencatatan dan Pendatéan

lika Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Sebab Lain tidak dilakukan maka
Pencatatan BMD Tidak sesuai dengan Neraca

Meraca Barang Milik Daerah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR { 50F )
FENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KARENA SEBAB LAN

FADA FENGELOLA BARANG
Pelaksana Mutu Baku
, Pajabst Ket
N Uralan Prosedur :“;: P-;:gr::;la Penatausahaan F‘::glg::;a Ezlr:r‘;::::'f Yaltu DQutput
Bar g
1 | Mengajukan a, Alazan hllarg karena kecurian dilengkapi: 1jam | Disposisi
permahanan —D 1. Usulan Penghapusan

penghapusan kepada
wali Kota

2. Surat Keterangan dari Kepolizian;

i Pernyaktaan mengenai 2tas kebenaran permohonan dan BhD tersabyt
hilang karena kecurlan sevta tdak dapat d [ketemokan;

4. Pernyataan apablla di kemudian hari ditemukan bukai balowa
penghapusan BMEG dimaksud dlakibatkan adanya unsur kelalalan
dan/atau kesengalaan darl Pejabat yang manrgsunakan/ peranagung
fawab BMD/Pangirus Barang tersebot, maka tidak menutup
kamungkinan kepada yang bersangkuetan akan dikenakan sanksl sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Alazan terbrakar, susut, menguap, mencalr, kadaloarsa, mati untuk
hewan{ilantanaman dilengkapl:

1.ldentitas Pengguna Barang

2. Pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan kebendran
permohonan yang digjulan;

3. Pernyataan dari Pengguna Barang yang mernyatakan BM D telab terbakar,
susut, menguap, mencalr, kadaluwarsa, mati untuk hewan/fikan/
tanarman;

4_ Surat permyataan dengan melzmpin hasil laporan
pemeriksdan/penalitian

c. Alzsan keadaan kahar dilengkepi:
1. surat keterangan darl Instang! yang berwenang:
1] mengenai terjadimya kahar;
2] mengenal kondisl terini keadaan barang yang terkenz keadaan kahar.

2. Pernyataan dari Pengguna Barang vang menyatakan bahwa Bk D telah

terkenz keadaan kahar.




Pelaksana Mutu Baku
Ket.
Mo. Uraian Prosedur Pejabat
Wali Kota P'E:f:""'“ Penatausahaan P';""""“ :::""""';"“"r Waktu Output
ng Barang arang engkapan
2 | Memerintahkan Pejabat Surat permohonan berkas 2 Jam | Disposisi
Penatusahaan BMD  untuk persyaratan
melakukan  penelitian  data
BMD pada neraca
3 | Melakukan penelitian  data 1 Data/dokumen BMD 1jam | BA Hasil Rapat
BMD pada neraca "
4 |a Menyetujulﬁi:'léi: 1. BA Hazil Rapat 2 jam Keputusan Wali Eota
menyetujul penghapusan ) 2. Draft/Eeputusan Wall tentang Penghapusan
b. Menerbitkan  Keputusan Kota/Surat Penolakan BrD
Wali Kota tentang
Penghapusan BMD
5 | Melaksanakan penatausahaan ! Keputusan Wali Kota tentang 1 hari | Kartu Inventaris
BMD Penghapusan BMD Barang
& | Melaporkan Perubahan Daftar Kartu Inventaris Barang 1jam | Laporan Semesteran /
Barang Mifik Daerah kepada Tahunan OPD

Wali Kota

Plt. WALl KOTA BEKASI,

/

TRI ADMIANTO TIAHYONO




LAMPIRAN XXX

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep. 108-BPEAD/I/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Momor S0P KEX

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisl

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALl KOTA BEKASI

Mama 50P PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATALN PEJIABAT LAIM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Momor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolean Barang Milik Negars/Dasrzh
sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20014 tentang Pengelolaan Barang hilk
Megara/Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2016 tentong Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Megara/Daerah Terhadap Pegawai Neger Bukan Bendahara atau Pejabat Lakn,

3, Perpturan Pemerintah Namar 12 Tahan 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daceah

4, Peraturan Menter Dalam Negerl Nomor 19 Tahwn 3016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
bl Daerah;

5 Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Dazrah Terhadap Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

6. Peraturan Dasrah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelotaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Wall Eota Bekasi Momar 33 Tahun 2021 tentang Sitem dan Prosedur Pengelolaan

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai M5 office
31, Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang Milik daerah Kota Bekasi.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
S0P Penetapan Pengguna Barang Millk Daerah pada Pengguna Barang pada Badan 1. Komputer
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasl, ; :xttr
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila pelaku TGR tidak berkenan atas hasil BA Pemeriksaan maka pelaku TGR bisa melakukan Data Tuntutan Kerugian Dasrah

keberatan pada saat pemeriksaan/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

2. Tuntutan Keruglan daerab Terhadap Pegawal Negerl Bukan Bendahara atsu pejabat Lain muncul
sebagai akibat dari Kedalalan Pegawai.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR { S0P )
PENYELEEAIAN TUNTUTAN KERUGLAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI MEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU FEIAEAT LAIN

Pelak<ana Mutu Raku
. Inspektarat | Pengguna
Mo. Uralan Prasedur Wali Kota Malell= Sekratariat STPED Barang Pelaku Parsyaratan Qutput Het.
fPPHO | Portimbangan | eSS Peranghat | TGR | JHelenghapan | O
mbangan
) Omerah

1. | Menyampaikan surat [aporan Surat pengantar 5 Kelengkapan
kehilangan Barang Milikk Daerah darl Olnas yang | menit | Berkas Laporan
ditujuban ke Wali Kots selaku Pejabat : l bersanakutan Wali Kota
Penyelesaian Kerugian Dasrah (FRED),
tembusan Inspektorat Dasrah dan
BPKAD i

2. | Menerima lapgran dan memberthan ¥ Bevkas laporan 5 Disposisi
dizposisl ke mafells pertimbangan untuk menit
ditindak: lanjuti l

3. | Memverifikasi laporan kehilangan Barkas laporan | 1fam | 1.Berkas
Barang Milik Dagrah untuk dilakukan Laporan
proses penflaian keruglan oieh dlparikasa
Inspaktorat Daarah 2. Dsposis]

4. | Merindaklanjuti dengan pemanggilan o Berkaslaporan | 1harl | Berita Acara Dlsesuaikan
terhadap pelaku TGR untuk dimintai Permeariksaan dengan
keterangan ¥ dan Surat Kesepakatan

Keterangan pada s3at
Tanggurg Jawak pemeriksaan
hAutiak (SKTIid)

S. | Memproses Draft Keputusan Wali Kota il 1, Herlta Acara 14 harl | Draft Kepubesan
tentang Pembabanan Pengeantan Permeriksaan Woall Kotz
Kerugian Daerah 2. Surat tantang

Keterangan pembebanan
Tanggung penggantiar
Jawab Mutlak kerugian Daerak
(SKTIM)




Pelaksana Mutu Baku
Pengguna
No. Uraian Prosedur Wall Kota Majelis Sekratarit | icpaktorat H-a::n; Palaky Persyaratan Ket,
/PPKD | Pertimbangan Maleks JTPKD Perangkat | TGR Mielengiapen | WO Rutput
Partinpsesn Dasrah
6. | Menerima, memeriksa dan Draft Keputusan 1 hari | Keputusan Wali Kota
menandatangani Draft Keputusan Wali Kota tentang tentang pembebanan
Wali Kota tentang Pembebanan pembebanan penggantian kerugian
Penggantian Kerugian Daerah pengeantian Daerah
kerugian Daerah
7. | Menyerahkan Keputusan Wali Kota y Keputusan  Wali i haid Tanda terima
tentang Pembebanan Penggantian Kota tentang pEnyampaian
Kerugian Daerah kepada Pelaku TGR pembebanan Eeputusan Wali Kota
penggantian tentang pembebanan
kerugian Daerah penggantian kerugian
Daerah
8. | Menerima Keputusan Wali Kota Keputusan Wali 4 Surat Tanda Setoran
tentang pembebanan penggantian Kota tantang Bulan | [5TS)
kerugian Daerah dan melakukan 2 pambebanan
Pembayaran sesual dengan penggantian
Keputusan Wall Kota kerugian Daerah | -
9. | a. Membuat Keputusan Wall Kota - Surat Tanda 14 hari |1. Keputusan Wali Kota
tentang Pelunasan Tuntutan Ganti Setoran (5T5) tentang Pelunasan
Kerugian, Tuntutan Ganti
b. Membuat Keputusan Wali Kota Kerugian.
tentang Penghapusan Barang Milik 3 2, Keputusan Wali Kota
Daerah dari Neraca | | tentang
Penghapusan Barang
Milik Daerah

Plt. WALl KOTA BEKAS],

TRI AQHI

/

TIAHYONO




LAMPIRAMN XXX

KEPUTUSAN WALl KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/II/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELDLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Nomar S0P A0
Tanggal Pembuatan
TanggalRewlsi |
Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023
Disahkan Oleh WALl KOTA BEKASI
Nama S0P SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAMN TUNTUTAMN GANTI RLIGI

Dasar Hukum

Hua_ﬁfikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik | 1. Pendidikan Minimal D3
WegarafDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 2. Menguasai MS office
Nomaor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor |3, Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

3

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti |
Keruglan Megara/Daerah Terhadap Pegawai Megeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain;

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuvangan
Dasrah

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesalan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Megeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain;

Peraturan Daerah Kota Bekasl Momor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah

7. Peraturan Wall Kota Bekasi Nomar 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

Keterkaltan Peralatan / Perlengkapan
| sop Penghapusan Barang Millk Daerah Karena sebab Laln pada Pengguna Barang | 1. Komputer

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 2. Printer

3. ATK

_Peringatan Pencatatan dan Pendataan

lika Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi tidak dilakukan, maka Data Tuntutan Ganti Rug




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR [ SOP )
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pelaksana Putu Baku
Pa na
MNa. Uralan Prosedur Majelis Sekretariat Hﬁun: Pefaku skt Barsymraton Output Ket.
Pertimbangan i i Parangkat TGR JTPKD Selengkapan b
Pertimbangan il
1. | Mengajukan Permohonan keberatan atas Surat Permohonan | 1hari | Berkas
pemeriksaan laporan kehilangan BMD I | Keberatan
kepada Majelis Pertimbangan
2. |a. Memeriksa laporan hasil Pemeriksaan Berkas 1hari | Surat
TPEAD, mengenal alasan tidak dapat Undangan
diperolehnya SETIM
b, Menyusun Bahan dan jadwal
rapat/sidang majelis
. Melakukan pemberitabuan sidang
kepada Kepala Perangkat Daerah selaku
Pengguna Barang dan tembusan
kepada Pelaku TGR -
3. a. Melaksanakan Sidang Majelis sesuai 1. Surat 1hari | Notulen
jadwal yang ditentukan Pemberitahuan sidang
A 2. Saksi
{b. Menetapkan keputusan kepada Pelaku Pelaksanaan 1 hari | Berita Acara
TGR, apakah keberatan yang Sidang
disampaikan bisa dipertimbangkan
dengan memeriksa dan meminta
keterangan dari saksi
4. | Menerbitkan Surat KEeterangan Tanggung Berita Acara 1 hari | SKETIM
Jawah Mutlak [SKTIM) kepads pelaku i]
TGR sesuai hasil sidang majelis
Plt. WALl KOTA BEKASI,
&
TRI ADRI TIAHYONO




LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/ 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP

XXXII

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

10 Maret 2023

Disahkan Oleh

WALI KOTA BEKASI

Nama SOP

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM RANGKA
PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1.

HwnN

Pendidikan Minimal D3

Menguasai MS office

Memahami aturan tentang Penilaian BMD
Memahami aturan tentang BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada PD Yang Memiliki Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Atau Unit Kerja Lainnya Yang Sejenis pada
BPKAD Kota Bekasi

Komputer
Printer

3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Dalam Rangka Penyusunan Neraca
Pemerintah Daerah Kota Bekasi tidak dilakukan maka dikhawatirkan nilai neraca
Barang Milik Daerah Kota Bekasi tidak akurat

Neraca Aset / Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
. Pejabat . Ket.
N u P d
o] raian Prosedur Wali Kota Pengelola Penatausahaan Term . Pengguna Persyaratan/ Waktu Output
Barang Penilai Barang Kelengkapan
Barang
1@ l\/.le.ng.mventarlsa5| BMD vyang akan 1.Dokumen perolehan 2 jam Daftar rekgplltl.JIaa BMD
dinilai . . yang akan dinilai
. 2.Daftar rekapitulasi -
b. Mengajukan usulan BMD yang akan BMD vane akan dinilai Surat usulan  penilaian
dilakukan penilaian yang BMD
2. | Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Surat usulan penilaian 15 Disposisi surat
Barang untuk membentuk Tim Penilai BMD menit
3. Mengajukar? penetapan Tim Penilai BMD Draft Keputus.an \A{al! . Draft Keputusan Wali Kota
kepada Wali Kota Kota tentang Tim Penilai | 1jam . -
tentang Tim Penilai BMD
BMD
4. | Menetapkan Tim Penilai BMD Y Draft Keputusan Wali Keputusan Wali Kota
Kota tentang Tim Penilai | 1 hari | tentang Tim Penilai BMD
BMD
5. | a. Melaksanakan penilaian BMD - Dokumen perolehan 3 hari | BA Penilaian BMD
berdasarkan nilai perolehan sesuai - Surat permohonan
dengan dokumen perolehannya, v penerbitan Surat
Terhadap BMD berupa tanah, apabila Keterangan NJOP,
tidak ditemukan nilai BMD pada Surat Keterangan
dokumen perolehan, Pengelola Barang NJOP
memerintahkan kepada Bapenda untuk - Daftar/ dokumen

menetapkan  NJOP  tanah  yang
memerlukan penilaian sesuai dengan
tahun dokumen perolehan

b. Membuat Berita Acara Penilaian BMD

rujukan nilai taksiran
- Nilai BMD




Pelaksana Mutu Baku
Mo Uraian Prosedur Pengelola Pejait Tim Pengguna Persyaratany
Wali Kota Penatausahaan A Waktu Cutpul
Barang Barang Penilai | Barang Kelengkapan
6. {a. Menandatangani Berita  acara . BaA Penilalan BMD 1 jam BA Penilaian BMD
Penilaian BMD 1
b. Mengajukan Penetapan hasil BA Penilaian BMD 1 jam Draft Keputusam Wall
Penilaian BMD Kota tentang hasil
Penilaian BMD
7. | Menetapkan hasil Penilaian BMD ¥ Draft Keputusan Wali 1 jam Keputusan Wali Kota
kKota tentang hasil tentang hasil Penilaian
Penilaian BMD BMD
B. | Menyerahkan Keputusan Wali Kota Keputusan Wall Kota 1jam Keputusan Wali Kota

tentang Hasil Penilaian BMD kepada
Pejabat Penatausahaan Barang untuk
selanjutnya  dipergunakan  sebagal
bahan pada proses validasi BMD

tentang hasil Penilaian
BMD

tentang hasil Penilaian
BMD

Pit. WALl KOTA BEKASI,

TRI A

/

TIAHYOND




LAMPIRAN XXXIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/ 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) MELALUI MEKANISME SEWA



E = PEMERINTAH KOTA BEKASI

Lt BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

S ——
s

Nomor SOP XXX

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023
Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI
Nama SOP PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK

DAERAH (BMD) MELALUI MEKANISME SEWA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3

2. Menguasai MS office

3. Memahami aturan tentang Penilaian BMD
4. Memahami aturan tentang BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Melalui
Mekanisme Sewa tidak dilakukan maka akan menghambat proses pelaksanaa
sewa

Data Nilal Barang Milik Daerah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) MELALUI MEKANISME SEWA

Pelaksana Mutu Baku
g Pejabat Ket
Mo Uraian Prosedur Pengelola I Pengguna Persyaratan/
Barang Fen i Barang Kelengkapan oo '
Barang
1, |a. Mengnventarisasi BMD yang akan dinllal KIB BMD yang akan dinilai 30 Daftar rekapitulasi
menit | BMD yang akan dinilai
b. Mengajukan usulan BMD vang akan dilakukan Daftar rekapitulasi BMD 30 Surat usulan penilaian
penilaian yang akan dinilai menit | BMD

r Memerintihkan Pejabat Penatausahaan Barang Surat usulan penilalan 15 Ei..'i.l.:l.:.]_si.!;d:-;l.-.ll'ﬂ

untuk melaksanakan validasi terhadap BMD yang X BMD menit

akan dilakukan penilatan dan melaksanakan

koordinasi dengan Perangkat Daerah yang

menangan pendapatan terkait NJOP
3. a, Melaksanakan validasi terhadap BMD yang akan I Disposisi surat, Surat 1 hari | Hasil validasi BMD

dilakukan penilaian usulan penilalan BMD, yang akan dinilai
KIB
b. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Surat usulan penilaian L hari | Daftar NJOP atas BMD

Daerah yang menangani pendapatan terkait
MIOP atas BMD yang akan dinilai

£, Melaksanakan penilaian BMD berdasarkan
rumusan yang terdapat dalam Peraturan Daerah
Nomaor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
untuk selanjutnya dipergunakan untuk proses
sewa BMD

BMD, KIB

Hasi validasi BMD, Daftar £l

MIOP, Dokumen

pendukung penilaian, KIB

menit

yvang akan dinilai

Hasil penilaian BMD

PIt. WALI KOTA BEKASI,
r/

TRI

NTO TIAHYONO




LAMPIRAN XXXIV
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/III/ 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

r

S ——
s

Nomor SOP XXXIV

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

PENILAIAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH (BMD)

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3

2. Menguasai MS office

3. Memahami aturan tentang Penilaian BMD
4. Memahami aturan tentang BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pencatatan dan Pelaporan pada Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) tidak
dilakukan maka dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian Neraca Barang Milik daerah

Data Nilai Barang Milik Daerah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Wali Kota Pengelola PenaPteajtaJ::I:aan . T.im Pengguna Persyaratan/ Waktu Output Ket
Barang Penilai/KPKNL Barang Kelengkapan
Barang
1. | a. Menginventarisasi BMD yang akan Dokumen kepemilikan 2 jam Daftar rekapitulasi BMD
dinilai yang akan dinilai
b. Mengajukan usulan BMD yang akan { ’ Daftar rekapitulasi 30 Surat usulan penilaian BMD
dilakukan penilaian BMD yang akan dinilai menit
2. | Memerintahkan Pejabat Penatausahaan v Surat usulan penilaian 30 Surat permohonan
Barang untuk mengajukan permohonan BMD menit | penilaian beserta personil
penilaian beserta personil penilai kepada penilai
KPKNL
3. | a. Melaksanakan rapat penetapan Tim Surat usulan personil 30 BA hasil rapat
Penilai v penilai menit
b. Mengajukan penetapan Tim Penilai BA hasil rapat 1jam Draft Keputusan Wali Kota
BMD dan pendamping Tim Penilai tentang Tim Penilai dan
kepada Wali Kota pendamping Tim Penilai
4. | Menetapkan Tim Penilai BMD dan Draft Keputusan Wali 1jam Keputusan Wali Kota
pendamping Tim Penilai Y Kota tentang Tim tentang Tim Penilai dan
Penilai dan pendamping Tim Penilai
pendamping Tim
Penilai
5. | a. Melaksanakan survey penilaian BMD Surat Perintah Kantor 2 hari | BA Survey Penilaian
Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang
b. Melaksanakan penilaian BMD Surat pernyataan 1 bulan | Hasil Penilaian BMD
v penguasaan aset
c. Melaporkan hasil penilaian BMD [1] Hasil Penilaian BMD 1jam Laporan Hasil Penilaian

kepada Pengelola Barang

BMD




Pelaksana Mutu Baku
bat
Uralan Prosedur T W Tim TR— " a——
P
Wali Kota Sariia m:l:::::iin Penilai/KPKNL | Barang ikiickatany Waktu Output
M!merlntahkan-Feiahal Penatausahaan Laporan Hasil 1 hari | Disposisi
Barang untuk menyusun Keputusan Wali Penilaian BMD
Kota tentang Hasil Penilaian BMD
Mengajukan penetapan tentang Hasil r Laporan Hasil 1 hari | Draft Keputusan Wali Kota
Penilaian BMD Penilaian BMD tentang Hasil Penilaian
BMD

Menetapkan Hasil Penilaian BMD Draft Keputusan Wali | 1hari | Keputusan Wali Kota

Eota tentang Hasil tentang Hasil Penilaian

Penilatan BMD BMD

Keputusan Wali Kota lhari | Keputusan Wali Kota

Menyerahkan Keputusan Wali Kota
tentang Hasil Penilaian BMD kepada
Pejabat Penatausahaan Barang untuk
selanjutnya dipergunakan sebagai bakan
dalam proses pemindahtanganan BMD

tentang Hasil
Penilaian BMD

tentang Hasit Penilaian
BMD

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TRI

TIAHYONO
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Nomor SOP XXXV

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
KEBUTUHAN PENGELOLA BARANG

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami peraturan tentang pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi

Komputer
Printer
ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berdasarkan Kebutuhan Pengelola Barang
dilakukan untuk Optimalisasi Barang Milik Daerah

Data Neraca BMD yang menjadi objek Tukar Menukar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN KEBUTUHAN PENGELOLA BARANG

Pelaksana Mutu Baku
KET
No. Uraian Prosedur
Wali Kota P:r;s::‘c;la TIM DPRD Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1. Membentuk Tim Tukar Menukar BMD Permohonan tukar menukar 1hari | SKTIM
L) oD
2. a. Melakukan Penelitian BMD yang akan Permohonan Tukar Menukar 3 hari BA hasil
ditukarkan dan Barang pengganti penelitian tukar
meliputi: v menukar BMD
1) Penelitian Kelayakan tukar menukar,
baik dari aspek teknis, ekonomis
maupun yuridis;
2) Penelitian data administratif, dan
3) Penelitian fisik
b. Melaporkan dan membuat BA hasil
penelitian kepada pengelola barang
untuk disampaikan kepada Wali Kota
3. Menetapkan BMD menjadi objek tukar v BA hasil penelitian tukar ljam | SK Penetapan
menukar menukar BM objek tukar
menukar BMD
4, a. Menyusun rencana kebutuhan barang Dokumen spesifikasi barang 1 hari | Rencana barang
pengganti, jika permohonan tukar v pengganti pengganti
menukar disetujui Wali Kota
b. Melakukan penilaian BMD yang
ditukarkan dan barang pengganti, serta Draft Penilaian barang 7 hari | Laporan hasil
menyampaikan hasil penilaian BMD Y pengganti Penilaian BMD
kepada Wali Kota (dapat menunjuk [1] sebagai objek
Penilai) yang ditukarkan




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola Output KET
Wali Kota Barang TIM DPRD Persyaratan/Kelengkapan Waktu
5. a. Melakukan penetapan mitra tukar Laporan hasil Penilaian BMD 1jam SK Penetapan
menukar dan menerbitkan keputusan sebagai objek yang ditukarkan mitra tukar
tukar menukar menukar
b. Meminta persetujuan DPRD (untuk Surat persetujuan serta data Surat
tukar menukar BMD yang memerlukan BMD sebagai objek tukar permohonan
persetujuan DPRD) menukar persetujuan
DPRD
6. a. Menyetujui atau menolak tukar Surat Permohonan 1 hari | BA hasil
menukar (untuk tukar menukar BMD v Persetujuan DPRD penelitian
yang memerlukan persetujuan DPRD) tukar menukar
BMD
b. Menerbitkan surat persetujuan tukar Draft Surat Permohonan Surat
menukar (untuk tukar menukar BMD Persetujuan
yang memerlukan persetujuan DPRD)
7. Membuat naskah perjanjian tukar menukar Surat Persetujuan serta data 1 hari | Naskah
BMD sebagai objek tukar perjanjian

menukar

tukar menukar




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur
Wali Kota | PengelolaBarang |  TIM DPRD | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Output
B a, Menandatangani perjanjian tukar MNaskah perjanjian tukar 30 menit | Dokumen
menukar dengan pihak mitra tukar menukar perjanjian tukar
menukar BMD menukar
b. Membentuk Tim monitoring Dokumen perjanjian tukar SK Tim
pelaksanaan pengadaan/pembangunan menukar
barang pengganti
9. a. Melakukan penilaian kesesuaian barang ! Kertas kerja penilaian 1 hari BA hasil
pengganti dengan perjanjian tukar [ penelitian tukar
menukar menukar BMD
b, Meneliti kelengkapan dokumen barang Surat Persetujuan
pengganti
10. | a. Melaksanakan serah terima oleh Dokumen penilaian 1 harl | BAST tukar
pengelola barang kepada mitra tukar menukar BMD
menukar
b, Mengajukan usulan penghapusan BMD v
yang ditukar kepada Wali Kota
¢. Mencatat dan mengajukan
permohonan penetapan status
penggunaan barang pengganti kepada
Wali Kota
11. Melakukan penetapan status penggunaan ¥ BAST tukar menukar BMD, 1 hari SK Penetapan
barang pengganti | I Draft penetapan status Status
penggunaan barang Penggunaan
pengganti Barang Pengganti
Plt. WALl KOTA BEKASI,
/
THI & TO TIAHYOND
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP XXXVI

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
PERMOHONAN PIHAK LAIN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami peraturan tentang pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Komputer
Printer
ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berdasarkan Permohonan Pihak Lain dilakukan
untuk Optimalisasi Barang Milik Daerah

Data Neraca Barang Milik Daerah yang menjadi objek tukar menukar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMOHONAN PIHAK LAIN

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola | Pengguna Persyaratan/ KET
Wali Kota TIM DPRD Mitra Waktu Output
Barang Barang Kelengkapan
1. | Mengajukan Permohonan tukar menukar kepada Permohonan tukar 30 Permohonan
Wali Kota menukar BMD menit | tukar menukar
2. | Membentuk Tim tukar menukar BMD Permohonan tukar 1lhari | SKTim
menukar BMD
3. | Melakukan Penelitian BMD yang akan ditukarkan Permohonan Tukar | 3 hari | BA hasil
dan Barang pengganti meliputi: Menukar penelitian tukar
a. Penelitian Kelayakan tukar menukar, baik dari \ 4 menukar BMD
aspek teknis, ekonomis maupun yuridis;
b. Penelitian data administratif, dan
c. Penelitian fisik, kemudian melaporkan dan
membuat BAST hasil penelitian kepada
pengelola barang untuk disampaikan kepada
Wali Kota
4. | Menetapkan BMD menjadi objek tukar menukar v BA hasil penelitian 1 hari | SKPenetapan
tukar menukar BM objek tukar
menukar
5. |a. Menyusun rencana kebutuhan barang Dokumen 1 hari |[1. Laporan hasil
pengganti, jika permohonan tukar menukar spesifikasi barang penelitian BMD
disetujui Wali Kota v pengganti sebagai objek
b. Melakukan penilaian BMD yang ditukarkan dan yang ditukarkan
barang pengganti, serta menyampaikan hasil Draft Penilaian 2. Surat
penilaian BMD kepada Wali Kota (dapat v barang pengganti persetujuan
menunjuk Penilai) serta data BMD
Dj sebagai objek
tukar menukar




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur KET
: P lola | P i
Wali Kota | | cneciola | Fengguna TIM DPRD | Mitra Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Barang Barang
6. |a. Melakukan penetapan mitra tukar Laporan hasil Penilaian BMD 30 1. SK Penetapan
menukar dan menerbitkan keputusan sebagai objek yang ditukarkan menit mitra tukar
tukar menukar menukar
b. Meminta persetujuan DPRD (untuk tukar Surat persetujuan serta data BMD 2. Surat
menukar BMD yang memerlukan sebagai objek tukar menukar permohonan
persetujuan DPRD) persetujuan
DPRD
7. |a. Menyetujui atau menolak tukar menukar 1. Surat Permohonan Persetujuan 2 jam | Surat
(untuk tukar menukar BMD yang \ 4 DPRD persetujuan
memerlukan persetujuan DPRD) 2. Draft Surat /penolakan
b. Menerbitkan surat persetujuan tukar Persetujuan/penolakan
menukar (untuk tukar menukar BMD
yang memerlukan persetujuan DPRD)
8. [Membuat naskah perjanjian tukar menukar v Surat Persetujuan serta data BMD 1 hari Naskah
sebagai objek tukar menukar perjanjian
tukar menukar
9. |a. Menandatangani perjanjian tukar v Naskah perjanjian tukar menukar 1ljam | Dokumen
menukar dengan pihak mitra tukar perjanjian
menukar BMD Dokumen perjanjian tukar tukar menukar
b. Membentuk Tim monitoring pelaksanaan menukar SK Tim
pengadaan/pembangunan barang
pengganti
10.|a. Melakukan penilaian kesesuaian barang 1. SK Tim monitoring 3 hari | Dokumen
pengganti dengan perjanjian tukar 2. Kertas kerja penilaian penilaian

menukar
b. Meneliti kelengkapan dokumen barang
pengganti




Pelaksana Mutu Baku
Na. Uralan Prosedur hEY
Wall Kota | Pengelola | Pengguna TIM OPRD | Mitra | Persyaratan/ Waktu Output
Barang Barang Kelengkapan
11, | Melaksanakan Serah terima Dokumen serah 30 menit | BA hasil penelitian tukar
terima barang menukar BMD
pengganti
Surat Persetujuan
12. | a. Mengajukan usulan 1. Dokumen 1 jam 1. Draft SK JPenghapusan
penghapusan BMD yang usulan Barang
ditukar kepada Wali Kota penghapusan 2. KIB barang
. Mencatat dan mengajukan 2. Dokumen
permohonan penetapan [J__] serah terima
status penggunaan barang barang
pengganti kepada Wali Kota pengganti

Pit. WALl KOTA BEKASI,
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Nomor SOP XXXVII

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA
BARANG

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami peraturan tentang pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dilakukan untuk
pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)

Data BMD yang menjadi Penyertaan Modal




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

Pelaksana Mutu Baku
; Pengelola Tim Output
No. Uraian Prosedur
Wali Kota Barang/Pejabat Penyertaan DPRD Eee;:‘r/\al;(zta:nf Waktu Ket
Penatausahaan Barang Modal gkap
1 | Mengajukan usul Penyertaan Modal 1. Data BMD sebagai 1 hari | Usulan penyertaan
Pemerintah Daerah kepada Wali Kota penyertaan Modal modal
2. Pertimbangan
penyertaan Modal
2 | Membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji Dokumen usulan pemindah | 1 hari | SK.Tim Penyertaan
usul yang disampaikan oleh Pengelola barang y tanganan dengan Modal
penyertaan Modal
3 | Melaksanakan kajian bersama dengan calon 1. Data BMD sebagai 14 hari |1. Dokumen analisis

penerima penyertaan modal antara lain:

a. Membuat analisis kelayakan investasi yang
dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

b. Data administratife, diantaranya: Tahun
perolehan, spesifikasi/identitas teknis,
bukti kepemilikan, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan dan
nilai buku

c. Kesesuaian tujuan penyertaan modal
Pemerintah Daerah, melaporkan hasilnya
kepada Wali Kota

d. Penilaian BMD yang akan menjadi
Penyertaan Modal

e. Menyampaikan surat pernyataan
kesediaan menerima penyertaan modal
pemerintah daerah yang berasal dari BMD

penyertaan Modal
2. Pertimbangan
penyertaan Modal

kelayaakan
penyertaan Modal

2. Hasil penilaian

BMD

3. Dokumen

administrasi
penyertaan modal
BMD

4. Surat pernyataan

kesediaan
menerima
penyertaan modal
pemerintah daerah
yang berasal dari
BMD




Pelaksana Mutu Baku
Pengelola Tim
No. Uraian Prosedur Wali Barang/Pejabat | Penyertaan DPRD Persyaratan/ Output Ket
Waktu
Kota Penatausahaan Modal Kelengkapan
Barang
4 | Menyampaikan hasil kajian bersama 1.Dokumen analisis kelayaakan 30 Menit | Surat Permohonan
kepada Wali Kota penyertaan Modal persetujuan Penyertaan
2.Hasil penilaian BMD Modal
3.Dokumen administrasi
penyertaan modal BMD
5 [a. Menerbitkan Keputusan Wali Kota 1.Dokumen hasil Tim penyertaan 4 hari 1. Keputusan Wali Kota
tentang persetujuan penyertaan modal modal daerah tentang persetujuan
b. Mengajukan permohonan persetujuan 2.Draft Keputusan Wali Kota penyertaan modal
kepada DPRD v tentang persetujuan penyertaan 2. surat permohonan
modal tentang persetujuan
3.Draft surat permohonan tentang 3. persetujuan DPRD
persetujuan penyertaan modal 4. SK Penetapan
4.5K persetujuan Wali Kota
6 @. Memberikan persetujuan/menolak 1.Draft Keputusan Wali Kota 7 hari Surat Persetujuan DPRD
permohonan usulan penyertaan modal tentang persetujuan penyertaan
daerah modal
b. Menerbitkan Surat Persetujuan 2.Dokumen persetujuan
penyertaan modal daerah
3.Draft surat persetujuan/
penolakan
7 Menetapkan keputusan atas BMD yang v 1. Dokumen persetujuan DPRD 1jam SK Penetapan
akan disertakan sebagai penyertaan 2. Draft SK Penetapan Penyertaan Modal
modal
\ 4
2]




Pelaksana Murtu Baku
Pengelola
No. Uraian Prosedur Wali | Barang/Pejabat '“ﬁ““ - Persyaratan/ i
Kota Hm;:usahun Penye i Kelengkapan ktu Dutput
rang on
8 [a. Membuat rancangan peraturan daerah 1. 5K Penetapan 14 hari 1. Naskah rancangan

tentang penyertaan modal pemerintah
daerah dengan melibatkan PD terkait
untuk dibahas di DPRD

. Mengusulkan PERDA ke bagian Hukum

untuk di revisi
Membuat BAST penyertaan modal
daerah

. Menandatangani BAST penyertaan

modal dengan BUMD dan pihak terkait

. Mengajukan usulan penghapusan BMD

2. Perda Pernyetaan Modal daerah
3. Dokumen penyertaan modal
4, Dokumen BAST penyertaan

madal

Perda Penyertaan
maodal daerah
2. Proses penghapusan

TRI AD

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TO TIAHYONO
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
INISIATIF WALI KOTA
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Nomor SOP XXXVIII

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN INISIATIF
WALI KOTA

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Hibah Barang Milik Daerah Berdasarkan Inisiatif Wali Kota dilakukan dengan
Pertimbangan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat
non komersil dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah

Data Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P )
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN INISIATIF WALl KOTA

Pelaksana Mutu Baku
—— Wali | Pengelola Pejabat Tim Ket
o s o/ Kota Barang | Penatausahaan Hibah Peisyaratan/ Walktu Output
Birang Kelengkapan
1. | Membentuk Tim [: Draft SK Tim, Dokumen BMD | 1jam | SK Tim
2. | Melaksanakan penelitian data administratif dan fisik dan N Dokumen BMD 2 hari | BA penelitian
menyampaikannya kepada Wal Kota l
3. | Mengusulkkan permohonan penetapan ohjek Hibah kepada . BA Penelitian 10 Usulan hibah
Wali Kota 2. Dekumen BMD meanit
4, | 8. Menyetujui / menaolak usulan hibah 1. Disposisi 14 hari | - surat Keputusan
b. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan objek 2. Usulan hibah yvang sudah Penetapan objek
Hikah BMD di verifikasi hibah B
c. Mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada ¥ 3, Draft NPHD - Surat
DPRD, dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD 4. Nazkah surat Eeputusan Permohonan
d. Menetapkan Surat Keputusan Pelaksanaan Hibah BMD Penetapan objek hibah Persetujuan
£. Menandatangani naskah perjanjian hibah bersama BMD Hibah
dengan penerima hibah 5. Draft Surat Permohonan - 5K Penetapan
Persetujuan Hibah Pelaksanaan
6. Naskah surat keputusan Hibah BMD
pelaksanaan - Burat Permyataan
Eesediaan
menerima hibah
o « NPHD
5. | Menandatangani BAST Hibah BMD bersama dengan ¥ MNaskah Perjanjian Hibah ljam | BAST
penerima hibah Daerah
B. | Mengusulkan Penghapusan BMD kepada Wali Kota MNaskah Perjanjian Hibah 1jam | Usulan
Daerah Penghapusan BMD

Pit. WALl KOTA HEHAEI/
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LAMPIRAN XXXIX

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERDASARKAN
PERMOHONAN PIHAK LAIN



PEMERINTAH KOTA BEKASI

wt BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

e/

E )
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Nomor SOP XXXIX

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERDASARKAN
PERMOHONAN PIHAK LAIN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami Tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Hibah Barang Milik Daerah Yang Berdasarkan Permohonan Pihak Lain dilakukan
dengan Pertimbangan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang
bersifat non komersil dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah

Data Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERDASARKAN PERMOHONAN PIHAK LAIN

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Wali Kota Pengelola | Pengguna Tim Hibah Pihak Lain Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Barang Barang (Pemohon) Kelengkapan
1. | Mengusulkan permohonan hibah kepada Data pemohon, alasan permohonan, | 1hari | Permohonan hibah
Wali Kota peruntukan hibah, spesifikasi barang
dimohonkan untuk dihibahkan, jumlah
barang yang dimohonkan  untuk
dihibahkan, data teknis, surat
pernyataan kesediaan menerima hibah
2. |a. Menerima dan mendisposisikan \ 4 Permohonan hibah ljam | SKTim
permohonan hibah BMD dari Pemohon
b. Membentuk Tim l
3. | Melaksanakan penelitian data administratif SK Tim 2 hari | BA Penelitian
dan fisik dan menyampaikannya kepada
Wali Kota
4. | Mengusulkan permohonan penetapan \ 4 1. BA Penelitian 10 Usulan Hibah
objek Hibah Kepada Wali Kota 2. Usulan Hibah menit
5. |a. Menyetujui atau menolak usulan Hibah 1. Disposisi 2 hari - surat keputusan
b. menandatangani surat keputusan v 2. Usulan Hibah yang sudah diverifikasi penetapan objek
penetapan objek hibah BMD 3. Peraturan yang sudah diverifikasi hibah BMD
c. Mengajukan Permohonan persetujuan 4. Naskah surat keputusan penetapan - NPHD
hibah kepada DPRD, dalam hal Hibah objek hibah BMD - surat
memerlukan persetujuan DPRD 5. Draft surat permohonan persetujuan permohonan
d. Menandatangani surat keputusan hibah persetujuan
pelaksanaan hibah BMD 6. Naskah surat keputusan pelaksanaan hibah

e. Menandatangani naskah perjanjian hibah

bersama penerima hibah

f. Menandatangani BAST Hibah BMD

hibah BMD
7. SK persetujuan hibah
Draft NPHD
9. Draft BAST

®

- surat keputusan
pelaksanaan
hibah BMD

- BAST




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola Pengguna Tim Pihak Lain Persyaratan/
Wali Kota Waktu
Barang Barang Hibah (Pemohon) Kelengkapan Output
6 | Mengusulkan Penghapusan di Maskah Perfanjian Hibah dan | 30 Menit | Usulan
neraca BMD terhadap BMD yang BAST Penghapusan

dihibahksn ke pihak lain

Plt. WALl KOTA BEEASI,
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LAMPIRAN XL

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI
SUMBANGAN/HIBAH/SUMBER DANA PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS



PEMERINTAH KOTA BEKASI
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP XL

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI
SUMBANGAN/HIBAH/ SUMBER DANA PEMERINTAH
PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami Tata Cara Pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

lika Pencatatan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumbangan/Hibah/ Sumber
Dana Pemerintah Pusat/Provinsi/lkn/Bos tidak dilakukan maka dapat
mengakibatkan ketidaksesuaian pada Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi

Data Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBANGAN/HIBAH/SUMBER DANA PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat KET
No. Uraian Prosedur Pengelola Pengguna | (UPP/Sekolah/ Persyaratan/
Barang Fanituu.nnam“hnn Barang Puskesmas) Kelengkapan Waktu Output

1 | Melaporkan hasil penerimaan/pengadaan Laporan penerimaan 3 Harl | Rekapitulasi

BMD yang diperoleh dari sumber dana I ' BMD, Salinan BAST penerimaan/

pemerintah pusat/provinsi/IKN/BOS BMD/Kuitansi/faktur/dok pengadaan BMD

kepada pengguna Baranguntuk sekolah umen lainnya yang

dasar pelaporan melalui Unit Pelayanan sejenis

Pendidikan(UPP)

2 . Meneliti keabsahan bkt L Rekap laporan 2 Hari | Usulan pencatatan
penerimaan/pengadaan  BMD  (BAST Penerimaan BMOD BMD, Salinan BAST
penerimaan/pengadaan  barang  atau BAST BMD
faktur/kuitansi pembelian) dan rekap
laporan

b, Membuat nota dinas permohonan BMD/ kuitansi/faktur/dok | 1lam
pencatatan BMD yang diperoleh dari umen lainnya yang
sumber dana pemerintah sejenis
pusat/provinsi/JIKN/BOS kepada
pengelola barang B

3 | Memerfintahkan pejabat penatausahaan ¥ Usulan pencatatan BMD, 30 Disposisi

barang untuk melaksanakan validasi Salinan BAST BMD menit

4 | Melaksanakan validasi pencatatan - Usulan pencatatan BMD, d4Jam | Usulan yang telah

kemudian melaporkan kepada pengguna Salinan BAST BMD divalidasi
barang

5 | Melaksanakan pencatatan pada Kartu ¥ Usulan yang telah io Kartu Inventaris

Inventaris Barang I | divalidasi Menit | Barang

Plt. WALl KOTA BEKASI,

TO TIAHYONO




LAMPIRAN XLI

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH
YANG DISEBABKAN KARENA DOUBLE CATAT PADA NERACA



PEMERINTAH KOTA BEKASI

i BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

e/
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%
o

Nomor SOP XLI

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG
DISEBABKAN KARENA DOUBLE CATAT PADA NERACA

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Koreksi Pencatatan Barang Milik Daerah Yang Disebabkan Karena Double Catat Pada
Neraca tidak dilakukan maka dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan pada Neraca
BMD Pemerintah Kota Bekasi

Data Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

KOREKSI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN

KARENA DOUBLE CATAT PADA NERACA

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola Pejabat Penatausahaan Pengguna Persayaratan/ Kelengkapan | Waktu Output Ket
Barang Barang Barang
1 | a. Menginventarisir kemungkinan Kartu Inventaris Barang 1jam | Usulan barang yang
double catat data Aset Tetap pada l l dobel catat
KIB antar SKPD
b. Menelaah data dan memerintahkan Lembaran kertas kerja yang 1jam | Usulan barang yang
Pengguna Barang untuk berisi data yang double double catat
menyampaikan data yang double catat pada KIB SKPD
catat
2 | Memeriksa keberadaan fisik BMD yang v KIB dan Lembar kertas kerja 1jam | Disposisi
diperkirakan double catat verifikasi
3 | Memverifikasi data double catat : KIB dan Lembar kertas kerja 1jam | Hasil kertas kerja
- untuk tanah data yang dianggap valid verifikasi yang sudah
adalah pada pencatatan tahun diverifikasi
perolehan awal,
- untuk peralatan dan mesin
berdasarkan keberadaan fisik di SKPD,
- untuk bangunan dan jalan dilakukan
kapitalisasi
4 | a. Membuat BA double catat yang Draft BA double catat 3 hari | BA double catat

ditandatangani oleh Pengguna
Barang terkait

b. Melaporkan hasil pemeriksaan fisik
BMD yang double catat kepada
pengelola barang




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola | Pejabat Penatausahaan Pengguna Persayaratan/ Kelengkapan | Waktu Output Ket
Barang Barang Barang
5 | Memerintahkan kepada Pejabat Disposisi 2 hari | Disposisi
Penatausahaan Barang untuk
mengesahkan Berita Acara Double Catat
& |& Mengesahkan Berita Acara Double BA double catat 1jam |- BA double catat
Catat vani sudah di
validasi/di sahkan
b. Melaksanakan koreksi pencatatan Sistem aplikasi BMD 1hari |- KIB yang sudah
pada aplikasi BMD dihapus data double
catat

Plt. WALl KOTA EEKAS7
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LAMPIRAN XLII

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBANGAN/HIBAH/SUMBER DANA SELAIN
PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

! )
%
L L]

r

e/

Nomor SOP XLII

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI
SUMBANGAN/HIBAH/ SUMBER DANA SELAIN PEMERINTAH
PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami Tata Cara Pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang
pada BPKAD Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

lika Pencatatan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumbangan/Hibah/ Sumber
Dana Selain Pemerintah Pusat/Provinsi/lkn/Bos tidak dilakukan maka dapat
mengakibatkan ketidaksesuaian pada Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi

Data Neraca BMD Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBANGAN/HIBAH/ SUMBER
DANA SELAIN PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/JKN/BOS

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola Pejabat Pengguna Persyaratan/ Ket
Wali Kota Barang Penatausahaan Barang Kelengkapan Waktu Output
Barang
1. | a. Menerima surat pemberitahuan rencana hibah dari Surat rencana 30 menit | Disposisi
pihak ketiga (swasta/organisasi/pihak lain) Pemberian hibah
b. Memerintahkan kepada pengelola Barang untuk
melaksanakan penelitian atas rencana pemberian hibah
2. | Memerintahkan pejabat penatausahaan Barang untuk A4 Surat rencana | 15 menit | disposisi
meneliti rencana pemberian hibah Pemberian hibah
3. | a. Mengkoordinasikan dengan calon pemberi bantuan, 1. BA Penelitian 2 hari Nota Dinas
meneliti barang berupa tanah/bangunan atau barang 2. Dokumen hibah hasil
selain tanah/bangunan yang akan A 4 penelitian
disumbangkan/hibahkan meliputi:
1 Legalitas Barang
2 Bebasnya barang dari segala beban dan/atau
berbagai pungutan/kewajiban apapun
3 Meneliti keabsahan nilai barang
b. Meneliti dan menganalisa baik atau tidaknya barang
yang akan diserahterimakan dan melaporkannya
kepada Pengelola barang
4. | Mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menerima atau v Nota Dinas hasil 30 menit | Nota Dinas
menolak sumbangan/hibah dalam bentuk nota Dinas/ penelitian menolak hasil
surat v sumbangan penelitian
[lj hibah/menerima
sumbangan hibah




—

Pelaksana Mutu Baku Ket
Uraian Prosedur Wali Pengelola Pejabat Pengguna Persyaratan,
Kota Barang Penatausahaan Barang Kelengkapan Waktu Output
. Barang
Menerima atau menolak usulan sumbangan atau hibah Mota Dinas hasil 1 hari Disposisi
barang milik daerah penalitian
Mempersiapkan dukumen kepemilikan/penguasaan yang ¥ Draft BAST, Draft | 30 menit | Disposisi
sah berupa Bast hibah dan Keputusan Wali Kota tentang Keputusan  Wali
PD Penguna barang Kota tentang PD
Pengguna Barang
Menandatangani BAST Hibah dan Keputusan Wall Kota Draft BAST Hibakh, 1 hari BAST Hibah,
tentang Penetapan Pengguna Barang Keputusan Wali Eeputusan
Kota tentang Wali Kota
T Penetapan PD tentang
Pengguna Barang Penetapan PD
Pengguna
Barang
Mencatat barang dalam Kartu Inventaris Barang BAST Hibah, 30 menit | Kartu
Keputusan Wali Inventaris
C] Kota tentang Barang
Penetapan PD
Pengguna Barang




LAMPIRAN XLIII

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) ATAU UNIT KERJA LAINNYA YANG SEJENIS



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
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Nomor SOP

XL

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

10 Maret 2023

Disahkan Oleh

WALI KOTA BEKASI

Nama SOP

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) ATAU UNIT KERJA LAINNYA YANG SEJENIS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang
pada BPKAD Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Yang Memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Atau Unit Kerja Lainnya
Yang Sejenis tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca
Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Data Neraca Barang Milik Daerah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH (UPTD) ATAU UNIT KERJA LAINNYA YANG SEJENIS

Pelaksana Mutu Baku
(UPTD/UPP/Kelurahan
No. Uraian Prosedur Pengelola Pejabat Pengguna | /Sekolah meneng?h Sekolah Persyaratan/ Waktu | Output KET
Barang Penatausahaan Barang Pertama atau Unit Dasar Kelengkapan
Barang kerja lainnya yang
sejenis
1 | Melaporkan rekapan Rekap laporan Mutasi 2 hari | Rekap
penerimaan/penggunaan/pengadaan I I BMD, Salinan BAST Mutasi
BMD pada unit kerjanya Barang/BAST Hibah/Faktur BMD
Pembelian/kertas kerja
2 | Meneliti kesesuaian rekap mutasi dan Rekap laporan Mutasi 1 hari | Rekap
bukti mutasi serta nilai perolehan, jika v BMD, Salinan BAST Mutasi
sesuai melaporkan mutasi BMD dari Barang/BAST Hibah/Faktur BMD
unit kerjanya kepada pengguna barang, Pembelian/kertas kerja
jika tidak sesuai dikembalikan kepada
pelaksana
3 | Meneliti kesesuaian rekap mutasi dan Rekap laporan Mutasi 2 hari | Rekap
bukti mutasi serta nilai perolehan, jika A 4 BMD, Salinan BAST Mutasi
sesuai melaporkan mutasi Barang Milik Barang/BAST Hibah/Faktur BMD
Daerah dari unit kerjanya kepada Pembelian/kertas kerja
pengelola barang, jika tidak sesuai
dikembalikan kepada
UPTD/UPT/Kelurahan/SMP
4 | Memerintahkan pejabat penatausahaan v Rekap laporan Mutasi 1 hari | Rekap
barang untuk melakukan validasi BMD, Salinan BAST Mutasi
terhadap laporan mutasi pengguna Y Barang/BAST Hibah/Faktur BMD
barang Pembelian/kertas kerja




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat (UPTD/UPP/Kelurahan/Sekolah | Sekolah
Ui e Pangeion | panstacaatisan F::::““ menengah Pertama atau Unit Dasar :::“rihl n/ Waktu Output
& Barang e kerja lainnya yang sejenis
Melakukan  validasi  terhadap Rekap laporan 2 jam | Rekap
pelaporan mutasi pengguna Barang Mutasi BMD, Mutasi
meliputi: Salinan BAST BMD
a. Membandingkan spesifikasi dan Barang/BAST
nilai BMD dan Salinan BAST Hibah/Faktur
Barang/hibah/faktur Pembelian/kertas
pembelian/kertas kerja kerja
b. Meneliti perhitungan
Menvanpaii:an Kartu Inventaris = Hekap laporan 1hari | Rekap
Barang terbaru kepada Mutasi BMD, hutasi
UPTD/UPT/Kelurahan/SMP Salinan BAST BMD
Barang/BAST
Hibah/Faktur
Pembelian/kertas
. kerja
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PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
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Nomor SOP XLIV

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Pencatatan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Berupa Jalan, Irigasi Dan
Jaringan tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca Barang Milik
Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola Pejabat Pengguna | Pelaksana Persyaratan/ et
Barang Penatausahaan Barang Kegiatan Kelengkapan Waktu Output
Barang
1 | Melaporkan rekap Mutasi Pengguna Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 2 hari | Rekapitulasi
Barang kepada Pengguna Barang = I Barang/BASTHibah/Faktur pembelian/ kertas mutasi BMD
kerja inventaris/Dokumen sejenis
2 | a. Meneliti kesesuaian rekap mutasi dan Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 6 jam | Rekapitulasi

bukti mutasi serta nilai perolehan, jika Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian/kertas mutasi BMD
sesuai melaporkan rekapan mutasi v kerja inventaris/Dokumen sejenis
BMD dari unit kerjanya kepada
pengguna barang, jika tidak sesuai
dikembalikan kepada pelaksana
kegiatan untuk di perbaiiki Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST

b. Merekap mutasi BMD secara terperinci Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian/kertas 6 jam | Rekapitulasi
sesuai jumlah dan spesifikasi teknis kerja inventaris/Dokumen sejenis mutasi BMD
barang

c. Meneliti Data jalan, irigasi, dan Hasil Validasi BMD 30 Hasil perbandingan
jaringan pada KIB dan rekap laporan menit | data jalan dan KIB

d. Melaksanakan Kapitalisasi atau Hasil perbandingan data jalan dan KIB 30 Nilai Jalan yang
Penggabungan nilai jalan, irigasi dan menit | telah dikapitalisasi
jaringan pada KIB dan rekap laporan

v

e. Melaporkan rekap Mutasi BMD kepada 1 Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 30 Rekapitulasi

Pengelola Barang melalui Pejabat Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian/kertas menit | mutasi BMD

Penatausahaan Barang

kerja inventaris/Dokumen sejenis




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Ket.
No. Uralan Prosedur Pengelola Pengguna | Pelaksana Persyaratan/
Barang H"ﬁ::;‘““ Barang | Kegiatan Kelengkapan Wiaku Output
3 | Memerintahkan pejabat Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 15 menit | Rekapitulasi
penatausahaan Barang untuk Barang/BASTHibah/Faktur pembelian/ miutasi BMD
melakukan validasi terhadap laporan kertas kerja inventaris/Dokumen sejenis
mutasi pengguna barang
4 | Melakukan validasi terhadap laporan Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST A Ja'm Rekapitulasi
mutasi pengguna barang dengan Barang/BASTHibah/Faktur mutasi BMD
membandingkan spesifikasi dan nilai Pembelian/kertas kerja
BMD dan 5alinan BAST Barang/ BAST inventaris/Dokumen sejenis
Hibah/Faktur Pembelian/kertas kerja
Inventaris/Dokumen sejenis, meneliti ¥
perhitungan penilaian BMD
berdasarkan nilai perolehan, meneliti
= pemutakhiran data BMD
5 |a Melaksanakan input ke simda BMD Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 15 menit | Data barang
rincian dan spesifikasi teknis setiap — Barang/BASTHibah/Faktur terinput
fenis barang sesual harga perolehan Pembelian/kertas kerja
inventaris/Dokumen sejenis
b. Mencetak KIB dan Buku Rekapitulasi Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST 30 menit
Buku Inventaris PD Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian
fkentas kerja inventaris/Dokumen sejenis
& | Merekap, menyusun dan mencetak Rekap laporan mutasi BMD, Salinan BAST A0 menit | Buku
Buku  Induk  Inventaris  dengan G Barang/BASTHibah/Faktur Pembelian Inventaris
berdasarkan  kepada KIB  dan fkertas kerja inventaris/Dokumen sejenis induk
Rekapitulasi Buku Inventaris PD
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP (SELAIN TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1
DAN PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA)
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Nomor SOP XLV

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET
TETAP (SELAIN TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1 DAN
PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA
ACARA SERAH TERIMA)

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan Minimal D3

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

4.

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan BMD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Validasi Barang Milik Daerah Untuk Pencatatan Aset Tetap (Selain Tanah Jalan
Bernilai Rp.0 Dan Rp.1 Dan Prasarana Sarana Utilitas Pada Neraca Tanpa Berita
Acara Serah Terima) tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca
Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP (SELAIN TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1
DAN PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA]

Pelaksans Mutu Hwi_ﬂw
Pejabat
T PRigeihs Penatausahaan P Persyaratan/Kelengkapan Waktu Dutput
Barang Barang Barang
Mengajukan usulan BMD yang akan dicatal sebagal aset tetap kepada { ] Usulan BMD yang akan divalidasi 30 Surat usulan
Pengelols Barang il
Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan Surat usulan 15 DHispiosiss
validasi terhadap laporan mutasi pengguna barang menit
a. Melaksanakan inventarisasi BMD yang akan dicatat sebagal asel tetap Rekap laparan mutasi BMO, Salinan (1] Hekapitulasi mutasi BMD
dan mengisl Form Validasi BMD BAST Barang/BAST Hibah/Faktur mienit
Pembelian/Kertas Kerja
Inventaris/Dokumen sejenis
b. Membandingkan data spesifikasi BMD antara Laporan Pengguna Rekapitulasi mutasi BMD 30 Rekapitulasi mutasi BMD
Barang dengan BAST/Bukti Penerimaan Lainnya yang 5ah/Berita Acara mienit
Couble Catatfatau dokumen pendukung lainnys i
£ Melakukan pengecekan terhadap hasl perhitungan BMD dani Rekapitulasi mutasi BMD a0 Hasil validasi BMD
Pengguna Barang dengan dasar perolehan {untuk BMD hasil menit
perolehan/pengadaan baru/belum pernah dicatat)
d. Melakukan rekonsiliasi data aset di neraca Hasil validasi BRD 30 Hasil rekonsifiasi, Format
menit | pemuktahiran atas posisi
Aset Tetap
e Melakuksn pengecekan kelengkapan administrasi untuk barang hasil Rekap laporan mutasi BMD, Salinan 30 Rekapitutasi mutasi BMD
hibah yang meliputi keberadaan BA Hibah dan Keputusan Wali Kota BAST Barang/BAST Hibah/Fakiur menit
tentang penetapan nilai BMD jika dalam BAST Hibah belum ada nilai Pembelian/Kertas Kerja
BAST Inventaris/Dokumen sejenis
3, Melakukan input ke Simda BMD rinclan dan spesifikasl teknis setlap Rekap laporan mutasi BMD, Salinan 15 Data barang terinput
jenis barang sesual harga perolehan X BAST Barang/BAST Hibah/Faktur menit
Pembelian,/Kertas Kerja
Inventaris/Dokumen sejenis
b. Mencetak Kartu Inventaris Barang dan Buku Rekapitulas) Buku Data barang terinput 15 Kig
Inventaris Perangkat Daerah menkt
Merekap, menyusun dan mencetak Buky Induk Inventaris dengan ¥ Kartu Imventaris Barang Perangkat 15 Buku Induk Inventaris
berdasarkan kepada Kartu Inventaris Barang dan Rekapitulasi Buku [j aerah rrsenit
Inventaris Perangkat Daerah
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP (TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1
DAN PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA)
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP XLVI

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP
(TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1 DAN PRASARANA SARANA
UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA)

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Validasi Barang Milik Daerah Untuk Pencatatan Aset Tetap (Tanah Jalan
Bernilai Rp.0 Dan Rp.1 Dan Prasarana Sarana Utilitas Pada Neraca Tanpa Berita
Acara Serah Terima) tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian
Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
VALIDASI BARANG MILIK DAERAH UNTUK PENCATATAN ASET TETAP (TANAH JALAN BERNILAI Rp.0 DAN Rp.1
DAN PRASARANA SARANA UTILITAS PADA NERACA TANPA BERITA ACARA SERAH TERIMA)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Wali Pengelola Pejabat Kepala | Pengguna Tim Tim Persyaratan/Kelengkap|
Penatausahaan - A Waktu Output Ket
Kota Barang Bapenda Barang Validasi | Verifikasi an
Barang
1 | Mengajukan usulan BMD yang Usulan BMD yang 30 Surat usulan
akan divalidasi untuk BMD yang i l akan divalidasi menit
telah diverifikasi dan memenubhi
persyaratan verifikasi
2 |a. Memerintahkan Pejabat a. Surat Usulan 1 hari | - Disposisi
Penatausahaan Barang untuk b. Rekap Laporan surat
membuat draft Keputusan Wali mutasi BMD, Salinan - Rekapitulasi
Kota tentang Tim Validasi dan BAST Barang/BAST mutasi BMD
melakukan validasi BMD hibah / Faktur - Draft
b. Melaksanakan invetarisasi Pembelian/Kertas Keputusan
Barang Milik Daerah yang akan Kerja Inventaris/ Wali tentang
divalidasi Dokumen sejenis Kota Tim
Validasi
3 | Mengajukan draft Keputusan Wali Y Draft Keputusan Wali 30 Draft
Kota tentang Tim Validasi Kota tentang Tim menit | Keputusan
Validasi Wali Kota
4 | Menetapkan Keputusan Wali Kota v Draft Keputusan Wali 1 hari | Keputusan
tentang Tim Validasi Kota Wali Kota
5 | Menerbitkan print screen NJOP Rekap Laporan mutasi 1 hari | Print screen
terhadap bidang tanah yang akan v BMD, Salinan BAST NJOP
divalidasi Barang/BAST hibah /
Faktur
Pembelian/Kertas
Kerja Inventaris/
Dokumen sejenis




Pelaksana Mutu Baku
: . Pejabat . . Ket
No Uraian Prosedur Wali Pengelola Kepala | Pengguna Tim Tim Persyaratan/
Penatausahaan C A Waktu Output
Kota Barang Barang Bapenda Barang Validasi | Verifikasi Kelengkapan
6 | a. Melaksanakan perhitungan penilaian Print Screen NJOP 1jam Hasil penilaian
bidang tanah yang akan divalidasi BMD
b. Mengajukan penerbitan Keputusan Wali ¢ Hasil Penilaian BMD 30 Draft
Kota tentang Penetapan Penilaian BMD menit | Keputusan
Wali Kota
7 Menetapkan nilai BMD Draft Keputusan 15 Keputusan
Wali Kota menit | Wali Kota
8 Melaksanakan uji petik (jika diperlukan) hasil Hasil Verifikasi Tim 3jam | Hasil validasi
pengukuran/verifikasi Tim Verifikasi (2 titik Verifikasi, KIB A,
per kecamatan) Untuk tanah jalan yang Lembar Kerja Tim
bernilai Rp.0 dan Rp.1 Verifikasi, Print
. Membandingkan data aset KIB A DBMSDA Screen NJOP,
dan hasil survey Keputusan Wali
. Meneliti keberadaan lembar kerja tim Kota tantang
verifikasi yang telah diketahui Penetapan
Lurah/Camat/Tokoh Masyarakat setempat Penilaian BMD
. Meneliti keberadaan print screen NJOP v
sebagai dasar penilaian BMD dari Bapenda
terhadap tanah jalan bernilai Rp. 1 dan Rp.
0
. Meneliti perhitungan nilai lahan
berdasarkan NJOP
. Meneliti keberadaan Keputusan Wali Kota
tentang Penetapan Nilai Tanah Bernilai Rp.
1danRp.0 2




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Wali | Pengelola S Kepala | Pengguna Tim Tim .
Kota | Barang P'“fl'::;‘::““ Bapenda | Barang | Validasi | Verifikasi | 'Cengkapan | Waktu | Output
Untuk P5U yang tercatat tanpa BAST Hasil Verifikasi 3jam | Hasid vakidasi
a. Membandingkan data aset PSU hasil survey Tim Verifikasi,
tim verifikasi dan KIB KIB A, Site Plan,
b Apabila berbeda dikembalikan kepada tim Lembar Kerja
verifikasi untuk meminta penjelasan Tim Verifikasl,
memadai terkait perbedaan tersebut yang Print Screen
dituangkan dalam Berita Acara NIOP,
. Membandingkan data asat PSU hasil surviy Eeputusan Wall
dan site plan Kota tantang
d. Menaliti keberadaan lembar kerja tim Penetapan
verifikasi yang meliputi gambar ukur dan Penilaian BMD
surat Keterangan status tanah P5SU yang
telah ditandatangani oleh Lurah dan
diketahui Camat
2. Menaliti kebaradaan print sereen MIOE dan
Bapenda
f. Menilal parhitungan alal lahan
berdasarkan NIOP
B Memenliti keberadaan Keputusan Wali
Kota tentang Penetapan Besaran Nilal BMD
h. Meneliti keberadaan keputusan Wali Kota
tentang penelapan besaran nilal BMD
9 | a Melaksanakan input ke Simda BMED rincian - Hasil validasi 15 menit | Data barang
dan spesifikasi teknis setiap jenis barang T terinput
sesudi harga peralehan
b. Mencetak Kartu Inventaris Barang dan Data barang 15 menit | KB
Buku Rekapitulasi Buku Inwentars OPD terinput
10 | Merekap, menyusun dan mencetak Buku KIB SKPD 15 menit | Buku Induk =i
Induk Inventaris dengan berdasarkan kepada G Irventars

KIg dan Rekapitulasi Buku Inventarls PD
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Nomor SOP XLVII

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

Nama SOP INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi

2. SOP Sensus BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Bekasi

Komputer
Printer
ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Inventarisasi Barang Milik Daerah tidak dilakukan maka mengakibatkan
ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
INVENTARISAS! BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA RMUTU BAKL
Mo. Uraian Prosedur Pengelola Pel'h:ﬂ Pengguna Persyaratan/ ks
Baraig Penatausahaan Barang Kelengkapan W Dutput
Barang :
1 | a Melaksanakan inventarisasi KIB A, KIB B, KIB C, KIB 1 bulan | Hasil Inventarisasi BMD
barang yang dicatat di dalam O, KIB E, KIB F, KIR 1. Himpumnan KIB dan KIR,
Kartu Inventaris Barang [KIB 1. KIB A, 2. FKodefikasi pada fisik BMD
AACDEF) DAN Kartu I | 2. KIB B, 3. catatan dalam Buku Inventaris
Inventaris  Ruangan  (KIR) 3. KIBC,
secara  tersendirl per jenis 4. Kig D,
barang (rangkap 2) 5 KIBE,
b. Melaksanakan kodefikasi 6. KIBF,
barang pada fisik BMD 7. KIR,
c. Menghimpun KB dan KIR 8. Label Kodefikasi
serta melakukan pencatatan BMD,
dalam Buku Inventaris dan 9. Buku Inventaris
membuat KIR pada masing-
masing ruangan kemudian
menyampaikannya kepada
Pejabat Penatausahaan
Barang
2 | Menghimpun Buku Inventaris Y KIB A, KIB B, KIB C, KIB 3jam | Buku Induk Inventaris
menjadi Buku Induk Inventaris D, KIB E, KIB F, KIR,
Buku Inventaris OPD
31 | Menandatangani Buku  Induk 4 Bukw Induk Inventaris | 30 menit | Buku Induk Inventaris yang sudah
Inventaris l | ditandatangan

Pit. WALl KOTA BEKASI
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LAMPIRAN XLVII

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SENSUS BARANG MILIK DAERAH



PEMERINTAH KOTA BEKASI

F

=

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

|
-

Nomor SOP XLvii

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

Nama SOP SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1. Pendidikan Minimal D3
2. Menguasai MS office
3. Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Bekasi Komputer
Printer
ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika Sensus Barang Milik Daerah tidak dilakukan maka mengakibatkan | Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi

ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)

SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur . Pengelola Pejabat Pengguna Kuasa Tim Sensus Ket
Wali Kota Barang Penatausahaan Barang Pengguna/UPTD/ BMD Persyaratan/ Waktu Output
Barang Kelurahan/UPP Kelengkapan
1 Memerintahkan Pejabat Jadwal sensus Barang 15 Disposisi
Penatausaahan Barang untuk Milik Daerah menit
melaksanakan Sensus Barang
Milik Daerah sesuai rencana
jadwal Sensus
2 | Membuat draft Keputusan Wali v Draft Keputusan Wali 30 Draft Keputusan
Kota tentang Tim Sensus Barang Kota tentang Tim menit | Wali Kota tentang
Milik Daerah sensus Barang Milik Tim sensus Barang
Daerah Milik Daerah
3 Menetapkan Tim sensus Barang v Draft Keputusan Wali 1 hari | Keputusan Wali
Milik Daerah Kota tentang Tim Kota tentang Tim
sensus Barang Milik sensus Barang Milik
Daerah Daerah
4 | Menyusun Juknis Sensus Barang y Draft Juknis Sensus 3 hari | DraftJuknis Sensus
Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
5 | Mengesahkan Juknis Sensus \ 4 Draft Juknis Sensus 1 hari | Juknis Sensus
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
6 | Mensosialisasikan Sensus Barang Juknis Sensus Barang 1 hari | Sosialisasi Sensus
Milik Daerah kepada pengguna Milik Daerah Barang Milik Daerah
barang, Kuasa Pengguna/UPTD/
Kelurahan/UPP
1




Pelaksana Mutu Baku
. Pengelola Pejabat Pengguna Kuasa Tim
No- Uraian Prosedur Wali Barang | Penatausahaan | Barang | Pengguna/UPTD/ | Sensus | Persyaratan/ | . .. Output et
Kota Barang Kelurahan/UPP BMD Kelengkapan
7 a. Mengisi Kartu Inventaris Barang Buku Inventaris 15 Buku Inventaris | Seluruh
rangkap 2, termasuk penulisan Barang Daerah menit | Barang Daerah pencatatan
Nomor Kode Barang pada masing- Kota Bekasi Kota Bekasi dilaksanakan
masing barang sebelum Rekapitulasi terpisah sesuai
pelaksanaan sensus dan mengisi KIR Buku kepemilikan
berdasarkan letak barang menurut Inventarisasi barang.
ruangan masing-masin 5 hari Kec./UPTD/Kuas | Kelurahan
b. Melaksanakan pengisian  Buku a Pengguna/ menyampaikan
Inventaris Barang Milik Daerah Kelurahan/UPP | kepada
dalam rangkap 5 (untuk tingkat Kecamatan
sekolah), rangkap 4 (untuk tingkat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang/UPTD/Kelurahan/UPP) ,
dalam rangkap 3 (untuk Tingkat
Kecamatan)
¢. Menyimpan Buku Inventaris Barang
Milik Daerah, 1 rangkap disimpan di
unit kerja sebagai arsip (Buku
Inventaris) dan sisanya disampaikan
kepada unit kerja di atasnya.
d. Menyusun rekapitulasi Buku
Inventaris Kecamatan/UPTD/Kuasa
Pengguna/Kelurahan/UPP
8 Menyusun rekapitulasi Buku Inventaris v Rekapitulasi 10 hari | Buku Inventaris
Perangkat Daerah Buku Inventaris Perangkat
Kecamatan/UPT Daerah
v D/Kuasa
Pengguna/
[2] Kelurahan/UPP




Pelaksana Mutu Baku
i e 5 wall F;l:m‘ Penatmusahaan | Ba r-:.::::wm.r m Pecmstan) | o L
Kota rang u
o Kedurahan/UPP i Kalsnghapsn S
9 | & Memvalidasi kertas kerja dan Buky 20 hari | Kompllasi Buku
rekapitulasi Buku Inventaris Perangkat Inventaris Inventard Perangkat
Daerah Perangkat Daerah
b, Mengkompilasi Buku Inventaris dad Daerah
semua Perangkat Daerah sebagal pusat
InEntarsas
£, Memyusun Daftar Rekapitulasi Induk
dengan berdasar kepada Buku Induk
Inwentaris Barang Pengguna  untuk
menggambarkan  jumlah barang di
Kota Bekasi
10 [ a. Mengesahkan Daftar Rekapitulasi ¥ Buku Daftar g Buku Daftar
Induk sebagai laporan pelaksanaan Rekapitulasi menit | Rekapitulasi Induk
Sensus Barang Milik Daerah fricuk yang Sudah Dinahkan
b. Melaporkan hasil pelaksanaan sensus
BRAL kepada Wali Kota
11 | Melaporkan hasil  pelaksanasn  sensus Buky Daftar 1ljam | Laporan sensus
Barang Milik Daerah kepada Menteri Rekapitulasi Barang Milik Daerah
Dalam Megern Induk yang
Sudah
Disahkan

Pit. WALl KOTA BEEASI,
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LAMPIRAN XLIX

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KAPITALISASI REHABILITASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
PADA ASET INDUK NERACA PEMERINTAH KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
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BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP

XLIX

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

10 Maret 2023

Disahkan Oleh

WALI KOTA BEKASI

Nama SOP

KAPITALISASI REHABILITASI ASET TETAP GEDUNG DAN
BANGUNAN SERTA JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI PADA
ASET INDUK NERACA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1.

2.
3.
4

Pendidikan Minimal D3

Memiliki Kewenangan dalam Kapitalisasi BMD

Dapat Mengoprasikan Komputer

Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kota Bekasi
2. SOP Pencatatan dan Pelaporan BMD Jalan, Jaringan dan Irigasi pada BPKAD Kota
Bekasi

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika Kapitalisasi Rehabilitasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Serta Jalan,
Jaringan Dan lIrigasi Pada Aset Induk Neraca Pemerintah Kota Bekasi tidak
dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Bekasi.

2. Jumlah sisa manfaat dan penambahan masa manfaat tidak boleh melebihi
estimasi masa manfaat

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
KAPITALISASI REHABILITASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA JALAN, JARINGAN DAN

IRIGASI PADA ASET INDUK NERACA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pelaksana Mutu Baku
i Ket
No. Uraian Prosedur Pengelola Pe]abat Pengguna
g Penatausahaan &8 Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Barang Barang
BMD
1 . Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melaksanakan KIB Per Jenis Barang 2 Hari Surat Instruksi

g. Melaporkan hasil

kapitalisasi rehabilitasi aset tetap gedung dan bangunan serta jalan,
irigasi dan jaringan pada aset induk neraca Pemerintah Kota Bekasi

. Menghimpun data aset tetap yang akan dikapitalisasi ada Kartu

Inventaris Daerah

. Mengelompokan aset tetap berdasarkan objek bangunan/ gedung/

nama jalan sesuai tempat lokasi aset induknya sesuai data Kartu
Inventaris Daerah

. Meneliti nilai pemeliharaan/ rehab/ peningkatan/ perbaikan aset

tetap yang di bawah nilai kapitalisasi

. Memisahkan pencatatan nilai pemeliharaan/ rehab/ peningkatan/

perbaikan aset tetap yang di bawah nilai kapitalisasi sesuai kebijakan
Akuntansi

. Melaksanakan perhitungan kapitalisasi Barang Milik Daerah, yang

meliputi :

1) Perhitungan penggabungan nilai aset induk dan pemeliharaan/
rehab/ peningkatan/ perbaikan sesuai aset induknya

2) Perhitungan persentase penambahan biaya pemeliharaan/ rehab/
peningkatan/ perbaikan terhadap aset induknya per tahun

3) Perhitungan penambahan masa manfaat dengan memperhatikan
persentase  penambahan  biaya pemeliharaan/  rehab/
peningkatan/ perbaikan terhadap aset induk, estimasi masa
manfaat aset tetap dan sisa manfaat

4) Pemeliharaan/ rehab/ Peningkatan/ perbaikan terhadap aset
induk estimasi masa manfaat aset tetap dan sisa manfaat

perhitungan kapitalisasi aset tetap kepada

pengelola barang

h. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk

melakukan validasi kapitalisasi aset tetap

]

1. KIB PerJenis Barang

2. Data aset tetap yang sudah
dikelompokan sesuai
tempat lokasi induknya

3. Peraturan Walikota tentang
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Bekasi

4. Data aset tetap yang sudah
diteliti nilainya

5. Data aset tetap yang sudah
dikapitalisasi

6. Data perhitungan
persentase penambahan
biaya pemeliharaan/
rehab/ peningkatan/
perbaikan terhadap aset
induknya

7. Hasil perhitungan
kapitalisasi aset tetap

8. Data penambahan masa
manfaat aset tetap

9. Surat pengantar dari
Pengguna Barang

10. Hasil Perhitungan
Kapitalisasi Aset Tetap

1.

Kartu
Inventaris
Daerah yang
sudah di teliti
Data aset
tetap yang
sudah
dikapitalisasi
dan
digabungkan
sesuai aset
induknya
Disposisi
Sekretaris
Daerah

Surat Perintah
untuk
melaksanakan
validasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengelola Pejabat Ket
Penatausahaan Persyaratan/Kelengkapan Walktu Output
Barang BMD
2 | Melaksanakan penelitian utang terhadap Hasil perhitungan kapitalisasi asat 12 Jam | Hasil validasi
perhitungan kapitalsas aset tatap tetap kapitalisasi asel
tetap
3 | & Melsksanakan koreksi pada SIMDA BMD sesual L, Hasil validasi kapitalisasi aset tetap 12 jam L Kartu Inventaris
hasil validas kapitalisasi dan melakukan koreksi 2. Data Barang Milik Daerah pada Gaerah
perhitungan beban penyusutan secara sistematis SIMOA BMD yang telah diinput 2. Buku Rekapitulasi
melalui Aplikasi Barang Milik Daerah Imventaris
b. Mencetak Kartu Inventars Barang dan buky Perangkat Dasrah
Rekapitulasi Inventaris Perangkat Daerah 3. Buku Induk
_ ) Inventars
4 | Merekap, menyusun dan mencetak Buky Induk ¥ 1. Kartu Inventaris Barang 1 jam Buku Rekapitulasi
Inventaris  dengan  berdasarkan kepada Kartu 2. Buku Rekapitulasi Inventaris Inventaris

Inventaris Barang dan Rekapitulasi Buku inventaris
Perangkat Dasrah

Perangkat dasrah

Plt, WALI KOTA BEKASI,
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KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 032/Kep.108-BPKAD/I111/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REKONSILIASI ASET TETAP ANTARA PENGGUNA BARANG DENGAN PENGELOLA BARANG



E PEMERINTAH KOTA BEKASI
‘E—T BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
S

Nomor SOP L

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan | 10 Maret 2023

Disahkan Oleh WALI KOTA BEKASI

Nama SOP Rekonsiliasi Aset Tetap Antara

Pengelola Barang

Pengguna Barang Dengan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.

1.

2.
3.
4

Pendidikan Minimal D3

Memiliki kewenangan dalam kapitalisasi BMD

Dapat Mengoprasikan Komputer

Memahami tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

1.
2.
3.

ATK
KOMPUTER
PRINTER

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika Rekonsiliasi Aset Tetap Antara Pengguna Barang Dengan Pengelola Barang
tidak dilakukan maka mengakibatkan ketidaksesuaian Neraca Barang Milik Daerah
Pemerintah Kota Bekasi.

Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
REKONSILIAS| ASET TETAP ANTARA PENGGUNA BARANG DENGAN PENGELOLA BARANG

Pataksana Mutu Baku
Prosedu Pejabat
o . J Pengeiet | panatassabann Pam Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket.
Barang SMD Barang
1 | Menyampaikan |laporan  mutasi 1. Laporan mutasi masuk dan kefuar | 30 menit | Laporan mutasi mauk dan Paling lambat |
masuk dan keluar Barang Milik Perangkat Daerah Barang Milik keluar Barang Millk Daerah tanggal 5
Daerah | Daerah bulan barkenaan pada Perangkat Dasrah bulan
2. Dokumen Mutas: masuk/keluar berikutmya
(BAST dan _[.aﬂn-l:h;
4 | Memerintahkan urituk ¥ Laporan mutas masuk dan keluar 30 menit | Disposisi
mefaksanakan rekonsiilasi Peringkat Daerah
1 | Melksanakan penelitian I Disposis 120 menit | Draft Berita Acara Riskonsilias) ;
kesesuaian  data antara data
laporan pengguna Barang dengan
data pada Meraca Barang Milik
Craerah S
8 Menandatangani  Berita acara X Drafi Berita Acara Rekonsillasi 15 menit | Berita Acara Relonsilias sudah
Rekonsiliasi ditandatangani Pengguna
Barang
5 | Menandatanganl Berita acara r Draft Berita Acara Rekonsiliasi 15 menit | Berita Acara Rekonsiliasi sudah
Riekonsiliasi ditandatangani Pejabat
Penatausahaan BMD
& | Melaksanakan koreksi terhadap : Berita Acara Rekonsiliasi 30 Menit | Kesesualan data Barang Milik
data laporan pada neraca apabila Daerah pada Pengguna Barang
terdapat perbedaan dan Neraca

Plt. WALl KOTA BEKASI
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